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Nama . : Rozigin
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul Tesis : Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Sektor Minyak Bumi

Pasca Reformasi: Analisis Welfare State

Kelahiran UU Migas dan perubahan Pasal 33 UUD 1945 penuh dengan
perdebatan seputar peran negara dalam sektor perekonomian. Perdebatan ini tidak
lepas dari perdebatan seputar signifikansi welfare state dalam bernegara, dan pada
akhirnya berlanjut pada perdebatan mgn'genai bagaimana qug’,'Menguasai Negara .
(HMN) dalam sektor minyak bumi.énelitian ini bertujuaf’menganalisis faktor<>
faktor yang dipermasalahkan dart’ minyak bumi di\Indonesia, menjelaskan
kebijakan pengelolaan minxak\ bumi di Indon\es?a pasca reformas\i;"\dan
menganalisis implementasi .Pasal 33 UUD 1945,.dalam sektor minyak=bumi di
Indonesia pasca reformasi berdasarkan analisis welfare state. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan parasumber dari
pengamat migas dan” Badan Pemeriksa:‘Keuangan Republik:{Indonesia. Hasil
penelitian adalahIndonesia mengalami‘masalah ketahanan.efiergi dan tata kelola
minyak bumi.. Kebijakan sektor minyak bumi pasca refarmasi banyak diwarnai
liberalisasizkarena adanya tekanam dari pihak asing sementara kebijakan energi
nasional>tidak dilaksanakan?'dengan konsisten, 2Indonesia sudah berusaha
menerapkan sebagian Pasal33 UUD 1945 di sektor minyak bumi dalam rangka
ngeWUjudkan konsep wélfare state, yaitu agay'a' peran aktif negara dan upaya

<mewujudkan kemal;ﬁiﬁran rakyat. Nap*??ﬂ'n demikian, Indonesia belum
’menerapkan demeKrasi ekonomi seb&géfmana semangat awal Pasal 33 UUD

1945. Hal ini #erutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil
menggeser de}nokrasi ekonomi. &éngan demikian, pasca reformasi Indonesia
belum sepenuhnya melaksanakan konsep welfare state dalam sektor minyak bumi
sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kata kunci:
liberal, welfare state, minyak bumi, ketahanan energi, Pasal 33 UUD 1945.
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Name \\\ Rozigin O ‘\
Study Program” : National Resilience

Thesis Title : Implementation Article 33 of Constitution 1945 in Qil Sector
Post-Reform: Welfare State Analysis
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The establishment of Law on oil and gas which came along with the the
amendment of Article 33 on 1945 Constitution has sorrounded with debates about
the state’s role in economic sector. These debates related with the significance of
welfare state in national development and still continues on State’s Right in
petroleum sector. This research aimed to analyze problematic factors of
Indonesian oil, to describe management policies on oil sector post-reform, and to
analyze implementation Article 33 of 1945 Constitution in Indonesian oil sector
post-reform using Welfare State AI’(&WSIS This researcl‘@]ses qualitative anq\
descriptive method that interviewscoil-gas expert and<also Audit Board of<the
Republic of Indonesia. This research founds that Indonesia has problems:with
energy security and oil maQagement The Indonesi%\n policy on oil sect;ér after
reformation mostly uses. liberalization paradlgm because of forelgn pressure
while national energy Roilcy hasn’t been zmp[emented conszstently.jndonesza has
been trying to implement part of Article<33 of 1945 Constitution in order to
implement the welfare state concept,C which are the efforts’ to make society
prosperous. However Indonesia hhxsn t implement demo\sratlc economy as the
initial splr\t of Article 33 of 19@5 Constitution. Such? ¢ondition mainly due to
market ggonomy spirit influgnce which shifted the\x ‘economic democracy. To
concludé after reformation™" Indonesia hasn’t fully implement welfare state
concept in oil sector as, stated in Aticle 33 of 1945 Constitution.
\< Keywords \<’ \<>
\~g< liberal, Welfareetéte oil, energy secum{? Article 33 of Constitution 1945.
\O " W
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1.1  Latar Belakang Masalah

Isu mengenai minyak bumi
keberadaannya yang terbatas namun perannya belum tergantikan sebagai sumber
energi utama saat ini, minyak bumi terus menjadi perhatian seluruh dunia. Tidak
terkecuali Indonesia. Dilandasi semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,

sejak kemerdekaan Indonesia bertekad menguasai sektor minyak bumi untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penguasaan sektor minyak bumi'menjadi kesadaran dunia setelah terjadi
embargo minyak bumi terhadap A\me?lka Serikat dan se\bag1an negara Eropa 0leh~ >
Arab Saudi tahun 1973, dan oleh Iran tahun 1979. KflSls minyak bumi saat itu
menimbulkan Krisis keuangan di berbagai befahan dunia, terutama karena
tingginya harga mlnyaK i luar prediksi neggra non produsen mlqyak Kejadian
tersebut menlmbulkén kesadaran pentlnghya ketahanan energ| dalam menjaga
kepentingan naslonal suatu bangsa, dan tldak sekedar kekuatan militer.

Perkembangan lebih Ianlut dari sekedar ketahanan energi, penguasaan
mmyak bumi menjadi unsur geopolitik. Bahkan sekitar 90% permasalahan

konflik. Hal |r§\ﬁmpak nyata saat tw&h perang Teluk tahun 1991 yang didorong

oleh perebutan minyak bumi.

Perebutan minyak bumi juga terjadi di negara-negara besar seperti
Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia. Jerman, Itali, Perancis, Tiongkok, Jepang,
dan negara industri lainnya. Mereka bersikeras untuk menguasai heartland agar
bisa mendapatkan minyak bumi dengan mudah. Heartland ini terdiri dari Asia
Tengah dan Timur Tengah yang sangat kaya sumber energi sehingga diprediksi

akan menjadi rebutan dari negara-negara dalam rangka mengamankan sumber

! Dirgo D Purbo, (2013, 7 November)

Dewan Analis Strategis, hal. 37. AN
Z Connie Rahakundini Bakrie (2009) DEfendlng Indonesia, Jakart’a Gramedla Pustaka Utama hal.
73. \ \
) 1 s.:’\,’
A\ - ' N
AN

A

Geopolltlk dan Energi Secu@ty Dalam Kepentlngan
Nasional Republik Indonesia Abad 21,” Foéli§“Group Discussion (FG‘D) Badan Intelijen Negara>"~
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Universitas Indonesia
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selalu menarik dibicarakan.

N@‘nyak bumi adalah gg\[,masalahan politik, s'%jangkan sisanya 10% terkait dengan

'.’minyak bumi nya sendiri.2 Demi minyak bumi, beberapa negara terlibat dalam

\7
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a@e’rgi mereka. Bahkan§~kini negara berkemb@ng pun ikut meramaikan persaingan
\ dalam mendapatkah minyak bumi. Hal‘fnl karena kebutuhan minyak bumi di
negara berkembang terus menlngkat\ Total impor minyak Asia diprediksi akan
naik dari 14Juta barel per hari menjadl 36 juta barel per hari pada tahun 2030.
Dalam konteks Indonesia, permasalahan minyak bumi biasanya ramai
dibicarakan saat terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setiap
terjadi kenaikan harga BBM kemunculannya selalu menjadi isu politis. Siapapun
presiden yang berani menaikkan harga BBM, selalu menjadi sasaran politisasi
masalah dengan ancaman presiden yang bersangkutan akan diturunkan oleh
rakyat. Di era pemerintahan Soekarno kenaikan BBM terjadi sebanyak dua belas

kali sementara pada zaman Soeharto delapan belas kali, Abdurrahman Wahid dua

kali dan Megawati sebanyak dua kah\kenalkan dan tulur{kah penyesuaian hargas &

Pemerintahan Susilo Bambang Yadhoyono sendiri telah menaikkan harga B\BM
sebanyak tiga kali. Terakhlr pemerintahan Presnden Joko Widoda;: mesklpun
belum sebulan menjabaﬂangsung menaikkan harga BBM. N d

Di sisi Ialn })enurunan harga mlﬁyak bumi juga menjédl masalah bagi
Indonesia. Ke.trka era 1970-an produk5| minyak mentah Indone3|a selalu di atas 1
juta barel per hari, bahkan pernah‘mencapai 1,6 juta barel per hari. Saat itu harga
minyak.s'émpat melonjak~lima‘k’ali lipat dari USD<2,5 ‘menjadi USD 12 per barel®,
~§3~hingga Indonesia mg\a,c,lapatkan dana besz?l[\é(a:r\g digunakan untuk pembangunan

.\{.’di berbagai bidang\if\lamun jatuhnya haﬁgé minyak pada awal 1980-an sempat

menyebabkan\\perekonomlan IndQQESla mengalami stagnasi. Pertumbuhan
ekonomi yang sebelumnya mencapal rata-rata di atas 7%, tiba-tiba justru menjadi
hanya 1%." Hal ini menunjukkan betapa Indonesia sangat mengandalkan sektor

minyak bumi untuk pembangunan, dan struktur Anggaran Pendapatan Belanja

® Connie Rahakundini Bakrie (2009), Defending Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.
73

* Kompas Online, 9 Juli 2008.

% Lihat Nur Aisyah Kotarumalos (tanpa tahun), Menuju Ketahanan Energi Indonesia: Belajar dari
Negara Lain, Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia, hal. 1.

® Kholid Syeirazi, (2009), Di Bawah Bendera~Asing,' Liberalisasi Industri Migas Indonesia,

Jakarta: LP3ES, hal 29 dan 58.

" Wicaksono, (2000). Liberalisasi Ekonomis I‘MF dan Kepentingan Nas'ronal Indonesia 1997-1998"
(Peran Organisasi Internasional di DalamSuatu Negara), Tesis. pada Program studi Ilmu Pohitik
kekhususan IImu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosml dan llmu Politik Umversnas
Indonesia, Jakarta, hal 78. 2\ R\ R\
& &

o™ & Universitas Indonesia

$ £ £

A
./.
5

AL
)\



A
A
A

k{egara (APBN) sela.lg tergantung penerlmaan minyak dan gas (migas) dan

D i hi subsigi BBM. O
Q ipengaruhi su S\gl

O
\O

.@donema sebagian be@r berasal dari BBM

X
Permasalahan di sektor mlnyak bumi semakin mengemuka ketika pada

tahun 2004 Indonesia telah menjadl net importer of oil. Indonesia tidak mampu
lagi memenuhi kebutuhan minyak mentah domestik, apalagi memenuhi target
kuota OPEC. Pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya
memutuskan bahwa Indonesia keluar dari Organization of Petroleum Producing
and Exporting Countries (OPEC). Keputusan keluar dari OPEC menimbulkan
sejumlah perdebatan di kalangan ahli di Indonesia. Namun Pemerintah tetap
kepada keputusannya.

Keluarnya Indonesia dari OPEG¢semakin menyadarkan bahwa Indonesia
kini bukan lagi eksportir minyak, t{qhk«é"n telah menjadi {np‘c;ﬁlr minyak bumi.\l.s:u;‘\t
ketahanan energi pun akhirnyq&semakin mengemuka:* Sesungguhnya ketq@anan
energi telah menjadi isu sejak’\lama di Indonesia: \N’;lmun sampai akhiKl‘E)QO -an,
isu ini tidak menjadi pq}‘hatlan serius dari pquambll kebijakan. Pe(uBahan terjadi
ketika nilai tukar rup\ah turun drastis pada‘tahun 1997-1998 aklb\at krisis ekonomi
dan naiknya harga minyak mentaf’ d| awal tahun 2000- an yang membuat
Pemerintah:sulit mengontrol harga‘BBM dan sub3|d|nya

~Kesulitan mengontrol penggunaan BBM kaFena energi yang digunakan di

\i\Penggunaan BBM meningkat pesat.

Dalam 10 tahun temkhlr konsumsi BBM(domestlk menunjukkan kenaikan rata-

rata sebesar 4\5?% per tahun. Dgng)n meningkatnya jumlah penduduk dan
membalknya pertumbuhan ekonom1 domestlk pertumbuhan konsumsi BBM akan
terus mengalami kenaikan. Sektor transportasi masih merupakan pengguna
terbanyak BBM domestik yaitu lebih dari 46%, disusul oleh sektor rumah tangga,
pembangkit listrik dan sektor industri.”

Ketergantungan kepada BBM masih tinggi, lebih dari 60 persen dari
konsumsi energi final. Pembangkitan tenaga listrik di beberapa lokasi tertentu

masih mengandalkan BBM karena pada waktu yang lalu harga BBM masih relatif

8 Resosudarmo, Budy P dkk. “Energy Securlty 1n Indonesia,” Working? Paper 2010 (08), Australla\ >
ANU College of Asia and the Pacific, hal>3: AN \
% Kementerian Energi dan Sumber Day\ol Mineral, (2011), Peluaﬁg Investasi,Sektor ESDM’ hal.
26. N > N
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nsurah (karena di subQ&dl) jauh dari sumbqr batubara jaringan pipa gas bumi

% masih terbatas, \édf(aSI potensi tenag ‘<a|r yang jauh dari konsumen dan

pengembanga&\panas bumi serta ene¢g| terbarukan lain yang relatif masih lebih
mahal. *° ’

Kini, konsumsi BBM diperkirakan sudah mencapai 1,6 juta barel per
hari."* Di sisi lain, produksi minyak bumi Indonesia diperkirakan akan terus
menurun. Untuk tahun 2014, produksi minyak bumi Indonesia hanya sebesar 852
ribu barel per hari dengan laju penurunan produksi mencapai 3,07%* seiring
menipisnya cadangan minyak mentah Indonesia. Cadangan minyak diperkirakan
menurun dari estimasi 4,3 miliar barel (bbl) pada awal 2004 menjadi 3,7 miliar
bbl pada 2014.* Hal ini patut disayangkan karena berbeda dengan cadangan
minyak Indonesia yang terus m\ent}‘rUn cadangan mlnyak dunia justru te\rug
mengalami peningkatan.** 2 ..\ N\

Namun demikian, Perh?é}intah masih optin’dig bahwa potensi sumb\ér daya
migas nasional saat mj “masih cukup besag “terakumulasi dalamGO cekungan
sedimen (basin) yahg tersebar di hampl?‘ seluruh Wllayah Indone3|a Dari 60
cekungan tersebut 38 cekungan sudaT'n dllakukan keglatan\eksplora5| dan sisanya
sama sekali-belum dilakukan ek§)lora5| Dari cekung&q yang telah dieksplorasi,

16 ceku'ngan sudah memproduk3| hldrokarbon & cekungan belum diproduksi

wgraupun telah dlkete\mukan kandungan h.@[okarbon, sedangkan 15 cekungan

"5sisanya belum dilietemukan kandunga{n hidrokarbon. Kondisi di atas

menunjukkan\bghwa peluang keglé):a}w eksplorasi di Indonesia masih terbuka
lebar, terutama dari 22 cekungan yang belum pernah dilakukan kegiatan
eksplorasi dan sebagian besar berlokasi di laut dalam (deep sea) terutama di

Indonesia bagian Timur.*®

19 Kementerian Negara Riset dan Teknologi, (2006), Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Energi Baru dan Terbarukan, untuk
Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi Tahun 2025, Jakarta, hal. 3.

1 Bp Statistical Review 2015

12| aporan Tahunan SKK Migas 2014, hal. 15.

' BP Statistical Review 2015 ‘ . &
¥ http://www.reforminer. com/studles/1276am=1a||3|s tren-industri- mlqas>q[obal diakses 9 Januafi*™
2014, pukul 00.05 WIB AN \* AN
> Kementerian Energi dan Sumber Da?a Mineral. (2011), Pelua%g Investasi Sektor ESDM‘ hal.
19.
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s lronisnya, me&]{iwmasih banyak cel%égan minyak bumi, diperkirakan 4-5

<2?tahun lagi tidak \%dg?penambahan yang<s<ﬂéinifikan dalam jumlah produksi migas
N\

nasional. Te\@logi EOR (Enhin@h Oil Recovery) yang dipercaya dapat
meningkatkan jumlah produksi minyak bumi, pun masih pilot project dan belum
belum bisa diandalkan untuk meningkatkan produksi minyak bumi.'® Demikian
pula kapasitas produksi kilang BBM dalam negeri tidak bertambah, sedangkan
permintaan BBM di dalam negeri meningkat dengan cepat.*’ Kesenjangan antara
produksi dan konsumsi minyak dikhawatirkan akan semakin besar di Indonesia. Saat ini
saja, kesenjangan produksi dan konsumsi minyak bumi sudah sangat besar. Tren produksi

dan konsumsi minyak bumi di Indonesia dapat dilihat pada Grafik 1 berikut.

Grafik 1.Tren Produksi d @"'\“(\ i Minyak B r]{i\gjc\)$\l donesi >
rari .lren Proadukslt dan, sumsi Inya umidl Inaonesia WOV
oo ’ S ;‘:\\Q’)
A1998-2014 AL A

A A N

) e Produksi

Ribu barel/hari .
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Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2014, Energy Academy, Herlo-Watt University,
telah diolah kembali.

Dengan grafik tersebut terlihat bahwa produksi minyak terus mengalami
penurunan sementara konsumsi minyak terus naik. Jika hal ini tidak diatasi, maka
kesenjangan produksi dan konsumsi minyak bumi akan semakin membesar. Dengan

tingkat produksi 852 ribu barel per hari dan konsumsi produksi sekitar 1,6 juta barel per

N {;;(\ {)\{\

2 AL AL
16 pernyataan Susilo Siswoutomo, Komisau}ést Pertamina (Persero}j&&aﬁ mantan Wakil Mentefﬁ\\}’
ESDM, http:/lwww.cnnindonesia.com’fékonomi/2014113020272’6\335-14837/susiIo-siswout'&ﬁ'o-

birokrasi-75-persen-masalah-sektor-energi/ diakses 8 Januari 2015; pukul 23:53. 2
17 A N4} NS AN
Ibid. 't\\‘{‘ \,'\s‘x“ \,'\:t“
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hgrl maka saat ini saja\xkekurangan minyak bu(m per hari di Indonesia mencapai 789
Dibu. Kekurangan tel’s’ebut sebenarnya Ieblh Hesar lagi karena produksi yang tercantum

\\« tersebut adalark\p}oduky yang belun\\cﬁbagl hasil antara bagian negara dan bagian

Sy kontraktor. O~ v
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak, maka impor minyak
mentah dan BBM untuk Indonesia pun harus didatangkan dari 17 negara.'®
Dengan kebutuhan BBM yang terus meningkat, saat ini Indonesia menjadi
importir BBM terbesar kedua di dunia.® Bahkan menurut Laporan Wood
Mackenzie, Indonesia diperkirakan akan menjadi importir BBM terbesar di dunia
pada 2018 dan penyumbang defisit BBM terbesar di Asia Pasifik. Pada 2019,
selisih antara konsumsi dan produksi minyak diperkirakan akan mencapai 1 juta
barel per hari sehingga impor minyaksdipastikan bakal meningkat.” KebutuhaQ\
impor minyak mentah ini dlpe\hrakan akan terus (n\enlngkat seiring dqban
pertumbuhan jumlah penduduk yang terus menankat dan pertumbuhan ekonoml
di dalam negeri yang dlharapkan semakin membalk ::y
Di sampmg masalah produksi mlnyal( yang terus berkurang \Pemerlntah pusat
juga mengalami \masalah atas tuntutan 0@1 daerah untuk Dana Bagl Hasil (DBH) minyak
bumi yang kblh adil. Pemerintah PQsat dinilai tidak pernah adll dalam pembagian dana
perlmbangan dan DBH ke daerah penghasil migas, sehlngga mereka merasa kekayaannya
dlrampok dan masyarakat tldak merasakan kekayaan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat
.:d%fl persentase dana yang kembali ke daerah pénghasn tidak sebanding dengan dana

\<‘yang diserahkan ~¥é< Pemerintah Pusat. T@lenurut mereka, prosentase penerimaan

\\\&< pertambangan mmyak bumi yang dlba;ﬁkan dengan imbangan 84,5 persen untuk
. Pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah tidak mencerminkan adanya penggunaan
kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bahkan
mereka berani melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang

mengatur dana bagi hasil minyak bumi ke Mahkamah Konstitusi (MK).21

'8 purbo, op. cit., hal. 34.

¥ http:/ffinance.detik.com/read/2015/05/22/135236/2922125/1034/ri-importir-bbm-terbesar-no2-
dunia diakses 22 Mei 2015 pukul 21.00 WIB.

2 http://katadata.co.id/riset-analisis/2014/05/28/ancaman-krisis- mlnvak bagi-pemerintah-baru,
diakses pada diakses pada 15 Maret 2015 pukul 12,05.

2 Lihat misalnya berita \Kaltlm Merasa O Dlrampok Pusat,,\. 4
http://kaltimbkd.info/index.php?option=com.¢ontent&task=view&id=462& Itemid=105 Q¥
Perwakilan Masyarakat “Kaltim Uji .\ uU Perimbangan

http://www.hukumonline. com/berlta/bac\ajlt4e9eb6d1b44db/perwa?|Ian masyarakat- kaltlm—uﬁ -uu-
perimbangan DPD: DaeraQ’ “ Penghasil Mlgas\‘ “Minta PenambahaQ. “ DBH,
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\,i\ Berbagai masalqh tersebut menunjukan bahwa permasalahan sektor minyak

O'bumi di Indonesia sﬁﬂah serius. Hal ini n\?himbulkan pertanyaan mengenai bagaimana

peran negara dQLa\m mengurusi sektor{(ﬁ}lyak bumi, termasuk peran Pertamina selaku
National Oil ~Company (NOC). Tertmggalnya Pertamina dari Internal Oil Company
(10C), bahkan dari NOC seperti Petronas, perusahaan migas nasional milik Malaysia
yang dulu pernah belajar dari Pertamina,?? menjadi sumber Kritik dan aspirasi untuk
menghilangkan monopoli Pertamina agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. 23

Kritik terhadap monopoli Pertamina terutama datang pasca reformasi
ketika semua orang bebas berpendapat. Pasca reformasi pula Indonesia banyak
mendapat tekanan dari dunia internasional, terutama dari IMF dan Bank Dunia
untuk mereformasi sektor minyak bum| Pemerintah kemudian membuat UU
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Namun, sebaglan\x'
kalangan menilai UU Migas yang bam tersebut dianggap san\gat pro liberal. UU tersébut
ditentang oleh beberapa elemen masyarakat Berkali- kalr UU Migas diuji di MK karena
dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 33, dimana seharusnya sektor
migas dikuasai oleh nega)*a .z\ " :.\ “

MK meIaIUt Putusan Nomor OOZ/PUU 1/2003 tanggal 4 Januari 2005
membatalkan Iétentuan uu Mlgas y\wg menyerahkan harg\ot minyak Indonesia ke
mekanlsme pasar 2 MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012

tanggal 5 November 2012, yang membubarkan Badan Pelaksana Migas (BP

.M1gas) yang menangam pengelolaan m|g§s~ di sektor hulu Karena dianggap
‘bertentangan derlgziﬁ UUD 1945. PerQeﬁ)laan sektor hulu akhirnya diserahkan

sementara ke\\Kementerlan Energl\Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah
kemudian membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan
Gas (SKK Migas) yang menggantikan tugas Badan Pelaksana Migas (BP Migas).
Saat sidang uji materi UU Migas di MK, campur tangan Pemerintah di sektor
minyak bumi baik dalam regulasi maupun kelembagaan melalui NOC maupun
sejumlah lembaga lain, pun akhirnya menjadi perdebatan, terutama ketika

dikaitkan dengan peran Indonesia sebagai welfare state.

http://jakarta.sorotnews.com/berita/view/dpd- daerah penghasil-migas.2832 html diakses pada 17
Maret 2015, pukul 8.12. \
22 Donald | Hertizak, Pertamina: Indonesid’s State-Owned Oil Compahy, Rice University, 2007\ >
hal. 1 AN AN AN

2 pytusan MK Perkara Nomor 002/PUY-1/2003, hal. 115. 22 o

?* Putusan MK Perkara Nomor OOZ\/BUU—I/2003, hal.228. (,‘ ' (,"
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1.2 Identifika Wlasalah A%
X X R
\\\’ Berdasﬁ{kan paparan sebelumm(a dapat diketahui bahwa dalam sektor minyak

bumi, Indonesia memiliki masalah sebagal berikut.

a. kesenjangan antara produksi minyak bumi sebesar 852 ribu barel per hari dengan
konsumsi minyak bumi sebesar 1,6 juta barel per hari.

kenaikan dan penurunan harga minyak bumi menimbulkan masalah di Indonesia.

keputusan keluar dari OPEC diperdebatkan sejumlah kalangan.

e o o

tuntutan dana bagi hasil sektor minyak bumi yang lebih adil, dan

e. perdebatan seputar peran negara di sektor minyak bumi.

1.3 Perumusan Masalah RS > & .' R .'
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dl\atas maka peruml)san
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berlkuL \, ,;}'f'
a. Faktor-faktor apa saia‘yang dlpermasalahkan darl minyak bumi dl }ndone3|a’>
b. Bagaimana kebllak}m pengelolaan ml’rlyafk bumi di Indones!z{?s
C. Bagaiman&i{ﬁﬁlementasi Pasal ES}U“UD 1945 dalam i@kto"r minyak bumi di
Indonegjai pasca reformasi be{qasarkan analisis welf\a}rfe state?
& & &
1.4 1"u1uan Penelitian® >
\i Sesuai dengan\perumusan masalah\{maka tujuan penelitian ini adalah
\Q{ sebagal berikut. « N4 \Q{\(
>\.~\} a. Mengangtl\%ls faktor-faktor yan\E dipermasalahkan dari minyak bumi di
Indonesia.
b. Menjelaskan kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia pasca
reformasi.
c. Menganalisis implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi

di Indonesia pasca reformasi berdasarkan analisis welfare state.

15 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai mang@t sebagai berikut. \\ \\
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Qvi* Secara akademi§2\$e<gagai bahan studi.dan kajian strategis masalah minyak
Q bumi dengarlquﬁdekatan ilmu ketgéé%?an nasional yang sifatnya dinamis dan
N

NS N
\>§> kompre&e@f. §>
b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi lembaga
yang mengurusi sektor minyak bumi baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam pengambilan kebijakan di sektor minyak bumi.
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2.1.  State of The Arts and Novelty
2.1.1. Penelitian Terdahulu (State of The Arts)

Penelitian mengenai welfare state dan kebijakan pengelolaan minyak bumi
sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Di antara penelitian
tersebut, disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara
lain sebagai berikut.

Muhammad Nurul Huda, pada tahun 2011 melakukan penelitian mengenai
Penetrasi Kapitalisme dan Transforma3| Sosial di BOJonegoro Studi Kasus«{'
Proyek Migas Blok Cepu. Penelman dllakukan dengan\metode kualitatif. Da‘iam
penelitiannya, Huda menemukan bahwa korporasmnternasmnal dalam~ha| ini
ExxonMobil, menggunakan berbagal cara gun@ memuluskan kegiatan eskplora5|
dan eksploitasi mlgaé;?rmlal dari jalur b|§Q|s, Jalur diplomasi pp\llﬂ(, hingga jalur
organisasi masyarakat sipil. Kombinasi"agent-agent ini telah’ membentuk suatu
konfigurasi kek\uatan global (gIoba[ forces) yang spe3|f|k t\erkalt dengan bisnis di
sektor per‘tambangan di Indone3|a Dalam penelltlan ini, Huda hanya membahas
darl 8isi makro pengaruh kapltallsme terhadap pengambllan kebljakan di bidang

.....

‘dalam uuD 194§(untuk kemudian dltq(apkan secara teknis operasional migas di
Indonesia. >\> >\>

Ika Esti Kurniawati, pada tahun 2010 melakukan penelitian Mencari
Bentuk Ideal Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di
Indonesia. Kurniawati menggunakan metode penelitian secara kualitatif.
Menurutnya, pengaturan kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
saat ini telah mengakomidir amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan negara
serta memenuhi unsur yang ditentukan dalam UU Migas. Namun demikian,
Kurniawati tidak membahas kekurangan dari implementasi kontrak bagi hasil

migas selama ini, padahal kontrak ssmacam itu sudah dllakukan sejak lama, \,f
O

AN

PN

namun Indonesia tidak kunjung mqmpunyal kemandlrlan\dalam bidang energi<&
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\g Selanjutnya, Dtyan Wahyudi pada\tahun 2010 melakukan penelitian
~ Analisa Pengaruh Pénanaman Modal A\\\slhg Langsung (FDI) Pada Kegiatan Hulu

Minyak Bumm“erhadap Output Se{(mr Pertambangan dan Penggalian Regional
Provinsi (2002 -2008). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Wahyudi
menemukan bahwa FDI berpengaruh signifikan terhadap output sektor
pertambangan dan penggalian regional provinsi. Kontribusi FDI masih relatif
kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah. Selain FDI, tenaga kerja juga
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap output sektor pertambangan dan
penggalian. Dalam penelitian ini, Wahyudi tidak menjelaskan bagaimana efek
negatif investasi asing bagi sektor pertambangan Indonesia.

Marilang melakukan penelitian mengenai Ideologi Welfare State
Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang ‘Tambang Penellgar‘r
menggunakan metode kualltatlf “Hasil penelitian adalah bahwa Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 menurut Marllang memberi hak penguasaan kepada negara yang
diwakili oleh Pemerlntah untuk mengelola dan mengusahakan perekonomlan
nasional pada umu.mhya dan perekonomlah sektor pertambangan pada khususnya.
Hak penguasaan negara dimaksud dmormatlflsa5|kan dalam bentuk. mengadakan
kebijakan, melakukan pengaturan; pengurusan dan pengélolaan serta pengawasan,
khqsushyé terhadap barang:ba’réng tambang ygng'a’d‘a di dalam wilayah hukum

@e‘publik Indonesia. Qak penguasaan negara ‘terhadap barang-barang tambang

>harus diorientasikah’demi sebesar- besa{(’kemakmuran dan/atau kesejahteraan

seluruh rakyq( Penelltlan ini t@nya berdasar pendekatan hukum, tidak
menjelaskan tata kelola minyak buml dan tidak membahas perdebatan mengenai
welfare state.

Mohammad Tavip, pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang The
Dynamic Concept of Welfare State in Indonesian Constitution. Tavip
menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini welfare state di Indonesia
menunjukkan kondisi dinamis, dan masih dalam taraf pencarian bentuk yang
ideal. Kebijakan welfare state lebih tampak pada pemberian jaminan sosial, dan
belum diterapkan di bidang ekonomi karena masuknya agenda-globalisasi. Dalam
penelitiannya, Tavip hanya membatias secara makro dinamika welfare state >

& Al Universitas Indonesia
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menguasai hajat hléﬁb orang banyak, te\ré‘ﬁééuk di dalamnya migas.
N\
P

\
QO
S

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Metode Hasil
1 Muhammad | Penetrasi Kualitatif | Korporasi menggunakan berbagai cara
Nurul Huda | Kapitalisme  dan guna memuluskan kegiatan eskplorasi
Transformasi dan eksploitasi migas, mulai dari jalur
Sosial di bisnis, jalur diplomasi politik, hingga
Bojonegoro: Studi | jalur organisasi masyarakat sipil. )
Kasus Proyek \;"\ ..\S}" \:"\
Migas Blok Cepa{?\ . /\Q:\\ ) /\Q:\\ '
K2 K2) O
2 Ika Esti Menca’rilx»‘:?Bentuk Kualitatif Qen‘gaturan kerja sama kegafan usaha
Kurniawati Ideal Ke'rja Sama {:y“ hulu minyak dan gzg bumi saat ini
Kelglatan Usaha \» telah mengakomld# amanat UUD
At Hqu Minyak dan '..:;’a\ 1945 dalam hal\penguasaan negara
“Q\\ Gas Bumi gf{\“ serta meme{l\hl unsur yang ditentukan
3\’Z‘\ Indonesia 2\'2"\ dalarp@ Migas
2 X4 R
3 <} Diyan Analisa.¢ Pengaruh kuantitatif "Kgntribusi FDI terhadap output sektor
Q: : Wahyudi Pe\a%aman Modal anel) N AS "pertambangan dan penggalian regional
b 4<A\smg Langsung ({, provinsi masih relatif kecil, namun
'"3« (FDI) Pada, M&< sangat penting bagi kemajuan daerah
\S’ Kegiatan Hu@\ !
) Minyak Bani
Terhadap  Output
Sektor
Pertambangan dan
Penggalian
Regional Provinsi
(2002-2008)
4 Marilang Ideologi  Welfare | kualitatif | Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi
State Konstitusi:t \:i hak penguas{&r kepada negara untuk :’\(
Hak Mengu&@l\ i menga%kan kebijakan, melak%@n I
Negara :;:}‘\tas peng@mran pengurusan . -~ dan
o~ z:«,\" {;Q"
\\"\ i ’.\\”' i Uni\/.\Q?Ei:c‘as Indonesia
| Q'\:‘“;X “ '.\.\:\,:’.. “ Q\ 3
) @ @



R < R
N4 A N4 13
NS aF AR
\i Bg’{ang Tambang ; \s\ pengelolaan serta pengawasan,
*(‘ \<> khususnya terhadap barang-barang
\~$< ~$< tambang yang ada di dalam wilayah
WY N\Y
}’ \ hukum Republik Indonesia.
5 Mohammad | The Dynamic | kualitatif | welfare state di Indonesia
Tavip Concept of Welfare | dan menunjukkan kondisi dinamis, dan

State in Indonesian | deskriptif | masih dalam taraf pencarian bentuk
Constitution analitis yang ideal. Kebijakan welfare state
lebih tampak pada pemberian jaminan
sosial, dan belum diterapkan di bidang
ekonomi karena masuknya agenda
y globalisasi y
4 o d aF

Sumber: Olahan peneliti, 2015
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2.1.2. Keterbaruan Penellhan (Novelty) o N \

Berdasarkan penélltlan terdahulu, dapat diketahui bahwa\secara umum

tema dan pendekatan penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini

memiliki kesaﬁ*laan dengan penelltlén -penelitian sebelum\ya Namun memiliki

beberapap\rbedaan sebagai beqskut g

a.
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X
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X
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Penelltlan ini membahas ‘konsep welfare state beserta perdebatannya, dengan

menghadlrkan pan@angan pihak yang peran kontra welfare state.

Penelitian in \Jn‘%mbahas implemen \(aéﬂfvelfare state di beberapa negara.
Penelltla@\\m membahas secaka\komprehensﬁ mengenai implementasi Pasal
33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi berdasarkan analisis welfare state.
Penelitian ini menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu sekaligus
mulai dari politik, hukum tata negara, ekonomi, kebijakan publik dan
ketahanan nasional, dengan pendekatan dari aspek ideologi, geopolitik,
konstitusionalisme, pemikiran ekonomi, ekonomi politik, kontrak bagi hasil,
good corporate governance (GCG), dan ketahanan energi. Pendekatan multi
disipliner ini menjadi ciri khas dari penelitian di Sekolah Pasca Sarjana

Prorgam Studi Pengkajian Ketahanan Nasional. X
O

penelitian ini menggunakan rentahg waktu tahun 1998 ‘2014 \j\“‘
M.\ ....\ o
& & &
LE\.’ ™ PN
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2@2 Teori dan Pers@batan Welfare Stat&\
©2.2.1. Teori Welfare State \Z
< ¢

X
Gelomhang globalisasi yath menyebar ke seluruh penjuru dunia,

membawa serta ideologi liberalisme dan kapitalisme. Bila tinggal di kota besar,
maka akan dengan mudah anda jumpai waralaba-waralaba terkenal di dunia.
Hampir semua merek waralaba terkenal itu ada di Indonesia. Kita juga bisa
berganti ganti nomor telepon seluler dari berbagai provider, yang dulunya sangat
terbatas macamnya. Demikian pula kita punya banyak pilihan dari mana akan
membeli BBM, yang dulu hanya terbatas dari PT Pertamina (Persero). Semua
tidak lain karena pengaruh liberalisasi dan kapitalisme. Pasca liberalisasi,
proteksionisme ekonomi diminimalisasi’ atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Modal atau kapital yang dlmlll\kl md|V|du atau keIorhpok individu dak';\m
korporasi menjadi unsur terpenmng penggerak roda perekonomlan balk dalam
dimensi nasional maupun mternasmnal \ \
Praktik IlberaI@me dan kapltallsmq “rawan menuptakaQ “kesemangan
masyarakat, karena Ralangan eksklusif akah semakin kaya aklba‘t adanya proteksi
dari negara, sementara rakyat menjach tldak berdaya dan h‘tdup di bawah ambang
batas (di bawah garis kemlsklnan) Hal ini terjadi karéna rakyat tidak memiliki

kapltal yang cukup untuk mengubah na3|bnya Pekerjaannya sehari-hari hanya

&ukup menghasilkan ';@ng “untuk memenuh{&,kebutuhan hidup harian, dan tidak

'.’sempat memikirkafinvestasi. Berbeda halnya dengan orang kaya yang hanya

dengan dudul\\g‘l%rumah ia bisa n@\nérlma pemasukan dari perusahaan yang ia
pimpin, serta” darl deposito, saham, dan properti yang mereka miliki.

Pada negara yang berpaham liberalisme, kebebasan individu diakui,
namun individu bertanggung jawab atas kesejahteraan pribadinya.?® Pada negara
yang berpaham liberalis dan kapitalis, negara semata-mata bertindak sebagai
“penjaga malam” (nachtwachterstaat). Bagi sebagian kalangan, menyukai kondisi

ini karena mereka menjadi bebas berkreasi tanpa banyak campur tangan negara

% Marilang, (2012, Juni) “Ideologi Welfare State-Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang
Tambang,” dalam Jurnal Konstitusi, 9 (2), Jak\arta Sekretariat Jenderal«MK Republik IndoneS|a
hal 264.

% Ger McCoy & Rois’n Peddle, (2012); “Neoliberal policy and it§ influence on welfare |deolbgy
A source of sosial injustice” dalam Limerick Student Journal of Sﬁuology, University of Lll‘ﬁerlck
Department of Sociology 3 (2): 61 hi‘tp //www ul. |e/SOC|olog\y/socheolas/vol3/2
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..y?cn'g bersifat mengej{ahg. Namun pada..:\sis'i lain, kondisi ini menciptakan
’ .‘Q“kerawanan karer}a kéi’as bawah tidak m\e\n&é’pat perhatian yang cukup dari negara.
\\\ Peng:ﬂ@zﬁén buruk yang di\tq"ﬁjUkkan pada tipe negara negara “penjaga
) malam” memberi pencerahan kepada para pemikir dan konseptor kenegaraan
untuk berusaha keras mencari konsep-konsep negara yang dianggapnya lebih
sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dikehendaki rakyatnya. Dari pencarian
tersebut melahirkan dua ideologi; yakni sebagai berikut: Pertama, ideologi
sosialis. Kaum sosialis memandang bahwa upaya untuk menghilangkan
keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan oleh sistem negara yang
berideologi liberal kapitalistik hanya dengan jalan sosialisasi masyarakat sepenuh-
penuhnya. Kaum sosialis ini, utamanya yang beraliran 305|aI|s ilmiah yang
dipelopori Karl Marx secara radlka1~ mendasarkan panahgannya pada korE.ep
sosialisasi mutlak. Menurutnya, keburukan keburukan sosial yang dltlmbulkan
konsep negara berldeologl Ir‘beral individualistik berakar pada dlbenarkannya hak
milik perseorangan ata§ -alat-alat produksi dan ‘bersamaan dengan itu diberikan
kebebasan berusaha untuk mengejar Reuntungan prlbadl Kedua ideologi
campuran. Idelslogl ini berusaha mempertahankan tmgkat\ kebebasan pada titik
tertentu, ..;R@mun membenarkan™ perlunya negara“‘campur tangan dalam
penyelén'ggaraan kesejahteraan’ 'rakyat (umum). Délam perkembangannya, aliran
@l :memandang bahvy&négara tidak lagi bgguﬁgsi sebagai instrument kekuasaan
< semata (instrument*bf power) melainkan fulai dipandang sebagai tool pelayanan
O (an agency of\s\érwce) Dalam suag{ma alam pikiran semacam inilah timbul dan
"‘ berkembang™ gejala “welfare state” sebagai jawaban para pemikir kenegaraan
terhadap keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan konsep negara yang
berideologi liberal dan negara sosialis. %
Menurut Jimly Asshiddigie, doktrin welfare state muncul pada abad ke-
19.%° Hal ini dimulai ketika Sir William Beveridge, seorang anggota parlemen

Inggris, menyampaikan program sosial yakni: pemerataan pendapatan

2 Marilang, (2010, 29 Juni) “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang”,
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuah-Secara Aktual, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar,

hal. 11, sebagaimana dikutip oleh Marilang (2012) op. cit. A
%8 W. Riawan Tjandra, (2008), Hukum Adinistrasi Negara, Yogyakar‘ta Universitas Atma Jaya\
hal. 23. AN AN AN

2 Jimly Asshiddigie (2006), Perkembangan dan Konsollda5| Lembaga Negara Pasca Reforma5|

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kep’clmteraan MK, hal. 330 §,
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nsasyarakat kesejahte{gan sosnal sejak manysna lahir hingga meninggal dunia,

\gl?éh Pemerintah, dan usaha dalam bidang
pendidikan. Dalam Beveridge- repoﬁt\ terkandung konsep-konsep bantuan sosial
negara kesejahteraan, yang akhlrnya meluas dan diterima banyak negara,
termasuk Indonesia.*

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem welfare state adalah T.H.
Marshall. Marshall berargumen bahwa negara merupakan lembaga yang tepat
untuk turut memperjuangkan kesejahteraan warga negaranya.** Negara, dengan
seperangkat aparat dan sumber daya yang dimiliki, memiliki kelebihan
dibandingkan non-negara. Oleh karena itu, negara harus memanfaatkan
potensinya yang dimilikinya untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial
ekonomi. Dalam hal ini, campu< 'téﬁaan aparat nega{e‘ﬁ}\tsa digunakan un\tl..tkl‘\t
memulihkan ketidaksempurnaan pasar atau inefisi‘ensi pasar. Negara\ .q.
Pemerintah dapat membenkan subsidi maupun membuat kebijakan yang tujuan
akhirnya adalah memalgmurkan rakyat. 2\”? .\”?

Pendapat Iam menyatakan, ide das%\r welfare state beran}ak dari abad ke-
18 ketika Jerefy Bentham mempromo5|kan gagasan bahwe Pemerlntah memiliki
tanggung Jawab untuk menjamm the greatest happmess (atau welfare) of the
greatest number of their cmzens 2 Dengan demikidn, apablla golongan menengah

@ atas, ataupun peruge;haan yang sama-s.e:@g:'jlojmlahnya sedikit, dan mewakili
< sedikit kepentingankierlibat konflik dengeh rakyat yang mayoritas, maka sudah
selayaknya Pe(rkrmtah berpihak l@%da rakyat yang mayoritas. Tentu saja
keberplhakan Pemerintah dllakukan bila rakyat mayoritas dalam posisi benar.
Kenyataannya, saat negara (c.q. Pemerintah) dihadapkan dengan berbagai pihak
yang terlibat konflik, negara seringkali melakukan pemihakan kepada pihak yang
disukainya, bukan berdasarkan kepada kebenaran faktual. Ujung dari kebijakan ini

bisa jadi justru akan merugikan rakyat mayoritas.

%0 Marilang, (2012), op. cit, hal 268.
3! Edi Suharto, (2006, 25 Juli), Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran
apa yang bisa dipetik untuk membangun .ndonesia?, Makalah disampaikan pada Seminar, o
“Mengkaji Ulang Relevansi Welfare Statc\dan Terobosan melalui{Désentralisasi-Otonomi .di*~
Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Pral&rsa
Jakarta, bertempatdl Wisma MM Unlve}snas Gadjah Mada, Yogyﬁkarta hal. 5
%2 Edi Suharto, (2006), op. cit., haI 4 B B
w'\ o w'\ : s::’\ N
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\,i\ Selanjutnya, msi@urut Siswono Yudo Hqsodo welfare state dirintis oleh Prusia
’di bawah Otto von<13|smarck sejak 185&-an Mengutip Encyclopedia Americana

disebutkan bah\qa welfare state adalah \ia%rm of government in which the state assumes
responsibility for minimum standards of living for every person” (bentuk pemerintahan di
mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap
warga negaranya).33

Pada negara yang menerapkan konsep welfare state, peranan negara lebih
luas dari pada sekedar sebagai “penjaga malam”. Negara, menurut Utrecht,
bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan
sosial di segala bidang kemasyarakatan.>* Menurut Espring-Andersen, welfare state
mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi
perekonomian yang di dalamnya menqakr]p tanggung jawab (reéara untuk menjamin\\‘:
ketersediaan pelayanan kesejahteraam dasar dalam tlngkat\tertentu bagi warganya
Dalam paham welfare state~ negara memiliki temggung jawab 305|a[~ untuk
mengurusi nasib orang, rankln Oleh karena, u;u negara dituntut Ieblh berperan
aktif, termasuk dalam pembentukan Iembaga yang mengurusi kepentlngan rakyat.
Pemberian we\\rvenang yang besaerepada negara sestral dengan pendapat
Friedmann\bahwa negara memwk'i empat fungsi daIQm' bidang ekonomi, yaitu
sebagal prowder yang menjamln standar m|n|mum kehldupan sebagai regulator,
entrepreneur (melakukan usaha ekonoml) dan sebagal empire (pengawas)
entrepreneur me@bangun dan mengal\w'

Thoen,e}s mendefinisikan Welfje}e state sebagai

“a form of society characterised by a sistem of democratic government-
sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of
collective sosial care to its citizens, concurrently with the maintenance of a
capitalist sistem of production » 3

% Siswono Yudo Husodo, (2009), Menuju Welfare State, Jakarta: Baris Baru, hal. 65.

3 Utrecht, E., op. cit

% Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo (2006), Mimpi Negara Kesejahteraan
(Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, , hal. 9. A

% Harjono, (2008), Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta“Sekretarlat Jenderal daﬁ~ g

Kepaniteraan Mahkamah Konstitui, hal, 157. AN AN

¥ "Edi Suharto (2005), Analisis Kebn\akan Publik: Panduanf Praktis Mengkaji Masalah dan

Kebuakan Sosial, Bandung: Alfabeta “sebagaimana dlkutrp oleh Suharto (2006), op. crt hhl
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\,i\ Sementara irq:@enurut Gabriele Kolaler welfare state dapat didefinisikan
> sebagai A4 ‘<‘

guarantee\fng universal acce§s\to sosial services, making provisions for
access'to employment and-decent work, offering a set of sosial assistance
and sosial security provisions, as well as overseeing regulatory sistems to
safeguard the environment.®

Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M Friedman. Menurut
Friedman, kesadaran welfare state berasal dari tanggung jawab negara terhadap
kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi
pasar maupun terhadap perbankan, komunikasi dan transportasi. * Luasnya ruang
lingkup peran negara tersebut karena |mplementa3| konsep Welfare state bertujuan
mewujudkan kesejahteraan bagi War%ﬂegara dalam semua~bldang, bukan hanyas
bidang tertentu. "\\' “\\’ ”\\’

Ramesh Mishra menyatakan welfare stateadalah suatu tanggung"~'jawab
negara terhadap kesejahteraan warga negar@ yang meliputi |nterve05| ekonoml
pasar, kebijakan kete\nagakerjaan dan pela)(anan kesejahteraan so\s@ “0 Penekanan
Mishra dalam berbagal bidang tersebut menunjukkan negara tharus berperan aktif
demi terca;@mya kesejahteraan V\@rga negaranya. \"

Seianjutnya V|Ihelm Aubert menyatakan welfare state lebih dimaknai

sebagal kewajlban negara untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi

.....

berkembang ma(gém dan jenisnya, m‘gka peran negara pun sudah semestinya

berkembang\\WeIfare state berkartan dengan hak-hak warga negara dan

kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut.

2.2.2. Perdebatan Welfare State
Meski mendapat banyak sambutan positif, keberadaan welfare state
bukannya tanpa kritik. Jimly Ashiddigie, misalnya, menyatakan bahwa welfare

state menjadikan negara mengintervensi urusan masyarakat secara luas, sehingga

% Gabriele Kohler, (2014), “Is There an As1an Welfare State Model?” Berhn Friedrich-Ebert-
Stiftung, hal. 2.

&
¥Djauhari, (2006, Maret) “Kajian Teori Wel’ﬁare State dalam Perspektff Barat dan Islam,” Jurpa®*~
Hukum, XVI ( I), Fakultas Hukum Unlssma hal. 29. AN AN
“1pig, X 2 2
* Ibid., hal. 31. \ R\ R\
o > >
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nsenjadl mtervensmlet state Gelombang\mtervenm negara terus meningkat
\<‘< sampai pertengarl%nﬁbad ke-20. Dalam\é)‘éntuknya paling eksterm, banyak negara
S\
% mengadopsi |steolog| sosialisme Kang ekstrem, yaitu komunisme. Komunisme

>’ membenarkan intervensi ekstrim negara terhadap kehidupan pribadi masyarakat
dalam segala bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan
budaya. Kebijakan Pemerintah menjadi serba terpusat dan kaku, sementara
kebebasan masyarakat menjadi terbatas.

Terbatasnya kebebasan masyarakat terutama karena semua urusan
ditangani oleh birokrasi negara. Birokrasi welfare state pun pada akhirnya terus
berkembang sehingga menjadi sangat besar, lambat dan tidak efisien.*
Permasalahan birokrasi demikian selaio» membebani masyarakat ternyata juga
membebani Pemerintah. Dengan;‘ﬁf’at menyejahterikaﬁ\t warga negarar{ya,*‘\t
Pemerintah terpaksa mengeluarkan dana sangat besa,ro?untuk keperluan birgkrasi.
Pengeluaran Pemerintah ini’”\terkadang tidak diséguaikan dengan keﬁlé\lmpuan
anggaran yang dImI|IKﬁya sehingga pada Qkhlrnya justru menqubulkan defisit
besar-besaran sepertl i'pada kasus Jerman.. .;\

Dengan\kond|3| tersebut, m\a\ka menurut Friedrich Hayek mekanisme
pasar lebif-“efisien dan mampu:‘memberikan respons*terhadap keadaan yang
dialamit'oleh masyarakat.Iuas‘dibandingkan dengan ‘negara.43 Mekanisme pasar

Qamakln luas diterapkg@"di seluruh dunia, ba@an di negara yang dahulu menganut

< komunis. Bahkan i Republik Rakyat Tiongkok saat ini, kepemilikan negara

O terhadap aset\xp%duktlf mengalamk\p\enurunan tajam menjadi kurang dari 30
v persen. Kaum kapltalls pun telah dlakw sebagai pilar ketiga mereka.**

Gelombang kapitalisme dan liberalisme terus menyebar sehingga terlepas
dari baik atau buruk, suka atau tidak suka, gejala ini harus dihadapi.
Perkembangan tersebut semakin cepat karena didorong oleh masyarakat di
seluruh dunia yang aspirasinya semakin tidak bisa diakomodasi oleh negara

intervensionis model lama.

“? 1bid., hal. 330.

* Rustam Ibrahim, (2007, 29 Juli), Hubungan Demokrasi dan Bisnis Menurut Faham Neoliberal

dan Demokrasi Sosial, Jeneponto: Makalah distisun sebagai pengantar un(uk memulai pembahasan N4

modul “Bisnis dan Demokrasi” dalam SekOlah Demokrasi yang disélenggarakan oleh Yayasah™ >

Melania, hal. 7. AN AN AN

* Faisal Basri dalam pengantar A. Eﬁ“endy Choirie, (2003) Pr’Vatlsam Versus Neo- Sosa&hsme

Indonesia, Jakarta: LP3ES., hal. xiy z Az
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\g Konsep negaragmtervensmnls balk\welfare state maupun komunisme,
’pada mulanya rp(e?&pakan reaksi terrlgdép kelemahan paham liberalisme dan

kapitalisme se{ta hasil dari usaha Qe@yempurnaan terhadap peranan negara abad
ke-19. Pasca keruntuhan komunisme dan berkembangnya ideologi liberalisme-
kapitalisme dimana-mana, konsep welfare state pun mengalami perubahan.*®
Agar dapat mengikuti perkembangan zaman, welfare state dituntut untuk
mengikuti perkembangan zaman agar lebih efisien.

Sebagai reaksi terhadap negara intervensionis, berkembang pemikiran di
kalangan The New Right, bahwa intervensi negara dapat dikurangi melalui
mekanisme masyarakat itu sendiri dengan perubahan sistem hak milik. Misalnya,
prasarana lingkungan hidup seperti udara dipertegas statusnya sebagai milik
umum (hak milik umum). Pemakal s?arana lingkungan hldUp itu, seperti pemllrk~
kendaraan bermotor, pabrik, dgn sebagalnya dltuntqt\untuk bertanggung ;awab
dalam menggunakan udara: yar\lg merupakan milik'\i'i\mum tetapi digunak}a% untuk
pribadi. Biaya 503|al yang ditimbulkan, mlsalnya akibat pencgmaran udara,
dibebankan kepada pengguna hak mllik publik tersebut mlsalnya dengan
mengenakan pa;ak polusi. *° ‘\N R

Asplra3| demokratisasi dan”pengurangan peranan negara di semua bidang
kehldupan pun terus menguat di sebagian negara Dengan adanya tuntutan

'\modern sekarang seq@n -dituntut untuk berpaling kembali

>ke doktrin lama sepéfti dalam paham nachwivacterstaat abad ke-18 dengan prinsip

the best gove@%ent is the last goqg%ment Namun demikian, negara modern
sekarang tldak mungkin kembali ke masa lalu begitu saja. Dengan menghadapi
kondisi saat ini, maka yang bisa dilakukan adalah dengan mereformasi
kelembagaan dan birokrasi agar lebih efisien. *’

Pada abad modern dewasa ini, aktor kekuasaan yang berperan menentukan
dalam perkembangan masyarakat, bukan lagi merupakan monopoli negara. Di
samping negara, ada aktor lain yang juga berperan sama pentingnya, yaitu pasar

(market) dan masyarakat warga (civil society). Adanya ketiga ranah tersebut

42 N2 Al
82 3 ;)
N N\ N

* Asshiddigie, (1993), op. cit., hal. 234, "\ A \®
% Asshiddigie, (1993), op. cit, hal. 234-235. ) )
" Asshiddigie, (2006), op. cit., hal\331 -332. ,
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nsengharuskan adanyas{gembaglan peran di aniara ketlga sehingga tidak semua hal
«‘( dan urusan dapat \ga‘ﬁ ‘harus dimonopoli \?Féh negara.®®
\\{3 Kritik Qa‘in atas welfare sta{& muncul dari Organization for Economic
) Cooperation ‘and Development (OECD). Setelah sama-sama menghadapi tekanan
fundamental karena faktor ekonomi global, ketidakpuasan warga negara, dan
krisis fiskal, maka sebagian besar dari negara OECD sepakat melakukan tujuh
agenda sebagai berikut.
a. Unit-unit pemerintahan harus mendesentralisasikan kewenangan dan devolusi
pertanggungjawaban ke lapisan pemerintahan yang lebih rendah.
b. Semua pemerintahan perlu mengadakan evaluasi kembali mengenai:
1) apa yang yang harus dibiayai dan dilakukan sendiri oleh Pemerintah. '
2) Apa yang harus dibiayai \o'léh\"Pemerintah, narr{qn\"t\itdak perlu dilaku{g:tr”r‘\t
sendiri. o .,.,\ )
3) Apa yang tidak per]u dibayai sekallgus tldak perlu dllakukan oleh

7" v
7 ‘.’\ ‘,'\

Pemerintah. -~ N NG
c. Semua Pemerlﬁtah perlu memperkécn unit-unit pelayahan umum, dan
memprlvausa5|kan serta mengkorporatlsa3|kan keglatan yang sebelumnya
dltangam Pemerintah. ;,\‘ ;,\‘
d. Semua pemerlntahan dlanjurkan untuk mengembangkan kebijakan yang
xxm"'berblaya lebih m.u:@,h, sepertl kontrak qt&s{orcmg.
&'e. Semua pemen'f(ftahan berorientasi <kepada konsumen, termasuk dalam
\\\‘« mengemb@nﬁkan pelayanan uml{(r‘%engan kualitas yang pasti.
W f. Melakukan benchmarking dan penllalan Kinerja secara terukur.
9 Melakukan penyederhanaan regulasi dan mengurangi biaya-biaya yang tidak
efisien. *°
Keberadaan welfare state menurut Tom G. Palmer menyebabkan krisis
keuangan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi bergerak lamban, atau
bahkan negatif di seluruh dunia, serta menyebaban krisis utang sebagaimana yang

terjadi di Eropa, AS, dan negara lain. Jaminan sosial yang didengungkan dalam

oY o O

8 Jimly Asshiddigie, (2010, 14 Desembet),“Konstitusi Sosial danCEkonomi Serta Perspekfif~
Mengenai Tanggungjawab Sosial Perus\ahaan Seminar Na5|0naNntegra5| Program CSR\dan
Pengembangan Masyarakat, Jakarta. ..
* Jimly Asshiddigie, (2006), op. CIt, haI 333-334. (," (,"
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n\iagara welfare state,. menurut Palmer tldaKIeblh dari janji politik yang susah

\<‘< dlpenuhl JamlnaQE%S|al tersebut beraggl‘ﬁarl pajak, sehingga seolah mengambil
S\ N\

% pajak dari sesebrang untuk dlberlkan}kepada orang lain. Namun demikian, seiring

>’ berjalannya Waktu, tidak ada yang mau beban pajaknya terus diperbesar, sehingga
Pemerintah mengalami kesulitan dana. Program subsidi, pensiun, tunjangan
kesehatan dan sederet jaminan sosial lainnya pada akhirnya menyebabkan
Pemerintah mengalami krisis keuangan. Apalagi ditambah krisis pemilikan rumah
yang menyebabkan kredit macet.*

Pada akhirnya, berkembang aspirasi agar setiap orang bertanggung jawab
terhadap masalah yang dihadapi sendiri, atau yang disebut sebagai workfare
sebagai ganti welfare. Perkembangan inichukan tidak mungkin<akan menyebabkan
terjadinya perubahan fungsi negara,~§€f‘1ingga menjadi sepé‘f?i private state, yaitl}‘\t
negara yang mengallhkan sebaglan\besar kegiatan dan t)saha yang dikuasai setiama
ini ke pihak swasta.® " > o

Menurut AIaV| dan Shanin, besarnya peranan negara dalam masyarakat
menjadikan negara bertlndak seperti kolbnlal Negara kolonra1 memang ditata
untuk menguasal masyarakat Aparatvaparat represi negara\dan tata hukum yang
ada dibuat sedemikian rupa agar ‘masyarakat dapat didominasi. Negara nasional
yang datang kemudian mewar|3| perangkat negara ini dan ada kecenderungan
@Iam elit nasional ur@k menguasal negara\dalam kerangka melanjutkan sistem

<> pemerintahan yang femiliki karakter menguasal masyarakat (sipil).>?
\\\« Pengua@aan oleh elit na3|ona\l\y\ang demikian, menjadi penyimpangan dari
v tujuan semula yaitu untuk mewuludkan kemakmuran rakyat. Hal ini pula yang
menjadi sumber kritik ekonom klasik atau penganut ekonomi liberal yang tidak
menyukai campur tangan negara seperti pada masa merkantilis. Campur tangan
negara pada masa merkantilis ternyata dimanfaatkan oleh pejabat untuk

mendapatkan manfaat pribadi dan menguntungkan kelompok tertentu. Menyikapi

% Tom G. Palmer, (2012), After the Welfare State, Washington: Atlas Economic Research
Foundation, hal. 1-11.

5! Asshiddigie, (1993), op. cit., hal. 238. ’ ¢
52 Alavi, Hamzah and T. Shanin (ed.). (1982) Introduction to the &ocmlogy of Developing, N
Societies, London, McMillan, sebagaimana dikutip oleh Siti Aminah,{2011), Negara, Pasar, dat"~
Masyarakat: Sebuah Studi Sosio-Ekonomixdan Budaya Pembangunéﬂ BRT-Transjakarta, Disertasi
pada Departemen Sosiologi Fakultas Hfhu SOsial dan limu Polmk Universitas Indone3|a De})ok
hal. 24, D . D
‘.‘t’\. » % ~~;’\ "
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hgl ini, maka pengam@t “ekonomi liberal tnglak mempercayai adanya niat baik
A negara, dan Justrg\ rﬁengharapkan peran Qégara seminimal mungkin.

\\\ Marx\\mesklpun tidak me\nyukal ekonomi liberal, ternyata juga tidak
) menyukai peran negara yang terlalu dominan dalam perekonomian. Dalam
pandangan Marxian, negara merupakan alat dari politik bekerjanya sistem
kapitalisme yang memiliki sifat responsif terhadap perkembangan kekuatan
ekonomi.>® Negara dalam relasinya dengan pasar dipahami oleh Marx tidak jauh
bedanya dengan pasar, yaitu sebagai instumen kelas yang berkuasa untuk
mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas (pekerja). Negara adalah
organ bagi dominasi kelas atas kelas lainnya, yang memiliki tujuan untuk
penciptaan keteraturan yang di dalamnya melegalisasi dan melanggengkan
penindasan. Negara dan pasar sama- sama alat legitimasi para pemlllk modal. , & >

Besarnya peran negara dalam kehidupan masyarakat dlkhawatlrkannakan
mengarah kepada negara\ fotallter Berdasarkan pemikiran CarI\Schmltt
perkembangan dari neg“ara liberal menjadi negara totaliter dapat menempuh dua
cara. Pertama, negar\a mencampuri seluruh\aspek kehidupan sos\al tanpa pandang
bulu. Tipe ini flinamakan negara total dalam pengertian kuantltatlf murni. Kedua,
negara yang" secara sistematik mengekspI0|taS| seluruf” kemungkinan teknologi

untuk memperkuat kekuasaan yang d|m|I|k|nya. Tlpe ini disebut negara total
f54 N
<& Tipe negaraﬁotallter bisa juga dlpahaml dari teori kontrak sosial menurut

@Iam pengertian kualkatl

O Thomas HonQs Setelah melakul\eknxontrak sosial, maka masyarakat harus

W tunduk pada perlntah sang penguasa Bagi Hobbes, keabsolutan penguasa untuk

mengatur masyarakatnya dengan keras menjadi solusi atas stabilitas untuk menuju

perdamaian.Keabsolutan penguasa demikian juga bisa ditujukan untuk hal-hal

baik, yaitu mengatur perekonomian agar berjalan dengan adil sehingga mampu
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di tengah maraknya kritik terhadap welfare state, pendukung welfare state

juga masih banyak. Menurut Adipranata, negara tidak boleh membiarkan

< aA$ aAS
O £ )\ £\

5% Aminah, op cit., hal. 18. O N O
Aidul Fitriciada Azhari. (2005). Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembentukan
Sistem Ketatanegaraan Demokrasi ata*Otokrasi, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarté hal. 168-169. §,
‘.‘t'\, - s:"\. N s.’:’\ g
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p@rekonomlan berjalaa tanpa kendali. N@gara harus diberi mandat untuk
&{Y melakukan mterv\gn‘él proaktif, sehlngg\{t‘iﬁak hanya menunggu dan hanya reaktif
\\\3 jika ada tanda\\perkembangan ekonmfnl yang didikte pasar dengan mengabaikan
kepentingan umum. Negara harus bertindak jika ada kecenderungan pemusatan

kesempatan dan kekayaan pada segelintir pihak.>

Pemusatan kesempatan dan kekayaan demikian menjadi sumber Kritik
penganut sosialis. Marx misalnya mengejek penganut ekonomi liberal sebagai
kaum kapitalis karena mengandalkan pemusatan kekayaan (kapital). Penganut
ekonomi sosialis memandang tidak mungkin mekanisme pasar dapat berlaku
sempurna dan mencptakan keseimbangan sendiri dengan adanya the invisible
hand. Peran the invisible hand oleh Sri:Edi Swasono malah dikritik akan menjadi

the dirty hand. Bila hal itu terjadi, {p&?‘(g justru negara dir{qrﬁg\lt(an campur tangan O
Menurut Swasono, campr tangan negara dipe‘rlukan dalam perenganaan
ekonomi serta perencanaanisfstem dan mekanisﬁde’\ operasional. Hal iﬁi‘\karena
mekanisme pasar bebz@ “tidak dengan sendlpnya menjamin terbeqtﬁknya sistem
ekonomi atau orde\ekonoml yang dlkeh‘endakl Campur tang\an negara dapat
mengatasi kebutuhan untuk perombakan kelembagaan ekomml secara struktural,
terpenuhinya” kebutuhan dasar hasyarakat, dan bukah kebutuhan elitis yang

dlpacu oleh pasar dengan motif keuntungan sebagal Yawan dari motif sosial.®®

\;\ Menurut Magnar dkk, dalami paham welfare state, turut
\{’campur/berperannys( negara dalam akt{vltas perekonomian bertujuan untuk

O mencapai ken@z}nuran rakyat. Pera@n%tersebut pada prinsipnya digunakan untuk
W memenuhi kebutuhan dasar darr masyarakat banyak (basic needs) seperti
pendidikan, kesehatan dan barang publik lainnya (public goods) yang pada
akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. >’

Pentingnya peran negara dalam perekonomian sebenarnya sudah menjadi
pemikiran sejak zaman pra klasik. Plato misalnya, berharap semua masyarakat
tunduk di bawah perintah pemimpin yang adil (filusuf). Pemimpin akan berbuat

sedemikian rupa untuk menyejahterakan rakyatnya. Pemimpin dan aparat

% Daniel Adipranata, (2012, 19 Juni), Konstltu§1 dan Peluang Negara Kegejahteraan Kompas. N
% Sri Edi Swasono, (1988, 13 Juli), Demokrési-Ekonomi: Komitmen dah Pembangunan Indonesia,"~
Pidato Pengukuhan Guru Besar IImu Ek(hQOml pada Fakultas Ekonbrm Universitas Indoneaa‘hal
26. X X \
*" Magnar dkk., op. cit., hal. 113. s\ R ?' R ?’
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dﬁharapkan Plato tld@k mem|I|k| kepent;ngan pribadi agar tidak terjadi

D kesewenang-wen n. %
X wenang-w \m"

X
Menurt{t Suharto di negara—ﬂegara Barat, welfare state sering dipandang

sebagai strategl ‘penawar racun’ kapltahsme, yakni dampak negatif ekonomi
pasar bebas. Oleh karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari
kapitalisme baik hati (compassionate capitalism).>®

Adanya istilah “kapitalisme baik hati” tidak lepas dari adanya sikap anti
terhadap kapitalisme di sebagian kalangan. Penentang kapitalisme biasanya
sekaligus penentang globalisasi, karena arus globalisasi diyakini menyuburkan
kapitalisme. Mereka yangmenentang hal-hal tersebut bukan semata dari kalangan
marginal yang tidak sempat menlkmatl kekayaan, tetapl juga dari kalangan
profesional dan intelektual yang mel“ﬁat ada ketidakadilan ﬂalam arus globallsasi~ >

AN AN
dan perkembangan kapitalisme, ¢ o o

Perkembangan ekono‘iﬁi global memiliki i:j'riﬁ\likasi terhadap welﬁéf\e' state.
Globalisasi telah mg“mbata5| kapasitas - ﬁégara bangsa dalaq”{'“"melakukan
perlindungan 305|al\ Dalam konteks globallsa5| neollberallsme menjadi arus
utama kebijakan polltlk dan ekonomfy menampakkan wajah\organlsam kapitalistik
yang mereduksi kekuatan masyarakat sipil melalui“ strategi dan teknologi

kekuasaa'ri, termasuk pendayagu’naan hukum sebagai‘rhedia kontrol.>®

\;\ Pendukung wgn\ifafé state menyaq;qxjj’bahwa dengan berkembangnya

"’globalisasi yang niengagungkan mekanisérﬁe ekonomi pasar, maka pelaksanaan

X
welfare state a\t@‘s nama konstitusi m@% harus menghadapi “pengadilan” fiskal.®®

Segala program Pemerintah pada akhlrnya sekedar ditimbang dari sisi anggaran,
apakah baik atau buruk bagi pemasukan dan pengeluaran Pemerintah, dan
menomorduakan kepentingan masyarakat. Alih-alih membantu masyarakat miskin
untuk pemberian jaminan sosial, Pemerintah terkadang lebih memilih
menanggung utang-utang pengusaha swasta besar, memotong pajak mereka, dan
memberikan berbagai bantuan atas nama stimulus fiskal.

Dengan berkembangnya welfare state, maka penganut neoliberalisme

menjadi khawatir anggaran negara akan. keluar sangat besar.untuk kepentingan

42 N2 Al
O\ O\ ¢
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%8 Suharto (2005), op. cit. N\ A A\
5 Edi Suharto, (2006), op. cit., hal. 8.5 N ) )
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t{lahtropi sehingga dikQa\)vatirkan negara melgp’akan kepentingan mereka. Kondisi

"% demlklan menquﬂ%an welfare state ‘6erada pada sisi diametral dengan

N\ R\
neollberallsme\\ ‘Pada welfare staté, beban pembangunan social order dan

economic order ada pada negara. Berbeda halnya dengan neoliberalisme, beban
pembentukan tata sosial dan tata ekonomi diberikan pada mekanisme pasar.

Neoliberalisme sendiri merupakan penyempurnaan ideologi neoliberal,
yang sedikit lunak terhadap peran negara. Namun demikian, neoliberal tetap
mengusung agenda utama mereka, utamanya deregulasi, debirokratisasi, dan
privatisasi yang mengharapkan peran negara minimal.

Akibat menguatnya ideologi neoliberal adalah munculnya kritik terhadap
sistem welfare state yang dipandang tidak tepat lagi .diterapkan sebagai
pendekatan dalam pembangunan \sua{ﬁ negara. BahkaQ,.‘Bgrkembang angga\pgr?\t
yang menyatakan bahwa Welfa(e state telah mati (vy@ifare state has gonec away
and died). Namun hal ini di‘bz’;ntah oleh Suhartoy kei\rena sistem ini masih‘\berdiri
kokoh di negara- negarq Skandlnawa Eropa Barat AS, Australla Séiandia Baru
dan di banyak negar‘a lainnya. Menurutnyé sistem welfare state memang sedang
mengalami refOrmuIaS| dan penyesua1an sejalan dengan tuntutan perubahan, tetapi
salah besar” jika menganggap “bahwa welfare state telah memenuhi akhir
sejarahnya ' '

;”‘ "~ Selain pendapa\dua kubu yang bertqltangan mengenai welfare state dan
keduanya. Mlsg]ﬁya pendapat T.H Wr}hall Marshall melihat sistem welfare state
sebagai kompensa5| yang harus dlbayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk
menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan
sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak
warga negara dalam merespon konsekuensi konsekuensi kapitalisme. ®* Dengan
argumentasi demikian, Marshall menekankan implementasi welfare state untuk
kemakmuran rakyat, menjadi sesuatu yang seharusnya diterima masyarakat, dan
bukan hanya karena belas kasihan negara terhadap masyarakat yang kurang

beruntung.

'?2 A&l N
O O O
N N N

%1 Suharto, (2006),0p. cit, hal. 9. N\ \' A\

%2 Harris John (1999), “State Social Work and Sosial Cltlzenshlp in Britain: From Clientélism to
Consumerism” dalam The British Joﬁrnal of Social Work, Vok 29 No.6, hal. 915-937 (,‘
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\g Sementara itu, {brahlm melihat bahwg welfare state merupakan reformasi
/ terhadap kapltallsrﬁﬁe untuk menghllangR‘an ketidakadilan yang ditimbulkannya

dan berupaya{neWUJudkan 503|allsme meIaIU| cara-cara demokratis dan evolusi.
Oleh karena |tu, menurutnya Welfare state berbeda dengan sosialisme marxist
yang bermaksud menggantikan sistem kapitalisme dengan sosialisme secara
menyeluruh melalui cara-cara yang revolusioner. Dengan kata lain, welfare state
berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan Marxisme. Berbeda dengan
Marxisme, welfare state mengakui dan menerapkan adanya ekonomi pasar, tetapi
di pihak lain terdapat kepercayaan bahwa demokrasi mampu menyelesaikan
persoalan-persoalan yang muncul dari kapitalisme yang tidak dikendalikan.
Kapitalisme dapat tetap dipertahankanwdengan melakukan perbaikan-perbaikan.
Misalnya dengan mengambil alih p\erﬁéﬁhaan-perusahaan\ bésar menjadi perusahar{\.
milik negara (BUMN), dlselenggarakannya programs program sosial oleh negara
seperti dalam bidang pendldlkan kesehatan, SISt’em jaminan sosial lamnya dan
redistribusi kekayaan dengan mengenakan pa]ak yang tinggi atau pajak yang
progresif terhadap dl)nla usaha. ® o $ : .\

Kedudukan welfare state yang berada di tengah\antara marxisme dan
kapitalisme;‘sejalan dengan teoriJalan Ketiga (The Third Way) yang digagas oleh
Anthon’y'Giddens pada qkhir’désawarsa 1980-§n, Jalan Ketiga tetap menempuh

j@lan kapitalisme se&e,[ti ekonomi camp%a,h, di mana negara-negara tetap

>memberikan bebersipé pelayanan dasar akan tetapi juga melakukan beberapa

privatisasi daQ\mengurangl reguIaQ\terhadap dunia usaha. Peran negara yang
besar bergurra untuk mengendallkan kerakusan para kapitalis, tetapi tidak boleh
sedemikian besar sehingga melumpuhkan minat investor. Industrialisme perlu
untuk mentransformasi, tetapi harus dilakukan sedemikan rupa dengan
memperhatikan faktor risiko yang ditimbulkannya. Aliran jalan ketiga ini disebut
juga dengan “kiri-tengah.” o4

Perdebatan mengenai welfare state yang pada dasarnya berisi seputar
perdebatan peran negara dalam perekonomian, sebenarnya bukan perdebatan baru.
Peran negara sendiri selalu menjadi isu.kontroversi yang mepimbulkan pro dan
kontra sejak dahulu kala di kalangan€konom, mulai dari zaman pra klasik, klasik;>
AN AN AN

%% |brahim, op. cit., hal. 5. ) 22 )

* Ibid., hal. 7. R & &
N > D
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n\eo kla5|k dan monfn Perdebatan terseQutlah yang akhirnya menimbulkan
%éﬁonoml seperti Ilpg?él sosialis, komunis, neoliberal dan
N\

berbagai varlaﬁnya Y,

Berdasarkan perdebatan me"\h(::;enai welfare state, diketahui bahwa welfare
state memiliki sisi positif dan negatif. Namun demikian, peneliti memandang
bahwa sisi positif welfare state lebih banyak dari sisi negatifnya, dan lebih baik
dari ekonomi pasar. Hal ini karena tujuan welfare state adalah kemakmuran rakyat
secara luas, sementara tujuan ekonomi pasar adalah kemakmuran individual. Jika
tujuan awalnya saja berbeda, maka langkah berikutnya dari kedua aliran ini akan
berbeda. Pada ekonomi pasar, pihak yang memiliki keunggulan akan
memenangkan persaingan dan mendapatkan segalanya, sementara yang kalah
akan tersingkir. Sebaliknya, pada Wélfare state, ada pefan negara mellndungi~
pihak-pihak yang lemah. Negara pulalah yang bertug‘as mengoreksi mekqmsme
pasar yang berjalan tidak s’ér’;lpurna dengan sepéi*éingkat regulasi dan&b';rokrasi
yang dimiliknya. Penq’apan welfare state Ql Andonesia juga sua(u “keniscayaan
karena Indonesia meTnlllkl Pasal 33 UUD ‘1945 yang semangatn?a adalah welfare
state. Penylmpangan dari welfare st&te baik secara dlarmdlam maupun terang-
terangan,..pada hakikatnya adal‘ah pelanggaran terhadap UUD 1945 vyang
merupakan hukum tertlnggl yang harus dllaksanakan oleh semua pihak.

;”‘ ~ Namun demlk\n, menglngat Indon@a adalah bagian dari dunia global
globalisasi |n|\\D¥ngan segala ketert@%sannya karena tidak bisa melawan, maka
Indonesia perlu menyiasati ataupun menunggangi globalisasi ini agar tidak
merugikan kepentingan warga negara. Niat utama tetaplah harus melaksanakan
konsep welfare state, namun pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang

bijak sesuai kondisi di masyarakat.

2.3. Implementasi Welfare State di Beberapa Negara
Peran aktif negara dalam bidang perekonomian yang merupakan ciri
penting dari welfare state, ternyata banyak dicantumkan dalam konstitusi berbagai
negara. Dengan menempatkannya sels’ré‘@éi norma-norma ke’ﬁ%ﬁtusi, maka konsep:\t’
welfare state mempunyai kedu@qk(\ih yang dapat mem’&lbs'a untuk dipakai ;epa}gai
N e A
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s{andar rujukan dalam. Qemua kebijakan ekoncgm| s Pada awalnya, konstitusi yang
% mengatur campu%t‘éngan negara dalam{tﬁdang perekonomian hanya ditemui di
negara-negargwng mengikuti tradl\s§s05|allsme-komunlsme di Eropa Timur yang
dipelopori oleh Uni Soviet melalui Konstitusi Tahun 1918. Dengan demikian,
gagasan welfare state yang dimasukkan dalam Kkonstitusi semula hanya
berkembang terbatas di lingkungan negara-negara yang menganut aliran
sosialisme-komunisme tersebut.®
Tiongkok sebagai negara komunis sangat tegas mengatur pemberian
jaminan sosial bagi warga negaranya. Dalam konstitusinya, Tiongkok antara lain
mengatur:

Article 45 Social Security
(1) Citizens of the People’s Républlc of China have\the rlght to materlaL\
assistance from the .state and society thn they are old, ill for
disabled. The state«develops the social insurance, social relief;»and
medical and health services that are, réquwed to enable CJtYens to
enjoy this rlght
(2) The state aqﬁ society ensure the l{vellhood of disabled qﬁembers of the
armed farces, provide pensions-for the families of.martyrs, and give
preferentlal treatment to thafamllles of military personnel
(3) Thédstate and society helpmake arrangements for the work, livelihood
\and education of the. l{lmd, deafmutes and gt\her handicapped citizens.

% 'Tlongkok serius dalam memberlkan Jamman 505|al Jaminan sosial dimulai
.:p‘ada pertengahan 1980\an Pada akhir 1990- an\Tlongkok mulai melakukan reformasi
“kesejahteraan SOQ@I dengan membenK%n asuransi bagi pengangguran, asuransi
kesehatan daq\})ersalman asuransk‘inasa tua/cacat/pertahanan hidup, dan asuransi
untuk biaya hidup keluarga. Tiongkok juga memberikan tunjangan atas kecelakaan

kerja, yang preminya dibayar oleh pemberi kerja.®® Pekerja di Tiongkok mendapatkan

% Konsep Welfare state berisi hal-hal terkait perekeonomian di sebuah negara. Konstitusi yang
mengatur masalah perekonomian menurut Jimly Asshiddigie disebut konstitusi ekonomi. Lihat
Jimly Ashiddigie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
66 http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi
% Yang, Yinan, John B. Wilimason, and Ce Shen. (2009). “Social Security for China’s Rural
Aged: A Proposal Based on a Universal Nog-Contributory Pension. ”Qnternaﬂonal Journal of\
Social Welfare. Lihat juga misalnya Andrew.Watson, (2009), “Social.Séctrity for China’s Migrant* -
Workers — Providing for Old Age” dalarhJournal of Current Chinése Affairs (4) hal. 85-115 “\"
% USA Social Security Administration, (2015), Social Secu'ﬁty Programs Throughot?t the
World:Asia and the Pacific, 2014 W?:Ishlngton DC, hal. 17 B
d > d
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&Gnsmn dari pajak yagg mereka bayar, batk berdasarkan masa kerja maupun

< berdasarkan tingkat ‘[{enghasnan mereka. %9 0

X
\\\‘:\ Ekonomj\l'longkok dlkuasa;\\langsung oleh negara. Dalam konstitusinya,

antara lain dlsebutkan

Article 7 State Economy

The state economy is the sector of socialist economy under ownership by
the whole people; it is the leading force in the national economy. The state
ensures the consolidation and growth of the state economy.

Article 9 Resources

(1) Mineral resources, waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed
land, beaches, and other natural resources are owned by the state, that
is, by the whole people, with the exception of the forests, mountains,
grassland, unreclaimed land, and beaches that are owned by collectives -
in accordance with the Iaw A .~< ) '

(2) The state ensures the atlonal use of natura\ Fesources and protects
rare animals and plants. The appropriation or damage of natural
resources by any. orgamzatlon or mdw}dual by Whatever means is
prohibited. :

M (¥ L ¥

A o\ A\
Dalam sektor minyak bumi, p‘e’r\an Pemerintah Tior}akok antara lain

dengan menet\akan harga mlnyak\dalam negeri berdas\arkan rata-rata harga
mlnyak lnternasmnal perbulan Namun demikian, harga BBM di SPBU Tiongkok
jarang ‘mencerminkan harga d pasar sebenarnya karena NOC mereka yaitu
_PetroChina dan SmoEwberperan aktif dengan mengatur margin mereka.”* Untuk
‘{:mendukung N?\Q\ﬁya dalam mendeg?ﬂ%én kontrak di luar negeri, Tiongkok
N melakukan p\ei]dekatan secara dip\@mtik, dan tidak segan memberi pinjaman

kepada negara tempat minyak bumi tersebut berada.”

Sementara itu, di negara-negara kapitalis-liberal yang menganut dan
mendukung sistem dan praktik ekonomi pasar bebas (free market economy),
umumnya tidak mencantumkan pengaturan tentang sistem dan prinsip-prinsip
dasar perekonomian di dalam Kkonstitusinya. Negara-negara kapitalis-liberal

meyakini bahwa negara tidak perlu terlalu mengatur dan terlibat dalam kehidupan

%9 USA Social Security Administration, (2015) op. cit, hal. 20.

"*China Constitution . N

I Angie Austin, (2005 ), Energy and Power\ln China: Domestic Regu}atlon and Foreign Pollcy\ g

The Foreign Policy Centre: London, hal." " AN AN

"2 Crane, Keith et. Al, (2009), Importéd Oil and US National é%murlty, Santa Monica; RﬁND

Corporation., hal. 38. K A .
.'\’ ..\' .'\’
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%rekonomlan apalag{« jlka pengaturan Itbk dltuangkan dalam bentuk hukum

"% setlngkat undang \yﬁ@ang dasar atau korgét’ﬁum

AS memadl contoh negara )@ng menganut rezim kesejahteraan liberal.”
Meskipun konstitusi AS tidak mencantumkan campur tangan negara dalam
perekonomian, AS memberikan asuransi bagi pengangguran, asuransi kesehatan
dan persalinan., asuransi masa tua/cacat/pertahanan hidup, dan asuransi untuk biaya
hidup keluarga.AS juga memberikan tunjangan atas kecelakaan kerja, yang preminya
dibayar oleh pemberi kerja.”

Namun menurut Suharto, AS menghapuskan tunjangan sosial jangka
panjang, dan pelayanan sosial kategori ‘underclass’. Di AS tidak ada sistem
kesejahteraan yang seragam. Federallsme mengharuskan banyak fungsi penting
Pemerintah di bidang bantuan sosnal‘ perawatan sosml,xdan berbagai skema” Y
kesehatan dikelola oleh Pemeripﬁah negara-negara bagian. Bahkan Minnesqtahan
Hawaii memiliki sistem kesahatan negara bagian te'rgéndiri. Dibandingkah‘\d'engan
negara-negara maju Iamnya Pemerintah Pusat di AS memiliki pEranan yang
relatif terbatas dalam bidang kesejahteraan ® Selain AS, negara lain yang
menerapkan deeI rezim kesejahteraan I|beral antara lain {hggrls Selandia Baru,
dan Austra! ia.

- -

’Seiring berkembangnya’ masalah di bidang 'peiekonomian banyak negara

.....

"~‘tanpa regulasi dan campur tangan Pemerlkgah HaI ini dilakukan semata-mata agar

dinamika pasa@féak merugikan kepe\n‘ﬁ%gan rakyat banyak yang harus dilindungi

\
oleh negara- Peran dan mtervenSI negara ke dalam mekanisme pasar terus

7 http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi
™ Berdasarkan peran negara dalam welfare state, Gosta Esping-Andersen, sebagaimana dikutip
oleh |1 Gede Dewa Palguna membagi negara kesejahteraan sebagai berikut. (1) Negara
kesejahteraan dengan rezim liberal (liberal regimes) atau disebut juga Anglo-Saxon welfare states,
atau disebut juga residual welfare state. (2) Negara kesejahteraan dengan rezim sosial-demokratik
(sosial democratic regimes), disebut juga universal welfare states atau Scandinavian welfare
states, karena dianut oleh negara-negara Skandinavia, yakni Swedia, Norwegia, Denmark. (3)
Negara kesejahteraan dengan rezim konservatif (conservative regimes), meliputi negara-negara di
Eropa Daratan, seperti Jerman, Perancis, Italia, Belanda, dan Spanyol. Lihat,] Dewa Gede (2008),
MK, Judicial Review, dan Welfare State, Jakarta Sekretariat Jenderal da@ Kepaniteraan MK, hal.
191-193. N
> USA Social Security Administration, (2014) Social Security Pr0(j1=am5 Throughout the WorN
The Americas, 2013,Washington DC, hal 18.
’® Suharto (2006), op. cit., hal. 7 8" .'?' .'?’
”". '\ o w'\ : s::’\ N
RN K23 Universitas Indonesia
QAN R N\

R

A
A



.‘\l : o ',\: : 32

ngenmgkat dari waktu\ike waktu Contoh ng{ata adalah tindakan AS melakukan
“ \«‘( bail-out untuk mgg@%ta& masalah perelggﬁ%mlan
\\\: Mesklpbm konstitusi AS tlda}Q{ﬂencantumkan campur tangan negara dalam
) perekonomlan, namun Pemerintah AS berperan aktif dalam sektor minyak bumi,
antara lain dengan melakukan proteksi atas nama kepentingan nasional. Misalnya,
Pemerintah AS vyang didukung oleh parlemennya membiarkan Chevron
melakukan pemblokiran atas rencana akuisisi oleh CNOOC (perusahaan asal
Tiongkok) terhadap UNOCAI (perusahaan minyak dari AS).”’

Dari contoh kedua negara yang berada pada titik ekstrim tersebut (AS
sebagai kapitalis —liberal dan Tiongok sebagai negara komunis) diketahui bahwa
peran kedua negara tersebut sama-samachesar dalam sektor minyak bumi karena
sektor tersebut menyangkut kepentin%j\én nasional masing~ﬁ?ésing negara. Kedué‘\'t
negara yang sama-sama |mporm minyak bumi (terbesar pertama dan kedua)
sama-sama berkepentmganvntuk memprotek5| dan memajukan sektor mlnyak
bumi demi keamanan “suplal minyak bumi, @i masing-masing nggara Sebagai
sumber daya alam y%mg tidak dapat dlperBarw minyak buml méndapat perhatian
Khusus dari kedua negara. Bahkan AS memiliki cadangam mmyak bumi khusus
yang tldak ‘akan digunakan kecuah saat benar-benar terj‘adl keadaan darurat.

Kebuakan di sektor mlnyak bumi pada akhlrnya tetap mengharuskan
Qmpur tangan negara i;anpa memandang baqalmana konsep ekonomi yang dianut

< negara, apakah |Ibe|?&| sosial maupun komunls Hal ini karena sifat minyak bumi

\\‘« yang penting l@g\r negara dan mengt@s‘él hajat hidup orang banyak.
\« \ b \ b

2 & &
} N'& NV
\. \. \.
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" Abdul Nasir, (2014). Sejarah Sis@?ﬁfFiskaI Migas Indones'{egI}Jékarta: Grasindo., haI.\l;l%.’
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3.1. Desain“PeneIitian

Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai semangat welfare state harus dijelaskan
secara deskriptif mulai dari konsep welfare state hingga implementasi welfare
state di Indonesia. Analisis atas implementasi Pasal 33 UUD 1945 dan kebijakan
di sektor minyak bumi, harus melalui analisis interpreatif terhadap Pasal 33 UUD
1945,

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka welfare state sebagai sebuah teori hanya
bisa dijelaskan dengan deskriptif dan ‘kualitatif, tidak blsa dijelaskan hanya K
dengan angka-angka yang bersﬁqt kuantltatlf karena\hubungan antar var@bel '
tidak bisa dijelaskan seraca qua Dengan demlklam penelltlan ini menggtiﬁakan
pendekatan kualitatif yang \ber5|fat deskriptif un\tuk menjelaskan |mpTementaS|
Pasal 33 UUD 1945 daiam sektor minyak bumlw ;.\”“\

Hal ini sesual pendapat Alan Bryman bahwa penelltlan kualltatlf merupakan
penelitian yang menekankan pada k;;ta kata, bersifat mdul?tlf konstruksionis dan
mtepretatlf\n3 Sementara itu, mehurut Creswell, penel\tlan kualitatif fokus pada

konsep atau fenomena tunggal dengan pertanyaan yang tidak terbatas, yang

,nﬁembawa nilai-nilai p{tbadl dalam penelltlat‘r dengan membuat interpretasi dan

‘validasi atas datQSfang ditemukan, dq?\f)erdasar pengetahuan yang dikonstruk

sendiri.” \\\ \\}
3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.
Data primer berasal dari narasumber ahli yang memahami kebijakan pengelolaan
migas melalui wawancara mendalam. Untuk wawancara, dilakukan dengan
memilih narasumber berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan mampu mewakili

lembaga yang bersangkutan.

® Alan Bryman, (2004), Sosial Research Methods (third edition), Ne‘wyork Oxford Unlversny‘ g
Press, hal. 366. AN AN
7 John W. Creswell, (2003), Research Design Qualitative, Qt?antltatlve and Mixed M&hods
Approaches, University of Nebraska Sage Publications. haI 19 20. §,
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N e N
N N N

A
./.
5



A
A
A

34

\g Narasumber daletfn penelitian ini ada[ah M. Kholid Syeirazi, M.Si, dan
“ Erwansyah Nasr\u\l\Fuad S.ST., Ak. B)\P Syeirazi adalah pengamat tentang

Migas. Bukunya yang berjudul D|~Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri
Migas Indonesia banyak dijadikan rUJukan penelitian dan penulisan buku baik di
dalam maupun luar negeri. Syeirazi juga menjadi pembicara mengenai
permasalahan migas di Indonesia dalam berbagai seminar dan diskusi. Berbagali
jabatan pernah ditempatinya. la pernah menjadi staf ahli Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan tenaga ahli bidang sumber daya alam di Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Kini ia menjadi salah satu komite audit di salah satu BUMN
dan pengajar di Universitas Sahid, Jakarta sekaligus menjadi Sekretaris Jenderal
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU).:D®engan kombinasi
kepakarannya, informasi dari Syei'ra%\i\'diharapkan merﬂill"k‘i" bobot tinggi untgk"\’
menjelaskan welfare state di zséktor minyak bumi,cSementara itu, Erwgrisyah
adalah Ketua Tim Senior(éPK yang membidé’;]gi pemeriksaan P’éf\tamina
Erwansyah telah berutang kali memeriksa ?ertamlna dan saat wawancara
dilakukan, Erwansya‘h juga sedang memlrhpln pemeriksaan terh’adap Petral, anak
usha Pertamirfa yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Wawancara
terhadap . Erwansyah diperlukan:‘agar informasi yang" didapat objektif, tidak
memihak"kepentingan as.inglrh’aupun kepentingan'fpéra pejabat Indonesia yang

angelola sektor migzgk bumi. Informasiu\ya’ng disampaikan oleh narasumber

""‘dipilih mana saja yakfg sesuai dengan temé(i)enelitian Informasi yang tidak sesuai

akan dlplsahkgq \ﬁamun tetap d|S|m|Qqn dalam transkrip wawancara.

Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai buku, jurnal, peraturan
perundang-undangan, laporan tahunan lembaga, laporan resmi dari instansi terkait
yang mengurusi sektor minyak bumi, laporan BPK, hasil seminar atau penelitian,
bahan kuliah, dan internet untuk membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan
permasalahan. Data sekunder penelitian ini diambil dengan cara mencarinya di
sumber-sumber data, baik itu di perpustakaan, pusat data dan informasi di
lembaga yang berwenang, baik Pemerintah maupun swasta, di toko buku, di
internet, atau di pihak lain yang memiliki. data.

Dalam studi kepustakaan, penelitbberusaha optimal urtik mendapatkan data">
yang dapat dipertanggungjawgpkén dari sumber-s,u.n%er terpercaya. I\}arﬁ(m

.g’fv .g"‘\. .g’fv
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d@lian kebenaran d@ta pada sumber yanMJkutlp oleh peneliti, bukan menjadi

\<‘< tanggungjawab Q?ﬁé]ltl ‘<

O
\O

Sebelum\\melakukan pencarlaQ\hata terlebih dahulu dilakukan observasi
atas permasa]ahan yang ada. Observasi misalnya didapat dari berita di televisi,
koran, internet atau majalah yang menunjukkan bahwa ada masalah di sektor
minyak bumi. Selanjutnya dilakukan inventarisasi data yang diperlukan, terutama
terkait apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana welfare state di sektor
minyak bumi di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap ketahanan energi.

Peneliti membatasi diri untuk melakukan penelitian mulai 1998 saat
dimulainya reformasi yang mewacanakan perubahan UUD 1945, hingga tahun
2014 saat berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
awal Pemerintahan Presiden Joko Wldodo ketika sugah\ menyusun RAPB\NP
2015. Beberapa data dlambll h}ngga periode 2013 ~karena saat penelltlah ini
ditulis, banyak lembaga yang belum menyelesalkan Iaporan tahunan 20$4 Selain
itu, saat penelitan ini Qitulls sedang berkembang banyak isu strekt“egls di sektor
minyak bumi, seper‘tl wacana perubahan UU Migas, quktuasT harga BBM di
Indonesia, pembubaran Petral dan\perang di Yaman \yang bisa jadi akan
mengubah asumsi-asumsi atau ténftan dalam penelitianiini di masa depan.

Data perusahaan contoh’belaksanaan corporaté‘social responsibility dipilih

g@rddsarkan keterwal@gh','yaitu dari Pertgmihé selaku NOC yang Kkonstitusi

'.’negaranya mengamélt]ng semangat Welfaéré state; dan Chevron dari Amerika

Serikat selakt{\ﬁegara yang dlasogz%lkan pendukung utama liberalisme dan
berseberangan dengan welfare state

Dalam mengambil contoh peran negara dalam sektor minyak bumi, peneliti
menggunakan contoh Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara yang sama-sama
konsumen terbesar minyak bumi, namun berbeda ideologi. Hal ini dilakukan
untuk melihat bagaimana negara yang berada pada titik ekstrim liberalisme, dan
ekstrim sosialisme (komunis) berperan dalam sektor minyak bumi, kemudian
dibandingkan dengan Indonesia yang menerapkan welfare state dalam posisi

tengah di antara dua titik ekstrim tersebut.

™ ™ Universitas Indonesia
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. Teknik Analisis:Data N

Data yang g&&\kan dianalisis de@%Qmembandingkan konsep welfare state
yang merup k§a\ruh dari Pasal 33>©\UD 1945 dengan kebijakan yang diambil
Pemerintah dalam sektor minyak bumi di Indonesia. Berdasarkan keterangan
sebelumnya, maka welfare state dapat dikonstruksikan sebagai: konsep dimana
negara demokratis berperan secara aktif dalam menjamin kemakmuran rakyatnya,
sehingga konsep welfare state setidaknya memenuhi tiga syarat sebagai berikut:
(@) Negara demokratis, (b) Ada peran aktif negara, (c) Ada jaminan kemakmuran
bagi rakyat. Untuk itu, akan dianalisis keseusaian antara ciri welfare state dengan
isi  Pasal 33 UUD 1945, kemudian bagaimana implementasinya dalam sektor
minyak bumi. Secara ideal, seharusn)§\semua kebijakan' igktor minyak bumi AN
sesuai dengan isi Pasal 33 UD 19,4},\5(2@% ciri welfare stg}g@%mgga secara rl'ng\@ ‘

A\

dapat digambarkan dalam Gambar berikut. o o
‘\\sz ‘\Qz \‘8"'
> a >
/‘(A\,§ \\9 ‘\\.

Gambar Model Ideal Kebijakan Sektor Minyak Bumi
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4.1. Perm};lsalahan Minyak Bu}ni di Indonesia

Saat ini Indonesia mengalami kesenjangan antara produksi dan konsumi
minyak bumi. Kecenderungan produksi yang terus menurun, disertai konsumsi
yang terus naik, menjadikan negara kesulitan memenuhi kebutuhan konsumsi
minyak bumi. Hal ini memaksa Indonesia untuk melakukan impor. Sementara itu,
kenaikan dan penurunan harga minyak mentah selalu menjadi masalah bagi
Indonesia.

Pada saat yang bersamaan, banyak masyarakat InQonesna yang merasa,:
Indonesia masih kaya minyak. quahal cadangan mlnxak Indonesia pada a(hlr
tahun 2014 hanya berkisar 3.7 n‘ullar barel atau 0 2% dari total cadangan {nlnyak
dunia. Produksi mlnyak burhl Indonesia sebesar 2?52 ribu barel per harl atau 1%
dari total produksi duma namun tingkat konsur;15| mencapai 1,6 jum barel per hari
atau 1,8% dari total konsumsi dunla Pada kondisi ini, Indone5|a berarti telah
mengalaml ma\ollah pada ketahanan- e\ergl ¢ Q
Menurut Karen Agustla\/}an ketahanan energl secara sederhana dapat

dlartlkan sebagai kemampan untuk memenuhi energl masa depan, dengan cara

,nﬁemastlkan stabllltasxgdan pasokannya, pasta' tingkat harga yang terjangkau.®
’Sementara itu, Shgr\én Burke dan Chrls\&n\é Parthemore, mendefinisikan ketahanan

energi sebagql\\ \\}

energy supplies that are sufficient to promote economic growth near and
long-term — so they must be geopolitically reliable, environmentally
sustainable, and physically secure.®?

(pasokan energi yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dalam jangka pendek dan jangka panjang - sehingga harus handal secara
geopolitik, ramah lingkungan, dan aman secara fisik).

Menurut Luft and Korin sebagaimana dikutip oleh Lina A. Alexandra,

80 BP Statistical Review of World Energy 2015, Energy Academy, Herlo-Watt University, hal. 6.
81 Karen Agustiawan (tanpa tahun), “Indonesrgl, and Energi Security, ” Speéech at THE Center for\
Strategic and International Studies (CSIS), Washington D.C: Pertamina, hal. 1
8 Sharon Burke, Christine Parthemoré\(2008), Remodeling the™U.S. Government for Enbrgy
Security: Initial Findings from the Blg\Energy Map, Washmgtoﬁ Center for a New Am?rlcan
Security, hal. 6 K A A\
.'\. ..\. .\.
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\,i\ The term * enexgy Securlly is not eaxgy o def ine. The definition can differ
Q& in developed<Versus developing cauntries, as the reality of energy scarcity
X varies. For developed countriesienergy security is defined as “‘reliability
\\\: of supply, access to the\ \energy resources in sufficient amounts,
v/ affordability, and protection from energy supply interruptions’’. In
developing countries, the emphasis is placed *‘first and foremost [on]
access to energy to supply basic needs like clean water, cooking, lighting,

and public transportation’’

(istilah ketahanan energi sulit didefinisikan. Definisi tersebut dapat
dibedakan untuk negara maju dan negara berkembang. Untuk negara
berkembang, ketahanan energi didefinisikan sebagai keandalan suplai,
kemampuan mengakses sumber energy dalam jumlah yang cukup,
keterjangkauan, dan perlindungan dari terhentinya suplai energi. Pada
negara maju, penekanan ketahanan energi sudah berbeda, yaitu
kemampuan akses terhadap enmergi untuk memberikan suplai energi
terhadap kebutuhan dasar ma[kusia seperti air bersih,(nemasak, penerangan,; '
dan transportasi publik). <% KL K&

AN\ o N
Selanjutnya, menurli*t’v Resosudarmo d‘kk\ ketahanan energ'i‘\ 'dapat
definisikan sebagai ke(érsedlaan energi di sgflap waktu dalam be\r‘bagal bentuk,
dalam jumlah yang éukup yang dapat dlakses oleh sebaglan be‘sar orang dengan

harga yang terj‘s.ngkau dan didapat dengan cara yang tldakmerusak lingkungan.*
Perniasalahan mengenai ketahanan energi bukarnfagi menjadi isu bagi satu
negara saja namun merupakan masalah bagi hamplr seluruh negara karena energi
Rat kaltanya dengan Qerkembangan perek@omlan suatu negara. Harga energi
&pada level global &kan mempengaruhi_$étiap sendi perekonomian global yang
\\« secara otomaiks@(an memberikan Qquﬁruh yang besar pada perekonomian setiap

" negara.

Dalam konteks minyak bumi, Indonesia mengalami masalah ketahanan
energi karena jumlah lifting (produksi) minyak terus turun. Rendahnya lifting
minyak bumi bisa disebabkan antara lain: (1) meningkatnya gangguan fasilitas
operasi dan penyaluran; (2) penurunan Kinerja reservoir dari lapangan-lapangan
produksi yang ada; (3) belum ditemukannya cadangan baru yang cukup besar; (4)
timbulnya permasalahan teknis pengadaan peralatan produksi; (5) realisasi

produksi sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan; serta (6)
o d oY O
\\ 3 \\ 3 \\ 3
8 Lina A. Alexandra, (2012), The RoleafIndonesia’s Civil Sociéty“in Energy Security, Jakhrta
Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hal. 24. ¢

8 Resosudarmo, op. cit, hal. 7 & R4 p }’
¥7. N ..\' O
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l@ndala untuk mereallgaakan kegiatan usahq hulu migas seperti proses perijinan

\<‘< dan pengadaan tqgéﬁ yang memerlukar\1<p‘ﬁ03es yang panjang, cuaca ekstrim serta

o

X

OV
Zminyak. Hal ini aﬂtara lain terlndlka5|~<dar| praktik pengadaan minyak yang

fasilitas produks\i yang sudah tua setungga mendorong unplanned shutdown dan
extended maintenance. :

Masalah lain yang dihadapi dalam sektor minyak bumi adalah tata kelola
minyak bumi. SKK Migas sebagai lembaga yang diserahi tata kelola kegiatan
hulu minyak bumi mememiliki kelemahan. Misalnya pada tahun 2014, terdapat
pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya ke dalam cost recovery,
kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pemerintah atas
overlifting tahun 2013 belum dilunasi, dan penjualan kondensat belum dibayar
pembeli. Akibatnya, terjadi kekuranganipenerimaan senilai Rg6,19 triliun. Selain ¢
itu, penunjukan penjual minyak méﬁ'tah dan/ atau kon‘égnsat bagian negaratl‘\t
melalui pelelangan terbatas setama 2009-2013 kep?ada perusahaan berba\dan
hukum asing serta berkedudukan di luar wﬂayah Indonesia tidak: ~d|dukung
kontrak atau Seller Apgbmtment and Supply\Agreement (SASA) d@n ‘tidak sesuai
dengan UU Mlgas &pj antaranya terdapét pemenang Ielang wHayah kerja yang
tidak memenum persyaratan flnan5|ak dan adanya KKKS yang terkendala dalam
memenuhl‘kewajlban dan komlt?nennya terutama KKKS yang berada di dalam
tahap eksplora3| & &
i ' Lemahnya tata. Kelola sektor mlnyak buml tidak lepas dari pengaruh mafia
berantai. Senggf BUMN, PertamQat«secara teoritis dapat membeli langsung
minyak mentah dari produsen besar seperti Saudi Aramco, Chevron, atau
ExxonMobil. Namun kenyataannya, Pertamina membeli minyak dari pihak ketiga
(trader). Trader adalah mitra bisnis Pertamina yang dalam beberapa hal bertindak
tidak lebih sebagai broker. Dari kegiatan impor BBM, para broker mengutip fee
sekitar Rp500/liter. Sementara dari kegiatan ekspor, para broker mengutip fee
USD 30 sen hingga USD 2 per barel.®’

Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang diserahi tugas untuk

pengadaan minyak, ternyata juga tidak lepas dari permasalahan. Prosedur .
2 R )

A\ \
% BPK< IHPS 11 2004, hal. xiv. N\ \© \¢
% BPK< IHPS 11 2004, hal. 59. 2 O )
87 Syeirazi (2009), op. cit., hal. 235 \¢ N\ N\
2 2
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@ngendallan atas trar}Qak5| trading di Petral\masm lemah, demikian pula sistem

% pengendalian inte \JK atas kegiatan usq?a‘@’etral dan anak perusahaannya tidak

diterapkan dengan baik. Beberapa m&ze’sta5| Petral dan anak usahanya juga kurang
menguntungkan dan tidak dldasarRan pada analisa yang memadai.®® Koordinasi
Petral dengan lembaga lain juga lemah. Misalnya pada awal 2015, Petral
mengimpor minyak tanpa sepengetahuan Direktorat Jenderal Migas.

Permasalahan terkait Petral cukup komplek. Petral tidak berlokasi di
Indonesia, dan didirikan bukan dengan hukum Indonesia. Menurut Ketua Tim
Reformasi Tata Kelola Minyak Bumi Periode 2014-2015, Faisal Basri, awalnya
komposisi pemegang saham Petral adalah 40 persen PT Pertamina (Persero), 20
persen Bob Hasan, 20 persen Tommy Soeharto, dan 20 persen sisanya yayasan ,;’
karyawan Pertamina.®® Ketika |tu\Pe‘fraI lebih bergerak dl‘brdang ekspor, kaQana
produksi minyak mentah Indonesna masih sekltar ‘16 juta barel sedan‘gkan
konsumsi 300 ribuan barel Setelah reformasi, keluarga Cendana keluar Petral Oil
menjelma  menjadi Eetral yang 99,9 persen sahamnya q’«kuasal oleh
Pertamina. Para ownbr awal itu memang sﬁdah tidak lagi ada dl Ualam Petral, tapi
mereka bertrans?ormaa sebagai tralsler yang basis blsn|3nya adalah pengadaan
minyak m;bor untuk Petral. * \3,51' \3\

Ketergantungan terhadap trader menurut Faisal Basri antara lain tidak

L%pas darl keterbatasaQ kllang di Indonesm,\idan minimnya cadangan minyak di

\< stangki penylmpanaﬂ%Pertamlna yang har{ya bisa mencukupi 18 hari konsumsi.

Inventory daxs\}/ang pendek ini {@mbuka peluang bagi trader untuk bisa
menekan Pertamma Hal ini berbeda ketika sepuluh tahun yang lalu, inventory

days minyak di Indonesia mencapai tiga puluh hari. **

4.2.  Kebijakan Sektor Minyak Bumi di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, ketahanan energi ditempuh dengan penerapan

konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Filosofi “penguasaan oleh negara” adalah

8 |khtisar Hasil Pemeriksaan BPK (IHPS) Semester | Tahun 2005, pemeriksaan BPK terhadap
Petral untuk Tahun Buku 2003 dan TB 2004 (Semester I) "
8 Keterangan Faisal Basri ini dibantah oleh Tommy Soeharto.

% http://www.bareksa. comlld/textIZlet/ 11/25/faisal-basri- keterms‘}an -riza-chalid-di- |mporx\
minyak-bermula-dari-purnomo-yus/8514faews, diakses 25 November21:48 A\l
o http://www.bareksa.com/id/text/2014/11/25/faisal-basri<keterlibatan-riza-chalid-di<impor-
minyak-bermula-dari-purnomo- vu518514/news diakses 25 November 21:48 RN\
N )
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™ H™ Universitas Indonesia
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..Qrc’iptanya ketahanan\{nésional (national .sg;etjrity) di bidang energi di Negara
< Kesatuan Republ“k Indonesia dengai’ sasaran utama penyediaan dan

pendlstrlbu5|a1<t\ Energl ke seluruh QNllayahnya %2

Konsep HMN dalam sektor
minyak bumi dljabarkan dengan kebuakan tata kelola minyak bumi yang berbeda

oleh para pengambil kebijakan, terutama oleh para Presiden Indonesia.

4.2.1. Masa Presiden Habibie

Masa Presiden Habibie (21 Mei 1998 — 20 Oktober 1999) merupakan masa
paling berat karena Presiden Habibie mewarisi semua permasalahan dari Orde
Baru. Saat itu nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar
Rp. 10.000,- bahkan sempat mencapal Rp. 12.000,- (5 kali Ilpat penurunan nilai
rupiah terhadap dolar). Hutang ngafa Indonesia yang Jamh tempo saat itu gan
harus dibayar dalam bentuk dolgr membengkak menjgm lima kali lipat. ,';~

Di awal pemerintahaﬁ'n’;/a Presiden Habibi&"t’\idak mendapat duku'iréan dari
IMF. Hal ini karena ”Hablble mendukung gagasan merkantllls Yang secara
diametral bertentantgan dengan kelngmén IMF dan Bank \Dunla % Untuk
menujukkan k@mltmen kedekatan ‘aengan IMF, Presiden” Habibie menunjuk
sejumlah. teknokrat liberal sepertl Widjojo NitisastrovAli Wardhana, dan Frans

Seda sebagal penasehat ekonomi pemerlntah Pada awal Juni 1998, setelah

Q,rﬁeaden Habibie (@mperllhatkan komkmennya untuk mengikuti resep

""‘IMF/Bank barulah{*}nereka memberikali’sinyal pencairan sebagian pinjaman

(sebesar USD\\I mlllar ) akan seg\@a dilakukan. Presiden Habibie kemudian
melakukan sejumlah kebijakan ekonoml sesuai persayaratan IMF, antara lain
rekapitulasi perbankan, likuidasi bank bermasalah, dan pembuatan sejumlah
peraturan perundang-undangan, yang salah satunya UU Migas.

Menurut Pemerintah, selama kurun waktu Orde Baru dan Orde Lama
ternyata tujuan dan cita-cita bangsa dan negara di sektor minyak bumi dirasakan
belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan dan

kendala pada Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-undang

% Keterangan Menteri BUMN dalam peTSIdangan Mahkamah Konstltu5| Perkara Nomer\.

002/PUU-1/2003, hal. 217. ¥ A\ AN\
% Syamsul Ma’arif, (2013), Perubahan Kebijakan di Sektor Mrgas Pasca Rezim Orde<Baru,”
dalam Jurnal Sawala, 2 (2), hal. 2. . o R\
N .y >
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k{omor 8 Tahun 1971s,§~ya|tu antara lain: (l)xruang lingkup pengaturannya lebih

\<‘< terfokus pada kg(g“étan dalam negeri \<s§hlngga kurang memberikan dorongan

berusaha di |aar negeri; (2) memg(myal sifat usaha yang monopolistis (hanya
Perusahaan Negara/BUMN) sehlngga pendekatannya bersifat seller market di
mana penjual mendikte pasar dan biaya inefisiensi dibebankan kepada Pemerintah
dalam bentuk subsidi BBM.** (3) sarat misi sosial (penugasan Pemerintah), (4)
tidak mendukung kemandirian, pemupukan dana, dan kemampuan bersaing dalam
era keterbukaan; 5) terdapat ketentuan khusus (perpajakan dan kepabeanan) yang
sering menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.”® (6) Mengandung potensi
masalah, seperti korupsi, inefisiensi, gugatan terhadap negara, penumpukan
kekuasaan selaku regulator, pengawas, dan operator.®

Draf RUU Migas yang dlajukan pada 24 Maret 1999 termasuk draf yang
pertama kali diusulkan untuk dlbahas sejak Indone5|a?dllanda krisis moneteb dan
menempuh jalur reformasi \oropasar yang dldukung IMF.?” Bahkan ka Migas
dibahas sebelum ada p@“rubahan Pasal 33 UL{D 1945, karena peruQaﬁan Pasal 33
UUD 1945 dllakukah pada perubahan keerhpat tahun 2002. A ;\

Draf peﬁama RUU Migas sudah sempat dibahas di DPR hingga memasuki
Pembicargar” Tingkat IV (pandangan fraksi-fraksi). Dengan alasan bertentangan
den'gan’fP’asaI 33 UUD 19'45; Pansus RUU Mig’a{s DPR akhirnya menolak

leéhjutkan pembah@gh”draf RUU Mi%g'dan mengembalikannya kepada
>Pemerintah. DPR k\é{fa itu menilai, jika RUU Migas diloloskan, industri minyak

bumi nasmnak\s\pertl 'lepas dari r@lﬁt singa, masuk ke mulut buaya artinya
monopoli Pertamma diakhiri, tetapi muncul oligopoli swasta asing.*®
Penyusunan UU Migas tidak lepas dari kepentingan negara maju dalam

rangka pelaksanaan geopolitik perminyakan. Untuk kepentingan energy security,

% Gde Pradnyana, (2014), Nasionalisme Migas, Banten: Nayottama Press Holdings, hal. 96.
% Keterangan tertulis dari Menteri ESDM dan Menteri Hukum dan HAM di dalam Sidang MK
Perkara Nomor 002/PUU-1/2003, hal. 213.
% R Priyono, (2013, 30 November), Menjaga Minyak dan dan Bumi Indonesia: Migas untuk
Indonesia yang Satu dan Sejahtera, sebagaimana dikutip oleh AM Putut Prabantoro, (2014),
Migas, the Untold Story, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 15.
% M Kholid Syeirazi, (5-7 Agustus 2008). Di Bawah Naungan Modal: ,,Polmk Hukum Liberal di .
Indonesia Pasca Reformasi, disampaikan dafam sesi "Akomodasi Kepentlngan Modal dalam >
Proses Pembaruan Undang-Undang,”“pada Konferensi Warisan” Totarianisrne: Demokeasi
Indonesia dan Tirani Modal, Jakarta, hal: 4. ) O
98 @; s
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iagara maju melakukaQ segala cara, mulai dqn menguasal ladang minyak dengan

\<‘< mendapatkan kQ?tKak dari negara Qeﬁghasﬂ minyak, sampai masuk dan

menguasai nfegara penghasil mmyak dengan invasi dengan dalih isu
demokratisasi; penegakan hak asasi  manusia, pemberantasan terorisme,
pencegahan senjata pemusnah masal, maupun hal lain yang kebenarannya perlu
diperdebatkan. Dalam konteks Indonesia, penguasaan minyak oleh negara maju
ternyata juga dilakukan dalam taraf pembuatan kebijakan, dalam hal ini
pembuatan UU Migas

Meski serius meliberaliasi sektor minyak bumi sesuai saran IMF, dalam
bidang harga, Presiden Habibie memilih tidak menaikkan harga BBM yang
dibutuhkan masyarakat luas. Presiden Habibie melalui Keppres Nomor 10 Tahun
1999 tentang Harga Jual Eceran Bahah Bakar Minyak Da}am Negeri menetapkarf
hanya avtur dan avgas yang harganya dilepas sesuai me‘kanlsme pasar. ,n\

Untuk menjaga stabﬂltas moneter, strateg\l BJ Habibie adalah\berupaya
keras mengangkat nllaj\ fata uang rupiah te(hadap US Dolar agag“f“dak menjadi
beban berat APBN; ‘Keserlusan Pre5|den Habibie membuahka »hasil. Dalam 17
bulan, Pre5|der\BJ Habibie berhasil memperkuat nilai mata uang rupiah dari
Rp17.000,00 per US dolar menjadi Rp6.500,00 per US dolar.

~Di bidang politik, PreSIden Habibie melakukan sejumlah tindakan popular

&pertl mempermudah\?endlrlan partai pollkk membebaskan narapidana politik,

> memberi kebebasan(dalam menyampalkaﬂ pendapat, dan pemilihan umum. Pada

masa Pre3|derk\ﬁab|b|e pula d|ha5|anh Ketetapan Sidang Istimewa MPR untuk
melakukan perubahan UUD 1945.*

4.2.2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober
1999. Pada masa pemerintahannya (20 Oktober 1999 — 23 Juli 2001), Presiden
Abdurrahman  Wahid membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang
belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN~adalah Prof. Emil

Salim dengan wakilnya Subiyakto (Gakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani’?‘t
AN AN AN
N o N
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Lgdrawatl Anggota QEN adalah Anggth Ablmanyu Sri Adiningsih, dan

©'Bambang Sublang)"\g“ \.\
\§ Untuk\memperbalkl perekortomlan pemerintahan Abdurrahman Wahid

\\
) meneruskan program Pemerintahan Presiden Habibie dengan meminta dukungan

IMF. Pendekatan dengan pihak IMF diwujudkan melalui perundingan yang
menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (Lol) Republik Indonesia-IMF
pada tanggal 20 Januari 2000.

Pada kesempatan tersebut, IMF meminta dilakukannya reformasi sektor
migas yang secara eksplisit disebutkan pada butir ke-80 dan 81. Dengan reformasi
sektor migas yang dicanangkan, Dewan Direksi IMF pada 4 Februari 2000 di

Washington menjanjikan kompensa5| pantuan sebesar US$ 260 juta dari total

AL
b\

bantuan US$ 5 miliar untuk tiga tabun mendatang (s/d Fe\brtrarl 2002). @ Q
Sebagai tindak Ianjut atas kesepakatannya ~dengan IMF, pemermtah

Indonesia sejak Januari 2000 berkomitmen menylapkan Program Penyehatan

Ekonomi sebagai berlkut Pertama, melakukan audit khusus (speual audit)

terhadap Pertamlna \kedua restrukturlsasr Pertamlna dengan target bulan Maret

2000; ketrga,,mengevaluasr RUU !\)hgas dan menyerahkannya ke DPR dengan

target bulan” Juni 2000; dan;“keempat, mempersiapkan draft implementasi

peraturan-peraturan dengan tatget bulan Juni 200029

\;\ Untuk mema§jr'klgah Indonesia menj.a:@,r]r(an program IMF terutama untuk

<>mereformasi sektor{énergi maka refornjési akan dibantu oleh United States
\\ Agency for ,tq‘ternatlonal Develo,lgrnent (USAID). Menurut saran USAID,
W reformasi harus dilakukan melalui mrnrmalrsasr peran pemerintah sebatas sebagai
regulator, pengurangan subsidi, dan memajukan keterlibatan peran sektor swasta.

Dengan menempuh Kketiga strategi tersebut, sektor energi diharapkan

mampu menjadi penyumbang pendapatan utama dalam bentuk penerimaan pajak.

Selain itu, sektor energi yang lebih efisien akan mendatangkan dampak positif

bagi lingkungan, menciptakan harga yang rasional, meningkatkan akses

masyarakat kepada pelayanan di bidang energi, serta membantu keberlanjutan

sumber daya alam Indonesia.

< aA$ aAS
O £ )\ £\

N N O\
% http://www.sejarah-negara.com/2014/04/masa- pemerrntahan “kh-abdurrahman- wahrd ‘himl
diakses 24 Juni 2015 pukul 21.20. ¢ o O
1% Ma’arif, op. cit., hal. 5. RN\ R\ e R\
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\g Untuk mengakaodam lembaga don&g Pre3|den Abdurrahman Wahid pun
’berencana menal@?ﬁﬂ harga BBM per erl 2000. Kenaikan disepakati bersama

DPR sebesar. 122% setelah sebelumnya terjadi perbedaan jumlah kenaikan antara
10% dan 20%. Dengan kenaikan ini, maka beban subsidi tinggal Rp22,4 triliun,
sedangkan penerimaan dari Migas sebesar Rp21,4 triliun.'%*

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan, Pemerintah berencana
mendistribusikan kupon minyak tanah untuk 13-17 juta warga miskin dan untuk
angkutan umum regular disediakan 11,25 juta kupon. Namun demikian,
pendistribusian kupon ini menimbulkan masalah baru dalam pencetakan kupon
yang menghabiskan 29,65 juta per bulan. Misalnya pendistribusian kupon
membebani SPBU yang harus menukarkan kupon ke bank persepsi, rawan
pemalsuan dan penylmpangan dan\terlalu banyak plhak yang terlibat dalam~

AN
pendistribusian.* ¢ ,.\ ¢ ..\ o

Rencana pendsitribu‘s"rén kupon diganti deh’één rencana pembeﬁéﬁ dana
tunai langsung, nhamun. Rebljakan ini dltentang sebaglan kalangan. Pemerlntah pun
akhirnya dinilai tldak siap dengan renéana kenaikan. DPR\dan masyarakat
akhirnya mermnta rencana kenaikait harga dibatalkan. .P~re3|den Abdurrahman
Wahid kemudian pada tanggal31Maret 2000 membatalkan rencana kenaikan
harga. | R >
{ 'S Setelah berulg'rlg,kéii ditunda, pada.l':@k’fdber 2000 Pemerintah menaikkan
dana subsidi S@\&sar Rp800 mllyar m%falm mekanisme dana tunai, infrastruktur
dan dana bergullr .

Pada 1 April 2001, Pemerintah kembali menaikkan harga BBM untuk
sektor industri dan komersial sebesar 50%. Namun kebijakan distribusi harga ini
tenyata menimbulkan penyimpangan sebab sektor industri dan komersial akhirnya
memilih membeli BBM dari SPBU.

Untuk mengatasi masalah penyelundupan, penimbunan tanpa izin,
pemalsuan, dan pengoplosan BBM karena diskriminasi harga, Presiden

Abdurrahman Wahid sempat mengeluarkan Instruksi Presiden.Republik Indonesia

2 a$ Al

O A A
X4 X4 D
101 Nanih Prih Hatiningrum, (2004), Kajfan’Ekonomi Politik Kebijakah Harga BBM di Indorfesia,
Program Pascasarjana Universitas Dipohegoro, Semarang, hal. 138~ O
192 Republika, 21 Maret 2000. &% RN RN\
.'\’ ..\' .'\’
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k{omor 5 Tahun s&OOO tentang Koo{di’nasi Penanggulangan Masalah

R, "% Penyalahgunaan p\a&a Penyediaan dan Ifsl‘ayanan Bahan Bakar Minyak. Kebijakan

\\\ ini diambil urituk menanggulangi anyaIahgunaan subsidi bahan bakar minyak

(BBM) yang dilakukan dengan penyelundupan, penimbunan tanpa izin,

pemalsuan, pengoplosan Bahan Bakar Minyak dan lain sebagainya sehingga

merugikan masyarakat konsumen dan keuangan Negara. Untuk keperluan ini,

Presiden melibatkan semua sektor yang terkait mulai dari Menteri Pertambangan

dan Energi, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian

dan Perdagangan, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, Menteri Keuangan,

Panglima Tentara Nasional Indonesia; Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik
Indonesia, Para Gubernur, dan Para Bupati/WaIikota

Untuk menanggulangi penyal‘ahgunaan BBM, Dlrektur Utama Pertarmna

ditugaskan diuntuk mengevalua8| dan menyempurnakan sistem penyedlaan dan

pelayanan BBM untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Selain ltu Dlrektr

Pertamina juga dltuga§kan untuk melakukan langkah-langkah penertlban ke

dalam khususnya te}hadap para pegawal)‘karyawan yang dlduba turut serta di

dalam penyalahgunaan pada penyedtaan. Bagi yang tidak’ menyuka| monopoli,

berbagai Kasus tersebut menjaditbahan kritik terhadap~monopoli Pertamina atas

kegiata’r.r'ljsaha hulu dan hilir Sektor minyak bumi,diamun kedudukannya di bawah

xMﬁe"nteri Pertambangg%gan pelayanan BBMQ\

) Dalam rangké restrukturisasi Peﬁtémina sebagai bagian dari reformasi

\\ energi, Pre5|dQQ deurrahman WaQ{d mengangkat mantan Direktur Utama PT

v Caltex Pasmc Indonesia, Balhakl "Hakim, sebagai Direktur Utama Pertamina.

Sejak diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 28 Februari 2000,

Baihaki Hakim melakukan sejumlah langkah efisiensi, di antaranya: rasionalisasi

aset US$ 18,99 miliar, pembelian base oil langsung ke produsen, perampingan

jumlah pekerja dari 46.000 pekerja menjadi 18.000 pekerja, serta perampingan

mekanisme tender.®® Atas berbagai langkah efisiensi, pada tahun fiskal

1999/2000 Pertamina berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 4,98 trilyun atau

meningkat 300 persen dari laba bersih.tahun fiskal 1998/1999 sebesar Rp1,051

< A S
") £\

trilyun. QO O )
) \. ) \. ) \
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1% Sinar Harapan , 24 Februari 2002, RN\ RS
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\g Pada 16 Juni 2@01 Pemerlntah kemQall menalkkan harga BBM rata-rata
’30% untuk m \(s?’arakat umum. Qg?ﬁgan kenaikan tersebut, Pemerintah

mengallhkan \\dana kompensasi BBM Rp2,2 triliun melalui mekanisme
pendidikan, kesehatan, transporta5|, OPK Beras, sanitasi, usaha mikro dan

nelayan.

4.2.3. Masa Presiden Megawati
a. Perubahan Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada masa Presiden Megawati (23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004) mulai
tumbuh kesadaran pentingnya sumber. daya mineral untuk menghilangkan
ketergantungan terhadap minyak bﬁﬁ%i Untuk itu, Qomenklatur DeparteTen
Pertambangan dan Energi dlubah menjadl Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral. Cakupan kerja Departemen ini menjadl lebih luas, mencakup juga
pengelolaan pengaturaﬁ “pembangkit, transrqlsl dan distribusi ke\t“enagallstrlkan
yang masuk dalam “grid nasional dan pbmanfaatan pembangklt listrik tenaga
nuklir, serta pQNgaturan pemanfaatan\bahan tambang radio aktlf.

N ‘ot e

b. Penegasan Komltmen kepada IMF

..\‘ v
»~dipandang sangat Qemmg dalam memer]uangkan Indonesia di hadapan para

kreditor asmg H\§I ini karena penlla\a}\w<IMF akan menjadi rujukan oleh kreditor
asing dalam Berbagal forum mternasmnal seperti :CGI (Consultative Group on
Indonesia), Paris Club, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, maupun oleh para
pelaku bisnis internasional.

Komitmen Presiden Megawati Soekarnoputri diwujudkan dengan
melanjutkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Migas bersama
pihak DPR. Ketika RUU Migas dibahas, terungkap korupsi yang terjadi di tubuh
Pertamina. Skandal tersebut adalah mark up proyek pembangunan kilang minyak
Export Oriented Refinery (Exor I) Balongan yang menelan biaya sekitar US$ 2,4
miliar. Biaya itu jauh lebih besar (daripada pembangunan kilang sejenis d'(s\t'
Amerika Serikat yang hanya US&IQ miliar atau seIisz\JS$ 592 juta (seki?g\r\Rp

& & &
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1‘5 tr|I|un) Isu korupst ini seolah menjadl k\ampanye gratis untuk mengesahkan

% RUU Migas menlgdf undang-undang.
N\
W O W

%

\
c. Pengesahaan UU Migas

Setelah berulangkali gagal disahkan, UU Migas berhasil disahkan pada
masa Presiden Megawati. Pansus RUU Migas DPR yng sebelumnya banyak
mengkiritisi RUU tersebut, akhirnya mengesahkan RUU Migas tanpa perubahan
apa-apa, kecuali sedikit perubahan redaksional. Hampir semua rumusan UU
Migas dikembalikan ke versi Pemerintah yang sudah sangat bias dengan konsep
asing.'® Pimpinan Rapat Paripurna DPR terkesan memaksakan pengambilan
putusan dengan cara mufakat pada saat persetujuan RUU Migas menjadi undang-
undang, padahal dalam rapat parlpurna "dimaksud, terdapat séjumlah anggota DPR~‘ >
yang tidak setuju terhadap RUU\I\/Ilgas tersebut, yang,*bahkan sampai melakukan
walk out.'% .&f \~’ N

Melalui UU Mrgas ini penguasaan.d o‘a’n pengusahaan mlnyak bumi yang
sebelumnya dlpegang Pertamina (berdasarkan UU Nomor 8 Tahbm 1971) dicabut.
Usaha pengllangan penyimpanan, pehgangkutan dan niag®’ dlbuka untuk swasta,
termasuk asing. Sistem Production Sharing Contract (RPSC) khas Indonesia yang
ditiru ba'rfyak negara, juga dirombak sebagai bukan’éatu-satunya sistem kontrak
~kgrja sama pengusah@gn mlnyak bumi. Penguasaan minyak bumi kembali

\{"‘dlserahkan ke Peme(nntah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 Ayat

Q 2), di mana ke@élan Pemerintah me\m\bentuk Badan Pelaksana (BP Migas) untuk

v/ menyelenggarakan Kegiatan Usaha Hulu. Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan

eksploitasi) ini dilaksanakan dan dikendalikan oleh Badan Pelaksana melalui

Kontrak Kerja Sama (KKS). Sedangkan pengusahaan Kegiatan Usaha Hilir

dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha yang terbuka bagi Badan Usaha.

Dengan demikian, melalui UU Migas, pengusahaan Migas menjadi terbuka.

Badan Usaha (semacam BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan

Usaha Swasta) dan Bentuk Usaha Tetap (perusahaan multinasional/asing)
berkesempatan terlibat bisnis Migas. Ketentuan yang digariskan adalah:

A <

1. Bentuk Usaha Tetap hanya dapauhé‘laksanakan Kegiataﬁ‘staha Hulu; O
AN AN AN

1% Ipid., hal. 7 AN N N

105 Pendapat pemohon dalam uji materi UU Migas, perkara Nomor 002/PUU-1/2003 hal 282

Q:«,’ * Unlversvtas Indone3|a
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:2< Badan Usaha ataq« Bentuk Usaha Tetag yang melakukan Kegiatan Usaha
2" Hulu dllarang<ﬁ§elakukan Keglatan\y‘eﬁaha Hilir; dan
N\
\\\: 3. Badan Usaha yang melakukan {(eglatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan

Kegiatan Usaha Hulu.

d. Pembentukan BP Migas dan BPH Migas

Setelah pengesahan UU Migas, maka pengelolaan atas kegiatan usaha
hulu migas ditangani oleh BP Migas. Menurut Pemerintah, ide pembentukan BP
Migas adalah agar tanggung jawab negara ketika harus menangung kerugian
dibatasi pada aset-aset yang dimiliki oleh BP Migas dan tidak terkonsolidasi
dengan aset-aset yang dimiliki oleh negara Hal ini pentlng terutama saat negara
digugat oleh perusahaan kontrak\tor\ ke lembaga penyelésalan sengketa y&nq >
disepakati oleh para pihak. Tanpa adanya BP Mlgas maka bila negara dlkalathkan
dan harus menanggung keruglan maka aset negara untuk membayar\keruglan

‘.’\ ‘,'\

tersebut, tidak bisa dlbe{ta5| A S\
BP Mlgas \sebelumnya hanyalaﬁ Direktorat Manage?nent Production
Sharing (MPS). d| bawah Pertamin& namun Kini dlplsahkan menjadi lembaga
tersendiri_agar Pertamina dapat Jebih fokus melaksanakan kegiatan usaha minyak
dan gasbumi, dan melakgkahfpéngelolaan BUMN:8ecara lebih efisien.’%” Apabila
x%n'géndalian kegiata}%u,séha hulu minyak .:q?,,n’xgas bumi tetap berada di tangan
< Pertamina, Pemerintéﬁ justru khawatir améﬁat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD
QO 1945 tidak daQa’t\tercapal mengmg%ﬁeberadaan Pertamina sebagai badan usaha
v yang memlllkl tujuan untuk mencarl keuntungan dalam melaksanakan kegiatan
usahanya, sehingga dibentuklah BP Migas yang berfungsi sebagai badan yang
bersifat netral yang merupakan perwakilan Pemerintah dalam menandatangani
kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan badan ini
tidaklah bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan ikut mengelola

penggunaan minyak dan gas bumi bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. %

108 Keterangan Hikmahanto Juwana, ahli dari Pemerintah dalam sidang MK, lihat Putusan MK
Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, hal. 87. 2 2
107 Keterangan Pemerintah dalam sidang MK;lihat Putusan MK Perkara Nomor 36/PUU-X/2012; >

hal. 63. AN AN AN
108 K eterangan Pemerintah dalam S|dang MK, lihat Putusan MK Perkara Nomor 36/PUU-X/2012,
hal. 64. R\ & R\
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\g Menurut Pemenntah biaya penge{elaan sektor hulu minyak dan gas

\<‘< bumi yang d|keI\<a?f<an oleh BP Mlga§<l?§b|h rendah dari biaya Pertamina untuk

\\{5\ melakukan kngatan serupa. Berdastarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971,
) pembiayaan “Pertamina untuk pengelolaan sektor hulu yang dilakukan oleh
Direktorat MPS berasal dari retensi yang besarnya ekuivalen dengan 2% dari Net
Operating Income (NOI) yang besarnya waktu itu setiap tahun kurang lebih 2 s/d
3 triliun rupiah (sebelum pajak 5%). Disamping itu banyak pos-pos pembiayaan
Direktorat MPS yang dibebankan pada anggaran Pertamina yang sulit dihitung
dan dipisahkan secara proporsional yang jumlahnya cukup signifikan seperti
benefit kesehatan, pesangon, fasilitas telepon, dan lain-lain. Sementara itu, sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun~2002 Pasal 6, BP Migas memperoleh ¢
sumber pembiayaan berupa imbalap %ftas pelaksanaan f\ung;] dan tugasnya ysr.}gf\t
besarnya maksimum hanya 1 % dari penerimaan negara dari setiap kegiatan usaha
hulu (1 % dari PenerlmaanNegara) yang waktu: ttu nilainya kurang Iebrh hanya

‘,s ‘.’\ ‘,'\

400 miliar rupiah.'® . N\ N

Untuk mgn@ﬁrusi sektor hilir mﬁiyak bumi, dibenj[gk\'l’?;adan Pengatur

Penyediaan dan ‘Pendistribusian B‘abén Bakar Minyak\?dén Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui*Pipa (BPH Migas). Berdasarkan PP Nomor 36

Tahun 2004, dalam sektqr m’iriyak bumi, BPH Mjga’s‘ melakukan pengaturan dan

x%ﬁgéwasan atas pe:@,ks'ahaan penyediagglg(,,,éa{n pendistribusian BBM yang

< diselenggarakan oleh’Badan Usaha yang{élah mendapat 1zin Usaha dari Menteri
\\« ESDM. Penga@r}n tersebut mellputk

1) menetapkan kewajiban Badan” Usaha yang akan atau telah mempunyai 1zin

(94

Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan
Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI;

2) menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai 1zin
Usaha dari Menteri ESDM untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di
daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam

rangka mengatur ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI,

2 a$ Al
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109 Keterangan Pemerintah dalam Sldang MK, lihat Putusan MK Rerkara Nomor 002/PUU I12003
hal. 126.
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3} menetapkan alokas(i cadangan BBM dar\masmg masing Badan Usaha sesuai
Q dengan Izin L\%s‘éha untuk memenuhi C%(dangan BBM Nasional;

X X
\\\: 4) menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas
) fasilitas Pengangkutan dan Penylmpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas
penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat
diperlukan, terjadi kelangkaan BBM dan/atau untuk menunjang optimasi
penyediaan dan pendistribusian BBM di Daerah Terpencil,

5) menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai
kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM sesuai dengan
volume BBM vyang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah; ’ ' :

6) menyelesaikan perselisihan )@nﬁ\ttimbul berkaitan\ .d‘éﬁgan kegiatan us\ahé‘\t
Niaga BBM. 2 O O

.(”V \"’\‘ \"‘V
BPH Migas berranggung jawab keQ'ada Presiden. Menurut Pemerintah,
pembentukan BPH Mlgas untuk memenuhl amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2)
dan ayat (3) y&ltu sebagal wujud pshguasaan negara atqs{‘Keglatan Usaha Hilir
melalui perrygéturan jalur distriqu"rBBM dan Gas bumgﬁm
%\ Perubahan Pertam"l”na Menjad| Persero \i\ '
QO Pascapengesghan UU Migas, PeQamlna dicabut hak monopolinya dan
. \\&< diarahkan men;\a?h persero biasa. Un@% saat ini, saham Pertamina masih dikuasai

v/ Pemerintah 100% Monopoli oleh Pertamina, dianggap oleh IMF sebagai salah
satu bentuk distorsi sehingga harus dicabut. Larangan monopoli oleh Pertamina
selaku BUMN dalam UU Migas lebih parah dari UU Anti Monopoli karena UU
Anti Monopoli sendiri membolehkan adanya monopoli oleh BUMN yang

110

Keterangan Pemerintah dalam sidang MK, lihat Putusan MK Perkara Nomor 002/PUU-1/2003,
hal. 130 Monopoli oleh Pertamina, dianggap oleh.IMF sebagai salah satu bentuk distorsi sehingga
harus dicabut. Larangan monopoli oleh Perta@ma selaku BUMN dalani?UU Migas lebih parah ./
dari UU Anti Monopoli karena UU Anti Monepoli sendiri membolelikah adanya monopoli oleh:~
BUMN yang bergerak di sektor yang pemmg bagi negara dan yang\menguasal hajat hidup orang
banyak.*° < R 5
i . '\,~ . ’\.' . ’\,~
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k@rgerak di sektor yaqg pentlng bagi nega{a dan yang menguasai hajat hidup

Q'orang banyak 11! Q& \%
R g hanyst” &

O
\O

Sebaq@implikasi pember@@g UU Migas, Pertamina tidak otomatis
menjadi kepala operator dari setiap kegiatan hulu karena ia adalah peserta biasa
dalam tender Wilayah Kerja. Pertamina harus bersaing dengan kontraktor lain,
yang bisa saja "kalah" seperti dalam kasus perebutan operatorship Blok Cepu.
Kenyataan ini menegaskan bahwa BUMN yang dirancang sebagai alat negara
untuk menguasai cadangan dan produksi migas nasional ini sudah tidak lagi
memiliki kontrol terhadap cadangan minyak mentah dan produksinya, apalagi
menentukan volume ekspor dan tingkat harga pada skala dunia. Implikasi

terjauhnya adalah tanggalnya syarat Indonesia menjadi negara anggota OPEC
112 O O

\. \.
,,.\ ...\ ,”\

(Organization of Petroleum Exporting Countrles)
AN

f.  Perubahan ProductlomSharlng Contract (RSC) generasi keempat (2002
sampai sekarang)\ 2\”? ,\“3

Kegiatan ekﬁiora5| dan eka0|ta31 mlnyak bumi di Indbne5|a dilakukan

oleh para Kontraktor berdasarkan“suatu Kontrak Kerja\Sama (KKS) dengan

Pemerintah>“ Berdasarkan pengalaman sejarah .Indonesia, praktek dunia

internaSibhal, serta pertimbangan kelebihan dan kefémahan masing-masing bentuk

N@‘rjé‘sama, saat ini b@tuk KKS yang ideakpa'g'i Indonesia adalah kontrak bagi

>hasil. Hal ini terutamQa karena adanya kow’(s’ep penguasaan negara dan kesesuaian

dengan kondlq\sbsml ekonomi IndoQQS}a

Penggunaan kontrak bagi ha5|l dipilih dikarenakan kegiatan usaha hulu di
bidang minyak dan gas bumi mempunyai kriteria high risk, high tecnology, dan
high capital sehingga baik modal, teknologi, dan resiko yang tinggi tersebut
ditanggung oleh kontraktor sehingga tidak membebani keuangan negara dan
besaran bagi hasil atas minyak dan gas bumi sesuai kontrak-kontrak yang umum
berlaku adalah minyak bumi: 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor.*3

Kontrak bagi hasil ini mempunyai karekteristik sebagai berikut.

111 pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan, N

Persaingan Usaha Tidak Sehat Q) '
12 gyeirazi,.(2008), op.cit. hal. 9 N\ a\ N\
113 Keterangan Pemerintah dalam S|dang~MK Lihat Putusan MK Perkara Nomor 36/PUU-X/2012,
hal. 62 R\ R\ N\
™ ™ Universitas Indonesia
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Kontraktor melak\iahakan operasi mer,}gmt Program Kerja Tahunan yang
sudah dlsetulgl‘ﬁemermtah \<‘<{

Kontrakto{\menyedlakan seluruh\dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam
operasi permlnyakan :

Kontraktor menanggung biaya dan resiko operasi.

Kontraktor diizinkan mengadakan ekplorasi selama enam sampai sepuluh
tahun. Sedangkan eksploitasi boleh dilakukan oleh kontraktor selama 20
tahun atau lebih (jangka waktu kontrak adalah 30 tahun).

Kontraktor akan menerima kembali seluruh biaya operasi setelah produksi
komersial (cost recovery).

Produksi yang telah dikurangi biaya produksi, dibagixantara negara dan
O ) O

kontraktor. i QO

AN AN AN
Kontraktor wajib menyisibkan/mengembalikan «sebagian wilayah kerjanya
kepada Pemerintah. 5% > ol
Seluruh barang opQ‘rasUperalatan yang d@al kontraktor menJaQ' i“milik negara

dan untuk yang dumpor setelah tlba dl\lndonesm ..;\

9. Kontraktor adalah subyek pajak penghasnan dan wajib menyetorkannya secara

10.

3

11.

Iangsuhg kepada Pemerintah:* AN

X

Kontraktor wajib memenuhl kebutuhan mlnyak dalam negeri (DMO) 25%
<dari bagian kontre@or kontrak productl(@ sharlng dengan harga sebesar 25%

dari harga eks QO

X
Kontrakto\r\Wajlb mengallhkan\{@% interestnya setelah produk3| komersial
kepada perusahaan swasta nasmnal yang ditunjuk Pertamina..*

Pasca pengesahan UU Migas, terdapat perubahan PSC pada generasi

keempat yaitu terkait kedudukan para pihak. Pada generasi sebelumnya para

pihak yang terlibat dalam kontrak adalah Pertamina dengan kontraktor, sedangkan

pada generasi yang baru ini berubah menjadi Badan Pelaksana dengan badan

usaha atau bentuk usaha tetap. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang kuasa

pertambangan Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pelaksana Kegiatan

© O O

114 Ety Syamsiyah Ariyati, (2010), Analisis’Ketentuan-Ketentuan di.Production Sharing Contract
Indonesia dalam Kaitannya dengan ¢Renerimaan Negara Mmyék dan Gas Bumi, te5|s>pada
Fakultas Ekonomi Universitas IndonESla hal. 36-46. RN\
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Qsaha Hulu Minyak d@n Gas (BP MIGAS)\untuk melakukan pengendalian dan
“«‘( pengelolaan Keg\%té?l Usaha Hulu di Blgaﬁg Minyak dan Gas Bumi.

\\\3 Namur\\dEmlklan dalam kenyataannya kontrak bagi hasil oleh Pertamina
sejak d|p|mp|n oleh Ibnu Sutowo, hlngga kontrak berpindah ke BP Migas masih
menjadi kontroversi karena dianggap tidak transparan. Terlebih kontrak bagi hasil
dibuat melalui negosiasi dengan 10C selaku pemilik modal, teknologi dan SDM
yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Dengan demikian, kontrak menjadi rawan
korupsi, kolusi dan manipulasi. Dalam kontrak bagi hasil, Pemerintah terkesan
lemah dalam menghadapi I0C. Bahkan terkadang Pemerintah memberi terlalu
banyak konsesi sehingga kekayaan alam itu lebih banyak dinikmati oleh 10C
dibandingkan oleh negara, apalagi rakyat Contohnya adalah kontrak bagi hasil
dengan ExxonMobil di Blok NatuQa D Alpha dimana In\dohe5|a mendapat baglan >
0%, sementara ExxonMobil 100% Pemerintah beralasan teknologi produkSJyang
diperlukan begitu mahal sehmgga investor memedukan konsesi ekstra. Selaln itu,
Pemerintah juga beralq’San bahwa kontrak tqrsebut berkaitan dengan kontrak di
ladang minyak lain yang sedang diincar Pe?nerlntah 11 .;\

Pembuatan kontrak yang . Ndak adil harus dmegah karena negara
seharusnya:mengutamakan kemakmuran rakyat dalam mengelola hasil bumi
rakyat.’fl'riilah pentingnya .i'mblementasi Pasal 83 UUD 1945 dalam rangka
ﬂ@g\"/\'/djudkan Welfarg§stété sebagai refo.([r;\{@s:i 'terhadap kapitalisme. Dengan

<kontrak bagi hasil®yang adil, diharapkan® dapat menghilangkan ketidakadilan

\\ kapitalisme d\f{(%ewujudkan sosia@@‘k melalui cara-cara demokratis.

g. Pelarangan Penetapan Harga BBM Berdasarkan Mekanisme Pasar

UU Migas yang meliberalisasi sektor migas dan menyerahkan harga
minyak bumi sesuai mekanisme harga pasar dikritik oleh sejumlah kalangan.
Sebagian mereka mengajukan uji materi atas ketentuan tersebut dan dimenangkan
olen MK.

Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas mengutamakan mekanisme persaingan
dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan
masyarakat tertentu, sehingga tidak me.n]amln makna prlnSIgdemokraS| ekonomlxj >

AN PN PN

15 Basri, op. cit., hal. 432. R\ RN\ RN\
P > >
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sgbagalmana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) l;{UD 1945. MK melarang penyerahan
116

X
Untuk mence\gzah timbulnya praktl\lg\yang kuat memakan yang lemah, menurut

MK seharusr"fya harga BBM dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan kepentingan golongan masyarakat  tertentu dan
mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Menurut
MK, campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah
menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting
dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat
mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut

termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar.

A& EN EN
O O O
N\ N N

h. Pengurangan Subsidi BBM | ',‘..\\. ',”\\’
Pada masa PreS|dem I\/Iegawatl Pemermtah mengurangi SUbStdI BBM
dengan menaikkan harg“a BBM pada 17 Janqan 2002 dari Rp 1. 450 menjadi Rp
1.550 per liter. PemeYlntah kembali menalkkan harga BBM men]adl Rp 1.810 per
liter 1 Maret\2002 Sebagai kom}sensa5| kenaikan, Pemermtah memberikan
bantuan dergan total 4,43 triliun untuk program bantuan beras untuk rumah

tangga’»hiiskin, kesehatan; lébsial, pendidikang “Usaha kecil, pemberdayaan

.Qgsyérakat pesisir, pe[@a’hgguran, dan kontl'ng,e’bs;i.117

\< \<

4.2.4. Masa Qrélden Susilo Bamk{qr\]g Yudhoyono
a. Pembubaran BP Migas dan PEmbentukan SKK Migas

Hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20
Oktober 2014), pergulatan seputar peran negara ternyata belum berakhir.
Perdebatan ini kembali mengemuka dalam setiap uji materi suatu Undang-Undang
yang terkait dengan Sumber Daya Alam, termasuk di dalamnya UU Migas.
Menurut MK, jika produksi minyak bumi oleh Pemerintah dan DPR dinilai masih
penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara,
c.g. Pemerintah, tetap diharuskan menguasai cabang produksi_yang bersangkutan

O O O

18 Amar Putusan MK Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 N\ "\
17 International Institute for Sustainable Development’s, (2012} Panduan Masyarakat te\‘ltang

Subsidi Energi di Indonesia, Geneva,Hal. 36 2\ A\
> & >
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.d\en’gan cara mengaturs,grhengurus mengelalQ...dan mengawasinya agar sungguh-

118

“sungguh dlpergur\?Rﬁn untuk sebesar bg(afnya kemakmuran rakyat.

MK mengharapkan Indone‘&a melakukan penguasaan negara pada
peringkat pertama, ° yaitu negara ‘melakukan pengelolaan secara langsung atas
sumber daya minyak bumi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih
besar dibandingkan bila dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di
luar negara. Pengelolaan langsung tersebut bisa oleh negara (organ negara) atau
melalui BUMN. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari
Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu
founding leaders Indonesia yang mengemukakan,

. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi
yang besar-besar sedapat- dap‘étnya dllaksanakar{ ol‘eh Pemerintah dengar‘r >
bantuan kapital plnjaman‘darl luar. Apabila S|a§sat ini tidak berhasn perlu
juga diberi kesempatan kepada pengusaha asmg menanam modalnya di
Indonesia deng\an syarat yang dltenl\ukan Pemerintah... Apablla tenaga
nasional dan\kapltal nasional tldak mencukupi, kita pmJ\am tenaga asing
dan kapttal asing untuk melancarkan produksi. ApabJIa bangsa asing tidak
bersedia meminjamkan ‘Kapitalnya, maka .diséri kesempatan kepada

~mereka untuk menanam ’modalnya di Tanafi'Air kita dengan syarat-syarat
‘ yang ditentuK%,,,o'Iéh Pemerintah .I[)\g\j,p”hésia sendiri. Syarat-syarat yang
ditentukan,_itw terutama menjamin(kekayaan alam kita, seperti hutan kita
dan Qsﬁ)uran tanah, @%s tetap terpelihara. Bahwa dalam
pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital
nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing,

sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang... 120

8 pytusan MK Perkara Nomor 002/PUU-1/2003, hal.210.
19 Menurut MK, setidaknya, terdapat tiga tingkat penguasaan negara atas sumber daya alam,
dalam hal ini minyak bumi. Pada peringkat pertama, yaitu negara melakukan pengelolaan secara
langsung atas sumber daya minyak bumi. Peng\uasaan negara pada permq‘kat kedua adalah negara,.. N
membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi-
pengaturan dan pengawasan. Lihat Putusan*MK dalam Perkara Norfar36/PUU-X/2012, hal 102:
120 Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 202 s.d. 203>PT. Toko Gunung Agung Tbk.
Jakarta 2002 sebagaimana dikutip oleh Putusan MK Perkaraquor 36/PUU-x/2012, hal.102.

7, 7 7
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\g Dalam pendapqt ‘Muhammad Hatta\tersebut tersirat bahwa pemberian
“ kesempatan kepqgld\asmg karena kono\ll\sT\negara/Pemermtah belum mampu dan

hal tersebut bbrsﬁat sementara. IanTnya negara yang sepenuhnya mengelola
sumber daya ‘alam. i

Dengan argumen demikian, maka kehadiran BP Migas menurut MK
menimbulkan beberapa masalah, antara lain karena Pemerintah tidak dapat secara
langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk
mengelola seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu. Hal ini
menyebabkan keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
menjadi tidak maksimal.'** Sejak putusan tersebut, maka resmi BP Migas
dibubarkan karena dianggap bertentangandengan UUD 1945,

Pasca pembubaran BP Miggs*gleh MK, Pemeri\n.ta‘ﬁwmengalihkan seg\a}lé:\’
tugas dan fungsi BP Migas kep’ada SKK Migas. Pe{igalihan tersebut dilqkukan
melalui Peraturan Presiden: (P’;zrpres) Nomor 95 "Ré}\wun 2012 tentang Péri\galihan
Pelaksanaan Tugas dan”F‘ungS| Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan
Perpres Nomor 9. T‘ahun 2013 tentang PEnyeIenggaraan Pengélolaan Kegiatan
Usaha Hulu MMyak dan Gas Bumi._ R

Pemerintah merasa perlusmembedakan SKK.Migas dengan Kementerian

ESDM:dan Pertamina. Mentirut Pemerintah lebifi*baik ada satu institusi yang

:@g‘ependen tidak bera@'di Pertamina dan tiQ@k langsung di Kementerian ESDM.

>Pertamina sendiri <adalah perusahaan_fhigas sehingga dikhawatirkan terjadi

benturan kepe@ngan manakala Pertg\m}na mengatur segala usaha migas, terlebih
bila ada kepentmgan kepentlngan tertentu di Pertamina. Menurut Pemerintah,
lembaga seperti SKK Migas juga tidak bisa berada di bawah Kementerian ESDM,
karena Kementerian ESDM selaku Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai
pembuat kebijakan dan regulasi.*?

SKK Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan
Usaha Hulu berdasarkan kontrak kerja sama agar pengambilan sumber daya alam

Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan

A s
)\

121 pyytysan MK Perkara Nomor 36/PUU-X/2042, hal. 105 O ,
122 pernyataan Presiden SBY saat meégumumkan Kepala SKK“ Mlgas yang baru. {ihat
http://finance.detik.com/read/2013/01/43/145223/2139742/1034/sby-cerita-soal-sejarah- bp mrqas

dan-pertamina, diakses pada 13 Maret 2015 pukul 11.38 R\ &
PN N
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y@ng makS|maI bagi negara untuk sebesar; b@sar kemakmuran rakyat. Selain itu,
© SKK Migas memiliki tugas: Q
< 925 MeTF 10

~\ X
% 1. memberlkan pertimbangan kep\alsla Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal

>’ penylapan dan penawaran Wllayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;

2. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

3. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang akan
diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan;

4. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

5. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai
pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; ' :

6. menunjuk penjual Minyak Bunﬁ\tdan/atau Gas Bum?\‘bagian negara yang}‘\t
dapat memberikan keuntungaf} éebesar-besarnya ,bag\i.negara. ”\\’

.(”V \"’\‘ \"‘V
Dalam menjalankan tugasnya, SKK Mfgas diawasi oleh Kom1“5| Pengawas
SKK Migas. Komls\lnl dibentuk berdasar\amanat Perpres Nomor 9 Tahun 2013
mengamanatkan dlbentuk Komisi Pes&;awas SKK Mlgas \’
Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri dari: .\~

ot

1. Ketua Menteri ESDM

@ negara; <<~I
\\\&< 3. Anggota J\(%ala BKPM dan V\@gﬁMenten ESDM.
~ Kom|5| Pengawas mempunyal tugas:

1. memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana
kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi;

2. melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan operasional SKK Migas dalam penyelenggaraan pengelolaan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

3. memberikan pendapat, saran, dan tanggapan atas laporan. berkala mengenai

kinerja SKK Migas; RS O O
AN AN AN
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_+4. memberikan pertiptbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian

Kepala SKK Migas; %
pala SKiCMigas: X o
5. memberkkan persetujuan dalar{}\jpEngangkatan dan pemberhentian pimpinan
SKK Midas selain Kepala SKK'Migas.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas menyampaikan laporan

kepada Presiden secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

b. Kebijakan Anti Nasionalisasi
Untuk mengakomodasi kepentingan investor, Indonesia memastikan tidak

akan melakukan nasionalisasi‘?®

atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam
modal, kecuali dengan undang-undang.dNamun demikian, dalam hal Pemerintah
melakukan tindakan nasionalisasi, Peﬁ;\éfintah akan membeﬁfan kompensasi yang’\““
jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jlka Ch antara kedua belah plhak
tidak tercapai kesepakatan . tentang kompensasi atau gantl rugi, penyelesalannya
dilakukan melalui arblt{‘ase ‘\“? \“?

Kebijkan ahtl nasionalisasi dl?nunculkan oleh PéTnerlntah untuk
menghadapi semlmen nasionalisasi yang sering dldengungkan sebagian kalangan
saat ini.'?% \“Tidak tanggung-tanggung, ide nasionalisasipernah dilontarkan oleh

KWIk Kian Gie, ekonom terkemuka yang pernah menjadl Menteri Perekonomian.

.....

"~‘Neger| (PTN) se<rndone5|a pernah menyampalkan secara langsung ide

nasionalisasi I(ebada Presiden Sus\ko«Bambang Yudhoyono saat rapat kerja
tanggal 5-7 Agustus 2008.'% ’

c. Keputusan Keluar dari OPEC
Pada tahun 2004, Indonesia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak

dalam negeri. Pada 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya

12 Menurut Adrian Sutedi, setidaknya ada tiga metode nasionalisasi di dunia, yaitu metode
renegoisasi kontrak kerja sama, metode penghentian kontrak sepihak kemudian memberikan
kompensasi, dan metode nasionalisasi tanpa,renegosiasai ataupun kompensasi. Lihat Adrian
Sutedi, (2012), Hukum Pertambangan, Jakartaﬁmar Grafika, hal. 31-32. RZ2)
124 Lihat misalnya: Pemerintah Didesak” Nasionalisasi Freeport 19 Februari 201527
http://news.okezone.com/read/2015/02/19/337/1107922/pemerintali*didesak-nasionalisasi- _“\*

freeport, diakses pada 21 Februari 2015;pukul 6.45 WIB. o O
125 Faisal Basri, (2009). Catatan Satq‘Dekade Krisis. Jakarta Erlangga,, hal. 430. RN\
7, N
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ngemutuskan Indonesla; keluar dari OPEC. \lgarena sudah tidak bisa memenuhi

“ «‘( kuota yang dltthtﬂ(an OPEC. Seba%ﬂ< anggota OPEC, pada kenyataannya
\\\3 Indonesia selatu tldak dapat mengka{}trsmam naiknya harga minyak yang sempat
) menyentuh US$ 138 per barel. Pemerintah selalu hanya bisa terkejut kejut seperti
halnya negara negara pengimpor minyak lainnya. Indonesia bersama Irak adalah

negara dengan katagori karena sudah tidak bisa lagi memenuhi dalam kuota
OPEC,bahkan Indonesia merupakan negara satu satunya yang sudah menjadi net

oil importer.

d. Pembatasan Peran Asing
Liberalisasi sektor minyak bumirsudah diprediksi oleh Merry G Klapp
sejak tahun 1982. Klapp menyatalian\bahwa ketika negara yang tadinya regulitor* >
di bidang minyak bumi mulai merangkap sebagai per}gusaha melalui kepemmkan
NOC, maka akan terjadi kor’riﬁ\etisi antara IOC deh'g’:am NOC. 10C yang\'t'é\rancam
dengan kehadiran NOQ ‘akan melakukan carq-cara politis untuk mmaksa negara
agar kembali hanya berperan sebagai regul%ltor .;\
10C akan berkolabora5| dengan Pemerlntah negaranya untuk mendapatkan
akses terhadap sumber minyak ;bimi dan kemudian, mémpertahankan hegemoni
mereka’ ‘Untuk kepentingan Ieréébut mereka melak'ukénnya melalui cara supervisi
x@bljakan liberalisasi sektor minyak bumk paket investasi, pemberian utang
< hingga aksi mlllter\<1nllah yang kemudlan disebut oleh Galleher dan Robinson
O sebagai |mper@t\sm of free trade, ;@ﬁh penggunaan militer dan tekanan politik
v untuk memaksa negara yang Ieblh lemah dan kurang kompetitif, agar bersedia
membuka pasarnya bagi produk asing. Hegemoni 1OC ini secara perlahan
mendapat perlawanan dari negara-negara pemilik sumber daya minyak bumi.
Bentuk reaksi tersebut cukup beragam, mulai dari tuntutan peningkatan nilai bagi
hasil, pembatasan kepemilikan, hingga nasionalisasi.'?’
Perlawanan terhadap hegemoni 10C juga dilakukan Indonesia. Kini
Pemerintah semakin membatasi keberadaan perusahaan asing dalam sektor

minyak bumi, namun tetap memberi porsi besar kepada perusahaan swasta dalam

2 a$ Al

A A AN
N N ND
126 Merrie G. Klapp, The State--Landlord0r Entrepreneur?, Univefsity of Wisconsin-Internatienal
Organization, Vol. 36, No. 3 (Summer;1982), pp. 575-607 o o
127 Nasir, op. cit., hal 106- 107. &% RN\ RS
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n@gerl Misalnya, melé{lw penerbltan Peratu@n Pre5|den Nomor 39 Tahun 2014
Ptentang Daftar Bi Usaha yang Terfitup dan Bidang Usaha yang Terbuka
Q g %d”éﬁg yang Terfitup g yang

~N\
\\\: dengan Pers,\(sma“tan di Bidang Penanaman Modal. Dengan peraturan tersebut,
’ penguasaan negara sebagai |mplementa3| Pasal 33 UUD 1945 semakin terasa
dibandingkan dengan Peraturan Presiden sebelumnya yaitu Nomor 36 Tahun
2010. Banyak bidang usaha yang Kini diprioritaskan untuk perusahaan dalam
negeri (Penanaman Moda Dalam Negeri-PMDN), dan kepemilikan perusahaan
asing (Penanaman Modal Asing-PMA) semakin dibatasi. Bidang usaha di sektor
minyak bumi yang dibatasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1 Pembatasan Bidang Usahadi Sektor Minyak Bumi Tahun 2014
KL KL
No Bidang Usaha Perpre;osleoTahun Perpres 39 Tahun 2014
1. Jasa Konstruksi Mlgas\ 2 20
o™ . ™ Kepemilikan ©modal asing
- Platform & Tidak tercagt}’{m maksimal 75%
RN . D Kepemilikan modal  asing
- - Tangkl\ §pper|cal Tldali‘tglgcantum maksiial 49%
- Instalasi Produksi Hulu | . )
Minyak Bumi di Darat T'.da} tercantum \PM&\I
Ir;sE{la& Pipa Penyalur.dl\ Tidak tercantum { PMDN
¢} - Instalasi Pipa Penyalur di Tidak tercantun®© Kepemilikan ~modal  asing
g N laut i maksimal 49%
N - Tangki ,;I‘-fonsontal/ . aox
QP Vertikal . Tidak tergggtum PMDN
~$< - Instalasj:Qé’nyimpanan dan | .
Y pemasaran migas di darat Tld\%h)\gwcantum PMDN
v 2 Jasa'Survai D"
. . Kepemilikan moda  asing
- Migas Tidak tercantum maksimal 49%
. - Tidak Kepemilikan  modal asing
- Geologi dan geofisika Tercantum maksimal 49%
3 Jasa_ Penur_uang_ Migas: Tidak tercantum PMDN
Jasa inspeksi teknis
4 Jasa Pengeboran
. . Kepemilikan ~ modal
- Minyak bumi di darat asing maksimal 49% PMDN
Kepemilikan ~ modal
Y - asing maksimal 95% di | Kepemilikan modal asing
Minyak bumi di faut luar kawasan Indonesia | maksimal 75%
Bagian Timur Q
5 Jasa Penunjang Migas o Oy
- Jasa operasi sumur dan | Kepemilikan  modal N
pemeliharaan «asing maksimal 95% \PM DN \\
- Jasa Desain dan} Kepemilikan ~ modal’]"PMDN &
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.~ | Engineering Minyak Bumi | asing maksimal.95% |
\( ) Sumber: Pg{é}tufan Presiden Nomor 3\9<‘,j'aﬁun 2014, telah diolah kambali.

Di samsmg itu, Indonesia jug\a membatasi penggunaan tenaga kerja asing
(TKA). Jumlah tenaga kerja pada KKKS produksi sampai akhir tahun 2013
sebesar 29.089 orang. Dari total pekerja tersebut, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
mencapai sekitar 96,4% sedangkan TKA hanya sekitar 3,6%. Sedangkan jumlah
tenaga kerja pada Kontraktor KKS eksplorasi sebesar 1.903 orang. Dari total
pekerja tersebut, persentase TKI mencapai sekitar 93,86% sedangkan persentase
TKA hanya sekitar 6,14%. Penggunaan TKA dibatasi hanya pada disiplin yang
keahlian TKI masih terbatas atau sebagai perwakilan investor (leadership). TKA
disyaratkan harus mempunyai minimum 10 tahun pengalamgm..'i28 \

\\f\' ..,.\\f | M\\’
e. Kebijakan Energi Nasmnal .~§I‘ .~§:'

Untuk menlngkatkan ketahanan energl Pemerlntahan PrBSIden Susilo
Bambang Yudhoyoga\lndonesm memt?t{at Kebuakan EnergtaNasmnal yang
diterbitkan meIqui'Keputusan Menteri>Energi dan Sumber\'Daya Mineral No.
0983 K/16/MEM/2004 yang ker}udlan dltlndaklanlutl dengan menyusun
Blueprlnt\ Pengelolaan Energk Nasmnal (BP- PEN) 2005 - 2025. BP-PEN
kemudlan direvisi menjadl Perpres Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kebijakan
X 'Berdasarkan Pergzes Nomor 5 Tahun &%6 penggunaan minyak bumi 51,66% dan
diharapkan pa& tahun 2025 pengg{g\r}aan minyak bumi menjadi kurang dari 20%,
sehingga su}nber energi alternat"if dan potensial lainnya dapat meningkat
peranannya. Penggunaan minyak bumi di masa depan dapat dilihat dalam target

bauran energi dalam Grafik 4.1 berikut.
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~Grafik 4.1. Targe&(&auran Energi BerQ(aQar Perpres Nomor 5 Tahun 2006
~x
v

\ N
u Minyak Bumi (20%)
u Gas Bumi (30%)
u Batubara (33%)
u Biofuel (5%)
u Panas Bumi (5%)
m EBT lain (5%)
Batubara yang dicairkan (2%)

Sumber: Perpres 5 Tahun 2006, telah diolah kembali

f. Penambahan Dana Bagi Hasil Minyak
Dana Bagi Hasil (DBH) adale@ dana yang bersumb”er dari pendapatan ;‘<

APBN, yang dialokasikan kepadé\‘daerah berdasarkan\"ahgka persentase tertéhtu
untuk mendanai kebutuhan Qaerah dalam rangka pe’laksanaan desentrabsaa
Mulai tahun 2009 ankasﬁuntuk daerah dari ,b®| hasil Dana Baglinl—&sll (DBH)
minyak bumi dltetanga}l masing-masing J@’E persen dari penermﬁannya setelah
dikurangi kom&qhen pajak dan pun%l{fan lainnya.*® Sebg(lqmnya untuk daerah
hanya 15, 0 persen B3 Khusus unx,gk Propinsi Papua, P,Q.pua Barat dan Propinsi
Aceh, Ereporm bagi hasil mmyak bumi untuk ketréa daerah tersebut masing-

maemg sebesar 70 perserg(lxaz Qi.‘.:

My

g. Pembentu@%ewan Energi N@i%l

Keblja]&l sektor minyak bq}h%(udak lepas dari kebijakan di sektor energi
secara makro, sehingga perlu ada sinkronisasi kebijakan energi. Untuk keperluan
tersebut, UU Nomor 30 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya suatu Dewan
Energi Nasional (DEN). Anggota DEN terdiri dari 7 (tujuh) Menteri yang secara
langsung bertanggungjawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan

pemanfaatan energi serta 8 (delapan) anggota dari Unsur Pemangku Kepentingan.

129 YU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daqrah A
130 jhat Pasal 14 huruf e dan huruf f dan Pasa 1%% ayat (1) UU Nomor 3% ahun 2004 2
131 Nota Keuangan dan RAPBN 2009 N ‘\
132 Nota Keuangan dan RAPBN 2010. L’Fh‘af juga UU Nomor 21 Téﬁun 2001 sebagaimana drﬁbah
dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tehtang Otonomi Khusus, E’épua dan UU Nomor 11~}1<ahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. _ RN\ A\
f.\u \«
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QEN dlbentuk melalul\Beraturan Presiden quor 26 Tahun 2008 dan diberi tugas
D untuk: Q Q
R\ ~NN e\ . . .
\\\: 1. Meranca{yg\dan merumuskan k\e@uakan energi nasional untuk ditetapkan oleh
Pemerintah dengan persetujuan DPR.
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional.
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat
energi.
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas
sektoral.
Sebelum DEN dibentuk, Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi
Energi Nasional (BAKOREN) pada tahun 1981 yang diketuai oleh Menteri
ESDM dengan anggota Menteri\Peﬁmdustrian Mente{i‘Pgrhubungan MerEefil‘\t
Keuangan, Menteri Negara thgkungan Hidup, Menterl Negara Rlset\dan
Teknologi, Menteri Negara Perencanan Pembangunan NasmnaI\ (Kepala
BAPPENAS) dan KQpala BATAN. Tugqs utama  dari BAK@?EN adalah
merumuskan kebuakan di bidang energ.l, “merumuskan program pengembangan
dan pemanfaatan energi dan koordlnam pelaksanaan program Dalam kurun waktu
yang cukuﬁ\panjang tersebut, BA\KOREN telah mengh‘asnkan berbagal kebijakan
di bldang energl baik kebuakan umum maupun kebuakan penunjang.*®

;”‘ * Berdasarkan P%rpres Nomor 26 Tawn 2008 struktur organisasi Dewan

\< ‘Energi Nasional te{dlrl atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Dewan Energi
X
\\\‘« Nasional terdlgs\ltas \\‘.~\

\°
W 1. Ketua: Pre3|den

2. Wakil Ketua : Wakil Presiden
3. Ketua Harian : Menteri ESDM
Anggota DEN terdiri atas :

1. 7 (tujuh) orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara
langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan
pemanfaatan energi; dan

2. 8 (delapan) orang dari pemangku.kepentingan, yang terdiri atas kalangan

akademisi, industri, ahli teknologi:fingkungan hidup, dan konsumen. O
AN AN AN

N N CN

133 http://www.den.go.id/index. php/paQe/readPaquZ dlakses paﬁa 13 Maret 2015, pukul 7‘05 WIB
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Oh. Kewajiban Qo)‘porate Social Respor‘lﬁiblllty

Untuk\\{neWUJudkan kemakmuran rakyat dari sektor minyak bumi,
Pemerintah mewajlbkan dllakukannya Corporate Social Responsibility (CSR)
bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di sektor minyak bumi.
CSR harus dipahami dalam kerangka bahwa pembangunan berkelanjutan hanya
akan dapat dipertahankan bila ada keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan harus dibangun atas
dasar prinsip bahwa bisnis hanya akan dapat tumbuh subur di atas masyarakat
yang relatif sejahtera. Oleh karena itu, bisnis harus memperhatian apa yang
disebut dengan triple bottom line, yaituyprofit (keuntungan, laba), people (rakyat)
dan planet (bumi atau Iingkungan hiﬁ}jp). B34 Hal ini perlt];‘\dilakukan oleh duniai‘\t
bisnis melalui kegiatan- keglatan‘fllantropl perusahaan ?dan investasi sosial sep\ertl
membantu masyarakat sekliarnya dalam bidang pendldlkan kesejahteraan usaha
kecil dan menengah (UKM) perlindungan Ilngkungan hidup, dan sqbagalnya

CSR dlwajrb‘kan berdasarkan Una‘ang -Undang Nomor\40 Tahun 2007
tentang Perser()an Terbatas (UU PT)\dan disebut sebagai_ Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan:“ Berdasarkan UUSPT, CSR didefinisikan sebagai  komitmen
pergsahé’a‘n untuk berperan".éé}ta dalam pempangijﬁan ekonomi berkelanjutan

gy“né‘meningkatkan l%@rifés kehidupan dq@jihgkungan yang bermanfaat, baik

'.‘fbagi perusahaan. ‘§enhdiri, komunitas, €etempat, maupun masyarakat pada

135 A X
umumnya. ) )
W W

Kewajiban CSR telah dilakukan baik oleh NOC maupun oleh 10C di
Indonesia. Pertamina sebagai sebuah NOC, selain bertanggung jawab
menghasilkan laba dan memberikan dividen kepada negara sebagai pemegang

saham, juga menjalankan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

134 Rustam Ibrahim, (2007, 29 Juli). Hubungan\Demokram dan Bisnis MQnurut Faham Neoliberal
dan Demokrasi Sosial. Jeneponto: Makalah disusun sebagai pengantar antuk memulai pembahasam /
modul “Bisnis dan Demokrasi” dalam Sekolah Demokrasi yang disclenggarakan oleh Yayasan
Melania, hal. 9.
135 pasall Angka 3 Undang- Undang NOmor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas + }"
A
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R;rogram Bina ngku@gan atau yang Ieb}to dlkenal dengan sebutan Program
X

Sejak melaksanakan Program Kemltraan dari tahun 1993 hingga tahun
2013, Pertamina telah melakukan pemblnaan kepada lebih kurang 95.000 mitra
binaan termasuk Mitra Binaan sinergi BUMN dengan total nilai pinjaman
mencapai kurang lebih Rp 2,9 triliun. Sementara itu, Program Bina Lingkungan
Pertamina dilaksanakan sejak tahun 2004. Realisasi penyaluran dana program
Bina Lingkungan selama tahun 2013 mencapai Rp 362,4 miliar. **’

Tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina juga diwujudkan
melalui aktivitas pengembangan dan pelibatan masyarakat (community
involvement and development/CID) untuk meningkatkan nilai tambah bagi
kehidupan dan kesejahteraan masilar’akat antara lain m\eka‘fUI program Bea5|swa~ >
Sobat Bumi, Sekolah Sobat val Pertamina Soccler School, serta program
Gerakan Menabung Pohon, " o .("v

CSR juga dllaKUkan oleh 10C. Mlsamya Chevron antara |QIF] mendirikan
SMAN 1 di Pekanba?u Riau tahun 1957; rénova5| dan pembang&nan infrastruktur
sekolah di daerah terpencil di sekltar\aaerah operasi Chevroh d| Riau, Kalimantan
Timur dan3Jawa Barat; mendukuhg pendidikan untuk masyarakat Sakai, suku asli
di RiaUx'Chevron menyediak’ari ’buku-buku, membérikan insentif untuk para guru

@n menawarkan be%i,s\/vé kepada ribuar]&gh'zik-anak Sakai melalui program

»Beasiswa Anak As&ﬁ Sakai, menyelengdarakan University Partnership Program

dengan Instltlkgxl‘eknologl Bandung\\fﬁ'B) mendirikan Politeknik Caltex Riau
(PCR), memberlkan beasiswa Darma5|swa Chevron Riau (DCR), mendirikan
Politeknik Aceh, membentuk Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA),
Initiative Engage Execute Empower (I3E), serta meluncurkan Chevron
Earthquake Recovery Initiative (CERI). Saat ini, lebih dari 97 persen karyawan
Chevron adalah warga negara Indonesia.*®

138 peraturan Menteri BUMN No. PER- 08/MI3LJ/2013 tentang Perubahan’? Keempat atas Peraturan .7
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU72007 tentang Program: >
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara déngan Usaha Kecil dan Prog{am Bina Lingkungan. _“\*

17 " Laporan Tahunan Pertamina 2013, hal 313. ‘ o
8 www.chevronindonesia.com % R ? ! &Y
N ¢ \ ' o
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}{ Pengurangan Sub@dl BBM

Presiden \Sél\sﬂo Bambang Yudb?%no tercatat sudah tiga kali menaikkan

67

harga BBM untuk mengurangi bebm sub5|d| BBM. Namun demikian, Presiden

Susilo BambangYudhoyono juga pernah tiga kali menurunkan harga BBM ketika

harga minyak dunia turun. Perkembangan harga BBM pada masa Pemerintahan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Perkembangan Harga BBM pada Masa Pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono

Produk Premium Solar Minyak
O O <k
g i Tanah. O
& A \©
AN o o
Harga awal R\ 1.810 11650 1.800°
o~ \"'\ p \\
Kenaikan Maret 2005&\”3’ 2.400 ;. ~ 2.100 N #2.200
Kenaikan Oktober2005 4500 4.300 <O 2.000
R S R
Kenaikan\MEi 2008 \;..\‘ 6.000 5\.57@6 2.500
Deser‘ﬁber 2008 ‘, ) 5500 ¢ > 5,500 2.500
’Desember 2008 @ 5.000 4.800 2.500
Januari 2009}3 } 4 500 4.800 2.500

Sumber: Dari berbagai sumber, olahan peneliti

Sebagai kompensasi kenaikan BBM, Pemerintah mengalihkan subsidi

untuk program Pendidikan (BOS dan BSM), infrastruktur perdesaan, Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Beras untuk rumah tangga miskin, tambahan subsidi

bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan biaya pendidikan anak

N\

Subsidi Energi di Indonesia, Geneva\hal 36

untuk keluarga PNS, tentara, dan polisi berpangkat rendah.'®®

g o

N9

<
139 1% International Institute for Sustainable Development’s, (2012) Panduan Masyarakat te\‘]tang

N9

X
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4
<</‘4 2.5. Masa Presjden Joko Widodo
Pada k@net masa Pemerint@n Presiden Habibie sampai Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, Kementerian ESDM selalu dibawah koordinasi Menko

Perekonomian bersama kementerian lain seperti Kementerian Keuangan,

Kementerian ~ Perindustrian,  Kementerian, = Kementerian ~ Perdagangan,

Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kemenristek, Kementerian

BUMN, dan —lain-lain. Namun pada masa Presiden Joko Widodo (20 Oktober
2014-20 Oktober 2019), Kementerian ESDM yang berperan strategis dalam
perekonomian justru ditempatkan dalam koordinasi Kementerian Kemaritiman.

Belum lama menjabat, Pe@ermtahan Pre5|deQ\ Joko Widodo RS

mengeluarkan kebijakan energi nas@ﬁal Kebijakan ini sebenarnya menerusk \\

kebijakan pada masa Presiden Sggsﬁo Bambang Yudhqgo Namun demlklan,ytarget
kebijakan energi tiba- tlbg\dimundurkan selarqek 25 tahun melaluk@ératuran
Pemerintah (PP) Nomor’79 Tahun 2014. Melatm PP tersebut, penggﬁmaan minyak
bumi kurang dari g@% ditargetkan baruy ékan tercapai tahun. 219\50 sebagaimana

terlihat dari Gr@}‘k 4.2 berikut. ‘Q\" <<\
S R
\“ & . 3\

Graﬁk 4.2. Target Bauran Energi Berdasar;, PP Nomor 79 Tahun 2014
Q»x :Q‘x :Q"“’
. - oX” AN
<<}

{
A\

N/

arget 2025
mEBT (23%)

H Minyak Bumi
(25%)

Batubara (30%)

® Gas Bumi (22%)

Target 2050
m EBT (31%)

B Minyak
Bumi (20%)
Batubara
(25%)

M Gas Bumi
(22%)

Sumber: PP Nomor 79 Tahun 2014, telah diolah kembali

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo
pesimis dalam melaksanakan target bauran energi, sehingga langkah awal di
untul:\\
memundurkan jadwal pencapalan\sta\trget kebijakan en&fgl nasional yang su@h

pemerintahannya adalah mengeluarkﬁn kebijakan ene@ nasional

V'&

dibuat pada masa Perintahan If{(é5|den Susilo Bambggg*’Yudhoyono.
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\g Kebijakan ene{gl na3|onal ini terus\berubah -ubah. Sebelumnya, target
‘tersebut akan te(<a‘r5a| tahun 2025. Pe \?Rganaan target juga sudah dimundurkan

setahun,, yang\semula akan dlmulalxtahun 2005, menjadi dimulai tahun 2006.
Bahkan kebljakan energi nasional tersebut dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun
apabila dipandang perlu.**

Menurut Pemerintahan Presiden Joko Widodo, minyak bumi ditargetkan
masih akan menempati peran dominan di Indonesia dalam segi konsumsi pada
tahun 2025. Namun pada 2050 ditargetkan energi dari minyak bumi hanya
dimanfaatkan sebesar 20%. Nantinya diharapkan masyarakat akan banyak
menggunakan energi dari batubara, gas bumi, dan Energi Terbarukan.

Salah satu wujud pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang mulai dilakukan
oleh Presiden Joko Widodo adalah pengdrgn.gan subsidi. Sebelum\‘s;atu bulan menjabati‘\‘
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penyesaalan harga BBM. Dalam
kebijakan tersebut, PreS|demmenyatakan tidak akan memberi subsidi Iagl untuk
premium. Penyesualan harga BBM bersubsuir ‘adalah sebesar Rp2 600/ liter untuk
Premium dan Solal\ sehingga harga dl\pasaran menjadi Rp‘8 500/I|ter untuk
Premium danQ?p? 500/liter untuk\SoIar pada tanggal\ 18 November 2014
Kebijakan: ini dimaksudkan tidak-hanya untuk menjaga defisit APBN pada level

yang aman, tetapl juga untuk memperbalkl posrs1 neraca berJaIan mengingat

.....

4.3. Implem\e}\ﬁam Welfare Statquam Sektor Minyak Bumi di Indonesia
Para pendm negara Indonega telah menyepakati bahwa salah satu tujuan
didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa
Indonesia bisa diwujudkan. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan
negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia
dibentuk “... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

o0 o0 oD

& o o
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BY & &
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l(ehldupan bangsa, dar{« 1kut melaksanakan.. J{etertlban dunia ... dengan berdasar
2141

Dkepada ... keadilanSosial b luruh rakyat Ind
“« epa a ca 1\%11 OSla agl seliuru \<a ya n onesm

\\\3 Pernya{aan dalam UUD 1945 menunjukkan keinginan dari para pendiri

negara untuk’ mewujudkan welfare state di Indonesia. Konsep welfare state di
Indonesia untuk bidang perekonomian kemudian dioperasionalkan dalam Pasal 33
UUD 1945. Rumusan tersebut dihasilkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 11 Juli 1945, yang waktu itu dimasih atur
dalam Pasal 32 Bab XIII “Tentang Kesejahteraan Sosial”, yang berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produkSI yang penting bagi negara dan yang..
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai.6feh Pemerintah. ~\"

(3) Bumi dan air dan @kayaan alam yang Terkandung di dalamhya
dikuasai oleh negara dan harus dlperjuangkan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. > >

Namun demlklan tujuan mulia dalam UUD 1945 belum\tercapal Banyak
penyimpangan ﬁerjadl pada masa O@e {.ama dan Orde Baru 'Meski UUD 1945
cenderung \SOSIa|IStIS namun kemlsklnan masih banqu dltemukan Pada masa
Orde Baru ekonomi dljalarjk‘an dengan tafS|ran~berat kepada free market.
Ekonoml dljalankan oleh Kelas pengusaha yang berusaha berkompet|3| dengan

.....

\\g< menakjubkan &aléna monopoli, prcir\elfa Ilsen3| dan fasilitasi khusus. Tidak

g heran jika 32\Tahun Orde Baru telah elahirkan konglomerasi dan kronisme.**
Akhirnya, berkembang aspirasi perubahan UUD 1945, termasuk terhadap

Pasal 33. Terhadap perubahan Pasal 33 UUD 1945, terdapat polarisasi

pendapat.’*® Sebagaimana diakui oleh Sri Adiningsih, bahwa telah lima kali

1L Alfitri, (2012, September) “ldeologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis
Putusan MK Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” dalam Jurnal Konstitusi, 9 (3), Jakarta:
Sekretariat Jenderal MK, hal. 461.
12 Kukuh Fadli Prasetyo, (2012, September) “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan
Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945.”, Jurnal Konstitusi, 9
(3), hal. 497. N N4
143 perdebatan seputar perubahan Pasal 33 UU 1945 antara lain dapat-dilihat dalam Sekretariat->
Jenderal dan Kepaniteraan MK, (2010), Naskah Komprehensif PerGhahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 194-5 Latar Belakang, Proses}dan Hasil Pembahasam&999-
2002, Buku I, Jakarta. &
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dyakukan pertemuan b{dang ekonomi, namtherdapat dua versi pendapat anggota
R yang tidak be@é&l disatukan kar%n% masing-masing pihak tetap pada
\\\ pendlrlannyag4 Hal ini karena a(ka\‘perbedaan mendasar dalam pendapat antara
pendukung sosialis, dan pendukung neoliberal terutama pasca reformasi.
Perbedaan tersebut menjadi bukti bahwa perdebatan seputar welfare state belum
selesai di kalangan para penyusun perubahan UUD 1945, terutama mengenai
bagaimana peran negara dalam perekonomian. Perdebatan tersebut tidak akan
pernah selesai sebagaimana perdebatan di antara para ekonom di dunia yang terus
berlangsung hingga saat ini.

Sebagai hasil kompromi, akhirnya Pasal 33 ditambah dengan dua ayat
tanpa menghilangkan ketentuan Iama Pasal 33 UUD 1945 bertambah menjadl
lima ayat, yang terdiri dari tiga a(at ‘asll ditambah dua ayét baru Pasal 33 UUD
1945 pasca amandemen menjadl berbunyi: < ~\ ,~\

(1) Perekonomian cﬁsusun sebagai usaha bersama berdasar: atas asas
kekeluargaan;* Cn™ o~
(2) Cabang- cabang produksi yang® pentmg bagi negaYa dan yang
menguashl hajat hidup orang banyak dikuasai oleh, négara
(3) Bumi-dan air dan kekayaan alam yang ter@ndung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dlpergunakan untuk sebesar-besar
“kemakmuran rakyat..:
(4) Perekonomian Na3|onal dlselenggarakan ‘berdasar atas demokrasi
) ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga<kese|mbangan kemau%an dan kesatuan ekonomi nasional.
X (5) Ketnguan lebih lanjut mengenal pelaksanaan pasal ini diatur dalam

NS, unqlang undang. \Y;
4 \ »

2}

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia harus dilaksanakan dan
menjadi dasar dalam setiap pembuatan kebijakan di Indonesia. Pasal 33, sebagai
norma yang tegas mengatur campur tangan negara dalam perekonomian dan
menjadi ciri diadposinya konsep welfare state di Indonesia, juga harus
dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi Indonesia,
termasuk dalam sektor minyak bumi. Kebijakan sektor minyak bumi perlu
dianalisis dengan konsep welfare state mengingat sektor tersebut penting bagi

& O O

144 Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanWiK, (2010), op. cit, hal.579. N\
145 Alexander C Chandra, (2011), A Dirty Word? Neo-liberalismén Indonesia’s Foreign Eco?tomlc

Policies, International Institute for Sustainable Development, hal iii. R\
N 2N N
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n\iagara dan menguasag haJat hidup orang\banyak Untuk itu, negara sudah

\ seharusnya berp\e\rém aktif dalam sekto* minyak bumi, dengan mewujudkan

kehidupan be\r{)egara yang demokr\atgs yang pada akhirnya mampu mewujudkan
kemakmuran rakyat. Sebagai sektor yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak, apabila terjadi kesalahan pengambilan kebijakan dalam
sektor minyak bumi, dapat merugikan rakyat secara masif. Untuk itu, kebijakan
dalam sektor minyak bumi di Indonesia akan dianalisis apakah sesuai dengan

implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam kerangka welfare state.

4.3.1. Perwujudan Negara Demokratis

Sejak masa Pemerintahan Presiden Habibie sampai Presiden Joko Widodo,
terlihat aspirasi masing-masing Presiden  untuk me\')\}ﬁjudkan kehidupari\"
demokratis di Indonesia. Masing’:r}ésing Presiden berkeBéntingan untuk diqug\gép
sebagai Presiden yang terpilih’\s’,ecara demokratis: da’\rf berhasil menyelengéérakan
pemilu secara demokrans Aspirasi demokras"dlwuwdkan dengan ‘penghargaan
hak-hak individu da}am bernegara, termasuk hak untuk berusaha Dalam wadah
negara demokh&itls masing-masing m?jlwdu berhak mendapat jaminan kebebasan
dalam berusaha serta untuk mengembangkan usahanya:\

’D‘éngan konsep demok’rési tersebut, nega[a' f’hemberi peran besar kepada

.....

*Terleblh adanya asgrram untuk meWUJudKan pemerlntahan bersih, transparan, dan

akuntabel, mer{[a(\j“lkan negara tidak b\sa berbuat sewenang-wenang. Negara harus
patuh pada kesepakatan kesepkatan yang dihasilkan secara demokratis dalam
bentuk peraturan perundang-undangan.

Konsep demokrasi ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak
yang berkepentingan. Para donor internasional dan pemilik kapital yang sangat
berkepentingan untuk mendapatkan minyak bumi di Indonesia. Mereka
memanfaatkan dengan baik momentum reformasi untuk mewujudkan reformasi
sektor minyak bumi. Reformasi dilakukan melalui penyusunan peraturan
perundang-undangan, terutama UU Migas dan UU Penanaman_ Modal.

UU Migas merupakan hasil reformasi sektor energi-{atas tekanan lembaga™
keuangan multilateral seperti IM’E}ién Bank Dunia. Sg{a\m terhadap sektor Qqe}gi,
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LMF merancang serQngkalan program Ngformam seperti reformasi sektor
\sﬁmber daya air (SDA) perkebunan dan kehutanan, sumber
daya mineral @an seterusnya. IMF menyadarl bahwa mereka memiliki pengaruh
besar dalam mengubah opini dan perilaku seperti yang mereka inginkan.'*
Intervensi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik, mereka
lakukan dengan dalih perlunya Indonesia mempertahankan stabilitas ekonomi
untuk mendukung kepercayaan pasar. Pada kenyataannya, lembaga keuangan
multilateral tidak sepenuhnya memahami kondisi perekonomian Indonesia.
Misalnya, Bank Dunia menyanjung fundamental ekonomi Indonesia, namun tidak
lama kemudian justru Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997.

Akibat krisis ekonomi 1997, Ilndonesia lebih jauh agi ditekan untuk
melakukan liberalisasi meskipun~*’§\ébelumnya sudah‘QEﬁelakukannya sejak’i\’
bergabung dengan WTO. I\/Ielalw Lol kepada IMF tahun 1997, Indone3|a sudah
berjanji memangkas tarif dan melakukan Ilberallsas1 dalam investasi. L04 fersebut
kembali ditegaskan deﬁgan Lol tahun 200Q° yang berisi komltmen Pemerintah
Indonesia untuk rr‘renjaga liberalisasi. berdagangan mengh‘rndarl hambatan
perdagangan dan segala distorsi da‘iam perdagangan, sefta mereformasi sektor
minyak .bumi. Pada titik Jnl negara telah katdh dan menghilangkan
kedgulatéhnya, untuk k.em'udi'an diserahkan’ képada IMF. Sebagai negara

.;@jdaulat, seharusnya”\lg\ndonesia tidak terikq@éngan syarat-syarat dari pihak lain

>'saat menerima bantts'(dn terlebih bila syaraT( itu merugikan kepentingan bangsa dan

negara . Hal 'Ql aneh karena kehad\r:@m IMF sendiri banyak mendapat kritik dari

147 dn sejumlah negara E, namun di Indonesia malah dihormati dan

ekonom
semua rekomendasinya dijalankan dengan baik oleh Indonesia.

Dalam naungan Washington Consensus, IMF, bersama World Bank dan
Asian Development Bank (ADB), datang ke Indonesia memberikan bantuan

dengan mensyaratkan masuknya agenda liberalisasi seperti liberalisasi dan

148 Lampros Vassiolou. “The Dynamic Between The Role Of The Court and Informal Workouts”.
http://www.oecd.org/dataoecd/7/42/1874132.pdf.

47 Sejumlah ekonom dunia yang mengkritik peran IMF antara lain Stiglitz, Martin Feldstein,

George Shult, Jeffry Sachs, dan Paul Krugman biihat Deliarnov, (2006),\Ekon0m| Politik, Jakarta: .

Erlangga, hal. 195. O \
18 IMF dianggap gagal menyelesaikan risis di Rusia, Asia, Amenka Latm dan Turki. Di Asia,

Thailand hanya menjalankan rekomendasi IMF selama satu tahuh, sementara Malaysia menolak
sama sekali campur tangan IMF. tht ‘Deliarnov, op. cit., haI 197 &
7, N
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d@regula& sektor keua@gan privatisasi aser{-aset negara, dan pengetatan fiskal

\<‘< melalui pencabut \<n\§ub3|d| publik di se&t& pangan, pendidikan, dan kesehatan.*

Mereka juga bérkepentlngan agar r\g\,ses pembentukan harga di dalam negeri tidak
jauh berbeda jauh dengan di luar negeri, sehingga efisiensi ekonomi dapat
terselenggara secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut, IMF menuntut kepada
pemerintah Indonesia agar berbagai distorsi dalam perekonomian harus
dihapuskan atau sebagai gantinya, mekanisme pasar yang akan menentukan
jalannya perekonomian. **°

Dengan kehadiran Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan
efisiensi, maka liberalisasi sektor minyak bumi di Indonesia semakin menemukan
pembenaran. Hal ini ditandai dengan {maraknya 10C beropera5| di Indonesia.
Prinsip efisiensi mengandung uniur\persalngan dengan gksternalitas negatlf 14
dan membuka jalan ke arah kapltallsme dan |mperlaﬁsme baru. Hal ini kérena
perkataan “efisiensi” beroﬁenta31 pada maXIml}m gain (dalam badan usaha
ekonomi) dan maxmum satisfaction (dalam transaksi ekqnoml orang-
seorang).”*>> Dengan adanya prinsip eflslensh Pasal 33 UUI;),~'1\945 yang semula
sangat kental r’r?uétan ideologi welfare ‘state menjadi tercé?ni)ur dengan ideologi
Ilberallsme “Liberalisasi ini tldak ‘pernah diakui secara terbuka oleh Pemerintah,

meskl sudah menjadi CII’I kebljakan ekonomi Iuar negeri Indonesia, terutama

,pgsca reformasi. Mer\rut Syelra2| Welfare{\ state sudah mengalami perubahan
2suasana batin karerfa perubahan UuuD sudah menuangkan gagasan pasar di dalam

Pasal 33, sehtngga Indonesia tldak\\\epenuhnya bisa disebut welfare state.'>®

Bukan suatu kebetulan bila ternyata ‘masuknya agenda liberalisasi juga dituangkan
dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang lain pasca reformasi,
termasuk dalam sektor minyak bumi.

UU Migas menandai perubahan mendasar dalam industri minyak bumi

nasional sekaligus menandai pergeseran demokrasi ekonomi menuju demokrasi

9 M Kholid Syeirazi. (2008, 5-7 Agustus), Di Bawah Naungan Modal: Politik Hukum Liberal di
Indonesia Pasca Reformasi, disampaikan dalam sesi "Akomodasi Kepentingan Modal dalam
Proses Pembaruan Undang-Undang,” pada Konferensi Warisan Totarianisrne: Demokrasi

Indonesia dan T irani Modal, Jakarta, , hal. 1. .2 RZ2) RZ2)
150 Wwicaksono, op. cit.. ) D D
31 prasetyo, op. cit., hal. 503. N\ N\ K
152 Harjono, op. cit., hal, 158. o o o
153 Syeirazi, wawancara 26 Maret 2015 K \4 NG
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L{beral yang berunkangekonoml pasar melaiw Ilberallsa5| sektor minyak bumi.

% UU Migas diterbi \(tkén atas nama good \gbﬁ/ernance yang merupakan agenda neo-

liberalisme Xsmg sasarannya senaﬂtlasa berpusat pada efisiensi pengelolaan
sumberdaya “dan menopang pasar bebas. Elemen-elemen kuncinya adalah
demokrasi, akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi. Meskipun
elemen-elemen ini juga menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah
euforia reformasi, namun elemen kunci tersebut ternyata dimanfaatkan untuk
melucuti peran-peran negara di sektor minyak bumi dan menggantikannya dengan
peran dominan swasta. ***

Kehadiran UU Migas ternyata belum membuat iklim usaha sektor hulu
menjadi menarik karena proses investasi menjadi Iebih <birokratis, kurang
memberikan nilai tambah baik pada industri mlgas\nasmnal maupun pada~ >
pendapatan negara dan adanya pembebanan ¢ g pajak  meskipun pélum
berproduksi.*® Indonesia juga belum bisa efisieﬁ”\dalam memproduksii"\minyak
bumi. Biaya produksi mmyak Indonesia men{ngkat terus dari rata- r@fa uUsD 11,10
per barel pada 2004\nenjad| uUSD 11, 54 (2005) uUsSD 12,3 (20@6) dan USD 14
(2007). Di antara sekian banyak kOntraktor cost recovefy Pertamma termasuk
paling tlnggi Pada 2006, Pertamina mengajukan blaya produksi minyak rata-rata
USD 16; 82 per barel, Jauh di*atas kontraktor Iam sékitar USD 4-8 per barel. Pada

.@07' ketika Pertamltk,,'memprodukﬂ mlnyglg dengan harga USD 36 per barel,
»‘Chevron hanya US&B 8 per barel.1*®* &

Dengaq\l}ondm sektor mln)@k\<bum| yang belum efsien, maka aspirasi
untuk Ilberahsa3| semakin kencang dengan tujuan agar peran negara semakin
kecil. Kecenderungan liberalisasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dalam
sistem ekonomi, kini tengah terjadi pergeseran dari ekonomi serba pengaturan
(overregulated) ke ekonomi pasar; sistem politik juga berubah dari sentralistik ke

desentralistik.®’

1% R, Herlambang Perdana Wiratraman, (2008, Mei), Good Governance dan Mitos
Ketatanegaraan Neo-Liberal, Jurnal Bersatu, Jakarta, hal. 4.

1% Riris Munadiya, “Pengembangan Sektor M;gas dari Sudut Persamgan Usaha dalam Ahmad %
Kaylani (ed), (2011), Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Ps‘rsalngan Jakarta: KPPWy >

hal. 71. \ o\ \
1% Syerazi, (2009), op. cit., hal. 73. &> o o
157 Prasetyo, op. cit, hal. 498. R\ R4 R\
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\g Batasan HMN. {eenjadl semakin absu{d dan semakin menandai akomodasi
’kontitusi terhadap ‘ﬁeollberallsme ekggé?m yang mengedepankan liberalisasai

X
ekonomi. Apakula dibaca lengkap Pasal 33 ayat (1) sampai (5), maka akan tampak

keselmbangan dalam konstelasi Rekuatan antara pihak yang mengedepankan
peran pasar dengan pihak yang mengedepankan peran negara dalam
perekonomian. Hal ini berbeda sebelum reformasi ketika UUD 1945 lebih banyak
mengakomadasi ide welfare state dengan mengedepankan peran negara dalam
perekonomian.

Pasca reformasi, perwujudan demokrasi liberal semakin nyata. Hal ini
misalnya diwujudkan dengan kebijakan anti nasionalisasi pada masa Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakandni bukan bagian darigmplementasi Pasal
33 UUD 1945, karena negara igof% menghilangkaQ flé‘é\(tjaulatannya senQi.ri,*‘\t
memanjakan investor dan memghtingkan kepastian hykum, dengan mengapaikan
sisi keadilan sosial maupun: ké’;nakmuran rakyat se‘bé\gai muara dari Pasai(g\?, UubD
1945. Dengan anti naslpnallsaa maka negar\a “didudukkan di bawqh kontrak dan
berada sejajar deng‘an KKKS, terutama “perusahaan asmg P‘erusahaan asing,
sebagai kepar)fangan Pemerintah negara asing, pasti memmkl kepentingan untuk
memajukan:dan memenuhi kebufuhan negara tersebut,

Apablla Indone3|a meérasa dirugikan atas Keberadaan perusahaan asing,

.@rena orientasi perLkahaan tersebut adKah Pemerintah negaranya, dengan

"’mengabalkan kepefitingan Pemerintah _@an rakyat Indonesia, maka kebijakan

nasionalisasi m‘e\upakan hal wajq\&ﬁndonesm memiliki sejarah melakukan
na3|onallsa5| tanpa renegosmsar ataupun kompensasi terhadap sejumlah
perusahaan Belanda pada tahun 1957 ketika Indonesia marah terhadap Belanda
karena tidak kunjung menyerahkan Irian Barat. Tindak lanjut dari nasionalisasi
tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Pada tahun 1965 Indonesia juga melakukan
nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan Amerika sebagai protes atas
dukungan AS terhadap Malaysia, yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan

Indonesia.™® Bahkan saat terjadi kekosongan kekuasaan ketika Jepang menyerah

'?2 A&l N
O O O
N N N
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1% Wwilliam A. Redfern, (2010), Sukaino’s Guided Democracysand the Takeovers of Fo\relgn

Companies in Indonesia in the 19605\ disertasi pada The University of Michigan.
N
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thhadap sekutu, Lask@r Buruh Minyak d{ Indone5|a berani mengambil alih

% perusahaan asing \Xéﬁg ditinggalkan oleh Jépang

X
Menurt{t Madjedl Hasan, Indone5|a juga pernah melakukan nasionalisasi

secara lebih ﬁalus melalui reneg03|a5| kontrak saat terjadi kenaikan harga minyak
yang sangat tajam pada awal 1970. Indonesia dan beberapa negara berkembang
menuntut pembagian yang lebih besar dari windfall profit dengan mengubah
persyaratan komersial kontrak yang lebih seimbang.*®

Dengan demikian, sektor minyak bumi Indonesia belum mewujudkan
demokrasi ekonomi. Perwujudan demokrasi yang terjadi adalah demokrasi liberal
yang menekankan pentingnya mekanisme pasar. Hal ini terutama karena

masuknya paham ekonomi pasar yangberhasil menggeser gemokrasi ekonomi

sehingga tidak sesuai dengan semangé‘tcawal Pasal 33 Ul{D‘i§45 N
,,.\\ o) ? >\
4.3.2. Peran Aktif Negaras" o N

Kebijakan sekrpr “minyak bumi yqng diambil pada masa Presiden
Megawati sampal S Presiden Susilo . Bambang Yudhoyonb menunjukkan
kecenderungan\peran aktif negara s&aagal implementasi_ Welfare state. Presiden
Megawati; imewujudkan peran aktif negara melalui pembentukan BP Migas dan
BPH Mi'gés sesuai amanat .UU’Migas. Pada njasa'.Pfesiden Megawati pula MK

anﬁﬁtuskan agar neg%a’bérperan aktif dalq@,'r’hénetapkan harga BBM, dan tidak

menyerahkannya pada mekanisme pasar Sementara itu pada masa Presiden Susilo

X
Bambang Yuc@Oyono peran aktif nggﬁra diwujudkan melalui pembentukan SKK
Migas sebagal reaksi atas putusan IVIK dan pembentukan Dewan Energi Nasional

(DEN) sebagai amanat UU Energi.

159 |smantoro Dwi Yuwono, (2014), Mafia Migas vs Pertamina: membongkar Skenario Asing di
Indonesia, Jakarta: Galang Pustaka, hal. 45.

180 Menurut Madjedi Hasan, renegosiasi kontrak adalah hal yang wajar. Kontrak dibuat dengan
asumsi bahwa situasi dan kondisi tidak akan berubah ataupun dibuat dengan asumsi yang
kebenarannya baru dapat dibuktikan di beberapa tahun yang akan datang. Namun demikian,
mengingat kontrak sektor minyak bumi berjangka panjang, maka perubahan kondisi adalah hal
yang pasti, dan terkadang di luar prediksi. Hal ini dibenarkan secara hukum, karena dalam hukum
dikenal istilah rebus sic stantibus. Kontrak yang telah dibuat pada dasarnya harus dipatuhi dan
berlaku asas pacta sunt servanda (kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya).
Namun demikian, apabila terjadi keadaan yang menimbulkan perubahan fundamental, maka,,
keadaan tersebut merupakan sesuatu yang dikécualikan. Asas rebus si¢ stantibus dapat dlartlkam >
bahwa kewajiban dalam perjanjian “berlaku selama situasi “masih sama dengan waktu
ditandatanganinya kontrak.Lihat Madjedi Hasan, (2009), Kontrak:Minyak dan Gas Bumi Berazas

Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta Fikahati Aneska, hal 129 dan 3109. R\
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\g Pada kenyataanaya peran aktif nega@ terkendala karena lembaga negara

«s\éktor minyak burpé‘ﬁl Indonesia saat ini masih sebatas
prosedural. L§mbaga negara yanQ\\bersﬁat prosedural menyebabkan birokrasi
berlebihan sehlngga Indonesia menjadl intervensionist state, negara yang banyak
mencampuri urusan warganya. Semakin banyak lembaga berarti semakin banyak
anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara. Bila pembentukan lembaga tersebut
sudah dalam taraf substansif, maka akan memudahkan dan ujungnya
menyejahterakan rakyat. Namun demikian, bila sebatas prosedural, maka
pembentukan lembaga justru akan semakin mengekang kebebasan rakyat karena
adanya birokrasi berlebihan. Perlu disadari bahwa salah satu sebab keruntuhan

negara komunis adalah banyaknya lembaga negara yangctidak efisien dan

A A

mengekang kebebasan masyarakat. & N N

Birokrasi yang berleblhan\mlsalnya dalam perkzman SKK Migas sempat
menyebut ada sekitar 289 psrlzman dalam keglatan hulu migas, yang mehbatkan
sekitar 11 hingga 13 n@ﬁtum Sementara jIkQ dlcetak jumlah kerth perizinan itu
mencapai 600.000. Ie‘mbar a & ' \

Kelembagaan yang masih \taraf prosedural m‘éfrljpakan akibat dari
kecenderungan Pemerintah untuk“membentuk tim terpadu,*® lembaga baru dan
mengel’uéfkan peraturan paru’m setiap ada permasafa{han besar di sektor minyak

@ml Kebijakan ini t')'g\[,le'b'ihan karena tugq@iﬁi terpadu, lembaga baru maupun

>substansi peraturaf> yang dimaksud, <ebenarnya sudah ada, dan tinggal

melaksanakanan sehingga masalgﬁ\ﬂjlsa diselesaikan tanpa membuat tim,
lembaga atau peraturan tersebut.
Kesan berlebihan dalam kelembagaan di sektor minyak bumi juga tampak

saat Pemerintah membentuk SKK Migas meski sebelumnya MK telah

101 http://katadata.co.id/berita/2015/02/17/esdm-sederhanakan-izin-migas-sebelum-diserahkan-ke-
bkpm, http://katadata.co.id/berita/2014/12/23/rumit-perizinan-hulu-migas-mencapai-600-ribu-
lembar, diakses pada 15 Maret 2015 pukul 12.14

162 pemerintah misalnya mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 5 Tahun
2000 kepada para bawahannya dan khusus kepada Menteri Energi dan Pertambangan ditugaskan
untuk membentuk tim terpadu. A
163 Misalnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang~ >
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual&ceran BBM, padahal sudah ada PP Nomor 36 Tahun?
2004 yang di dalamnya sama-sama mengatur tugas BPH Migas untuk melakukan pengaturarisdan
pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM, serta tugas menterl ESDM

untuk menetapkan harga BBM. &% R\ )
N o) >
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nsembubarkan BP Mlggs Tugas dan fungsn@KK Migas sama persis dengan BP

\\ Migas, mesklpurl\l?ﬂD Migas dlanggap bé*tentangan dengan UUD 1945. Hal ini

seolah sebag\&sﬂ(ap pembangkang%m Pemerintah atas Putusan MK yang tidak
rela dengan pembubaran BP Mlgas, padahal oleh MK telah dinyatakan tidak
sesuai dengan UUD 1945.

Namun demikian, antara SKK Migas dan Kementerian ESDM ternyata
belum memiliki koordinasi yang baik. Misalnya, terdapat perbedaan data lifting
antara data SKK Migas dengan Kementerian ESDM, yang belum teridentifikasi
walaupun telah direkonsiliasi setiap triwulan. Hal tersebut berpengaruh terhadap
kewajaran PNBP, DBH dan biaya pemungutan PBB migas yang akan
dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/ kota penghasil minyak bumi. Lemahnya
koordinasi juga terlihat dari belum. adanya SOP yang mehgatur keterkaitan dar‘r
pola hubungan antar-instansi terkalt 184 Tugas SKKS sendlrl (dulu BP Mlaas)
sebagai pengganti Pertamma dalam melakukan.: manajemen kontrak productlon
sharing, tergantung darl operator karena SKK“ Migas bukan badan usaha sehingga
tidak bisa melakukan tindakan sendiri. ™. \ : \

Dalam fal kelembagaan, blla‘alcermatl lebih jauh t‘erdapat tumpang tindih
tugas dan kewenangan di sektor;minyak bumi. Tugas. DEN, SKK Migas dan BPH
Migas beririsan dengan Igem'eriferian ESDM. KebeFadaan DEN, SKK Migas dan
QPH Migas sebenar%a’ bisa dirangkap %eh Ditjen Migas ESDM. Terlebih

.\{”anggaran yang dikelil)arkan cukup besarV\Untuk anggaran DEN dalam RAPBN

2015 saja ter(@at sebesar Rp101 nQ[rar meskipun masing-masing anggota DEN
adalah menterl yang sudah mendapat gaji dan tunjangan dari negara, serta
menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya.

Tugas Ditjen Migas sendiri bisa jadi tidak terlalu berat, karena mereka
juga bisa meminta bantuan dari Kementerian BUMN dalam membina Pertamina,
Lemhannas dalam merumuskan energy security; Kementerian Keuangan dalam
administrasi penerimaan sektor minyak bumi dan pembagian DBH Migas;
Kementerian Koordinator Perekonomian dalam melaksanakan kebijakan lintas

sektoral; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam. menarik investasi

< A S
O £ )\
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% BPK, IHPS I1 2014, hal. 60-61. &> o o
1% | aporan Tahunan SKK Migas 2043, hal. 40. R\ RN\
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sgktor minyak buml,uKomm Pengawas \;Persalngan Usaha (KPPU) dalam

A mengawasi praktlk‘monopoll dan pers\ein’fgan yang tidak sehat di sektor minyak

bumi; Badan Qemerlksa Keuangan \(\BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam mengawa5| penghitungan bagi hasil berdasarkan
kontrak kerjasama; Kemenristek dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk di
dalamnya STEM AKAMIGAS dalam meningkatkan kemampuan SDM dan
teknologi di bidang migas; Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dalam
mengembangkan industri minyak bumi, dan sejumlah lembaga lainnya yang bisa
bersinergi mengelola sektor minyak bumi menjadi lebih baik.

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan pemborosan
anggaran di sektor minyak bumi, maka sebalknya lembaga yang tidak perlu dapat
dibubarkan. Pembubaran lembaga negara tidak berarti Ter‘rgurangl peran neg\ara\ >
namun justru memfokuskan peran negara pada Iembaga yang sudah ada, sehmgga
teruwujud efektifitas dan ef15|en3| \ \

Banyaknya Iembaga yang mengurUSI “sektor minyak buml Ternyata tidak
otomotis menjadlkah Indonesia kuat dal%lm negosiasi dalam bembuatan KKS
minyak bumi . *€® Bahkan meski memlllkl banyak Iembaga,\ Indone5|a tetap tidak
bisa mengantisipasi penurunan” produksi minyak" terus menerus yang
menyebabkan Indonesia t.idakfb'isa memenuhi kuot’a‘dPEC, bahkan tidak mampu

.ng‘(‘edar untuk memen'g{bj' ‘kebutuhan domestoi.g\,,,'Saat terjadi kenaikan harga minyak

""‘mentah negara- negéfa OPEC mendapat fanyak untung, namun Indonesia justru

mengalami d@lt besar-besaran I@m}a besarnya impor minyak yang harus
dilakukan. Hal ini semakin menun]ukkan bahwa pembentukan berbagai lembaga
negara dalam sektor minyak bumi belum dilakukan secara substantif. Kebijakan
lebih substantif misalnya penguatan peran Pertamina selaku NOC. Hal ini
sebagaimana kecenderungan global untuk menguatkan NOC di negara masing-

masing.'®’

166 Misalnya KKS pasca UU Migas tidak lagi mencantumkan klausul standar Production Sharing
Contract (PSC) sebelumnya, bahwa kedaulatan negara dan kepentingan nasional berada lebih
tinggi di atas kontrak, dan bahwa setiap kontrak tidak boleh mencegah, atau membatasi hak
pemerintah Indonesia untuk mengutamakan kepentlngannya termasuk tidak dibawa ke arbitrase. .

Lihat Syeirazi, (2009), op. cit., hal 213-214.¢\ O \’
187 pada tahun 2003 sebelas dari 20 besar’ perusahaan migas durfid-adalah BUMN. Pada tahuin
2013, BUMN migas terus mengalamickemajuan dibuktikan dengan masuknya 14 BUMN:dalam
kelompok 20 besar perusahaan migas‘dunia. Baik untuk tahgn}2’003 maupun 2013, peringkat tiga

7. 7 7
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\g Dengan kond|31§~dem|k|an maka kepqtusan Pemerintahan Presiden Susilo
 Bambang Yudho\)\/o‘ho yang membatasl\ p‘éran swasta asing dalam sektor minyak

bumi patut dla‘pre5|a5| Hal ini dllakukan agar negara memiliki porsi lebih besar
dalam sektor minyak bumi. Demikian pula apresiasai perlu diberikan atas
tindakan MK dalam masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
membubarkan BP Migas agar negara bisa turun langsung dalam pengelolaan
sektor minyak bumi. Campur tangan negara ini sah secara hukum karena WTO
maupun OECD sendiri menyetujui bahwa komoditas minyak bumi tidak masuk
komoditi yang harus terbuka dan transparan dan diperdagangkan secara global
dengan bebas.

Pemberian wewenang besar kepada negara di sektor<minyak bumi bagi

sebagian kalangan saat ini mungkiniaianggap hal yan\g‘t'itapis. Hal ini karena™”
\. S 4

kemampuan negara terbatas dalam hal teknologi ¢modal, dan sumber ;d\aya
manusia. Terlebih sektor mmyak bumi merupakansektor yang hlgh rlsk Namun
demikian, langkah peﬁguasaan langsung negara dalam sektor rmnyak bumi
memang harus dlmufal setahap demi setahép Selama ini, dengan alasan Indonesia
memiliki keteri&atasan dalam modal\teknologl dan sumber daya manusia maka
Indonesia_ s¢olah “dipaksa” unfuk terus mengandalkaﬁ negara asing atau 10C
dalam mengelola sektor mlnyak bumi. ’

Kondisi Indonkla yang butuh mvest@ asmg di sektor minyak bumi pada

posisi lemah (@‘am negosiasi PSC.R a;d;hal sebenarnya negara asing dan 10C lah
yang lebih membutuhkan mmyak ‘bumi untuk menjamin pasokan bagi negara
masing-masing. Dengan memahami kondisi ini, seharusnya masing-masing pihak
dalam KKS berada pada posisi sederajat sehingga KKS bisa lebih adil.

Untuk mengatasi kondisi Indonesia yang belum siap dalam investasi sektor
minyak bumi, maka negara bisa meminta bantuan swasta Indonesia untuk
berperan aktif dalam sektor minyak bumi. Hal ini sesuai semangat yang digagas

oleh M. Hatta, bahwa sumber daya alam sebaiknya dikelola sendiri oleh bangsa

(Saudi Arabia), Gazprom (Rusia), dan NTOQ€ (Iran), dimana ketiga‘perlisahaan tersebut merupakan
BUMN migas di negaranya masing-masing. http://www.referminer.com/studies/1322-bentuk-

kelembagaan-hulu-migas-di-beberapa<negara diakses 15 Maret;2015 pukul 15.11 R\
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ladonesm Pemberlan\kesempatan kepada swasta ini sifatnya hanya sementara

% sampai negara b\é% mengelola sendiri éﬁmber daya minyak buninya. Dengan

X
adanya “pen%xrasaan oleh negara” (tharapkan akan terwujud ketahanan energi

menuju terWUJudnya ketahanan nasional.

Penguatan konsep HMN oleh MK bukannya tanpa kendala. Menurut
Syeirazi, MK mendapat tekanan dari para kontraktor minyak yang mengancam
akan membawa Indonesia ke arbitrase internasional bila UU Migas dibatalkan.'®®
Pada akhirnya MK tidak berani membatalkan UU Migas. Sikap MK tersebut
berbeda dengan sikap MK ketika berani membatalkan UU Ketenagalistrikan'®®
dan UU SDA.'"

MK juga masih memberi ruang privatisasi terhadap Pertamina dan
merestui pencabutan monopoli terQadap Pertamina. Men{mﬁ MK ketentuan Pgsab >
33 UUD 1945 tidaklah mep@lak privatisasi, asahkan privatisasi |tu &kldak
meniadakan penguasaan negé’;a c.q. Pemerintah\untuk menjadi penentu utama
kebijakan usaha dalan\’f “cabang produksi xang penting bagi nqgara dan/atau
menguasai orang barTyak o 2 & .;\

Implementa5| Pasal 33 UUf) 1945 berupa penguatan peran negara
mengalamitkendala karena MK tidak bisa mengeksekusiputusan. Terbukti, pasca

Putusan* MK yang melarang.‘benetapan harga BBM berdasarkan harga pasar,

.ng"érintah mulai mqg@,,'P'résiden Megawati.\ga’rhbai Presiden Joko Widodo tetap
>>mendasarkan harga{BBM pada harga paéa} Misalnya pada APBN dan APBNP

2015 masih cﬂg%w oleh Pemerlntz@})ahwa harga pasar (keekonomian) BBM
dalam negerl "sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal,

188 Syeirazi , (2009) , hal. 5.

189 MK dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 beralasan bahwa dalam Undang-
undang Ketenagalistrikan, alur pikir tentang prinsip penguasaan negara tidak tampak dengan jelas.
Hal ini berbeda dengan UU Migas yang cukup menjelaskan alur pikiran penguasaan oleh negara,
baik pada sektor hulu maupun hilir, meskipun menurut MK masih ada hal-hal yang harus
dipastikan jaminan penguasaan oleh negara.

170 Dalam catatan peneliti, UU SDA setidaknya sudah dimohonkan uji materi sebanyak lima kali,
namun baru permohonan keenam dikabulkan, yaitu pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI1/2013
tanggal 17 September 2014. MK beralasan ketgntuan yang terkait hak penguasaan oleh negara atas .,
air sebagaimana tertuang dalam UU SDA,“dinyatakan bertentangan dengan UUD, padahah >
ketentuan-ketentuan tersebut merupakan“teh atau jantung dari UUNSDA dimaksud. Putusan“viK

sebelumnya yaitu 058-059-060-063/PWU-11/2004 dan Nomor 008/PUU-111/2005 O
™ putusan MK Perkara Nomor OOZ/PUU 1/2003, hal 211 &% RN\
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a{}tara lain harga mmyak mentah di pasar, dgma dan nilai tukar rupiah terhadap

2 dolar AS.172 Q Q
\\\: Denga\lg\adanya Pasal 33 U\th 1945, seharusnya negara menjadi pemain

dominan dalam sektor minyak bumi. Pembentukan berbagai lembaga negara
yang mengurusi sektor minyak bumi merupakan langkah awal menuju welfare
state. Keberadaan berbagai lembaga negara tersebut perlu dilanjutkan dengan
peran negara yang lebih substantif dan membatasi peran asing sehingga Indonesia
lebih mampu mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33
UUD 1945.

Namun demikian, upaya pembatasan peran asing bukannya tanpa
rintangan. Di era globalisasi, keinginancuntuk membatasi asing dan menjadikan
negara dominan dalam perekonorgiaﬁxéemakin mengala\mi\"iéntangan yang he\bat;‘\t
untuk dilaksanakan secara konsekuen Hal ini_ckarena adanya kelnglnan
masyarakat global, terutama\darl negara-negara majt] agar masing- masmg negara
meniadakan hambatan perdagangan baik hambatan tariff maupun Qentarlff Pada
kenyataannya, perdgangan bebas selalu hdak seimbang. Negéra maju dengan
segala kelebihan sumber dayanya,_ blsa memasukkan bahang dagangan dengan
mudah ke\negara maju, semghtara negara berkembang memiliki hambatan
beragam saat ingin memasukkan brang ke negara maju.

&0C yang d|m|I|k1< ‘mudah berlnvestasK dan menambang minyak di negara

Kondisi yang sta terjadl pada sekt({ mlnyak bumi. Negara maju melalui

O berkembang. QQ&\Ilknya negara ber{ge?nbang mengalami kesulitan berinvestasi di
"‘ negara maju Dengan kesenjangan ini, maka negara berkembang semakin
tergantung dan menjadi tempat penghisapan sumber daya oleh negara maju

Penghisapan negara berkembang oleh negara maju inilah yang
dikhawatirkan akibat pelaksanaan ekonomi pasar sesuai mazhab neoliberal.
Bahkanpenganut neoliberal berharap peran Pemerintah semakin kecil dalam
sektor minyak bumi meski Indonesia sudah memenuhi Lol IMF.”® Dalam posisi
ini, Indonesia dilematis. Di satu sisi, Pemerintah Indonesia berkewajiban

melindungi kepentingan seluruh warga negaranya dengan menjamin kesejahteraan
o d oY O
D D D
172 Nota Keuangan dan APBN 2015, danAPBNP 2015. a\ N\

173 paramadina Public Policy Institute z(tanpa tahun), Jalan Baru Indonesia: Mendorong Invésta5|

Mewujudkan Kemakmuran, hal 9. .}’ R
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nsereka dari sektor mu;fyak bumi. Namun d{\SISI lain, Pemerintah membutuhkan
\ pinjaman dari Ier\rlb‘aga donor mternasQn‘aI dan pendapatan sektor minyak bumi
yang sangat Qﬂ;opang oleh 10C ka@a keterbatasan sumber daya manusia, modal
dan teknologi di Indonesia yang belum bisa mengolah sendiri sektor minyak bumi
nya. Akhinya Pemerintah terkesan ragu dalam memutuskan. Misalnya, saat
penelitian ini ditulis, ada sekitar 23 kontrak yang akan jatuh tempo antara 2018
dan 2021.'"* Pemerintah belum memulai pembahasan mengenai pembaharuan
atau renegosiasi kontrak. Ketidakpastian mengenai perpanjangan kontrak menurut
kalangan industri, berpotensi membuat pemegang PSC enggan untuk berinvestasi,
dan ini akan berdampak buruk pada produksi migas. Ketidakpastian ini juga

berpotensi menyebabkan operator mlgas yang selama ini mengelola blok-blok

A
N

migas tidak melakukan investasi ta\mbahan <@ N @ Q

Meskipun mulai membata5| peran asing, di SISI lain ternyata Pemenntah
secara sadar melakukan Ilberallsa3| sektor mlnyak bum| Pemerintah: mengakw
bahwa UU Migas®” - Iahlr untuk menylkapl berbagal perubahan ‘%ksternal dan
internal, baik pengamh globalisasi dan Ilbérallsa3| maupun perubahan lingkungan
strategis sepem otonomi daerah.™® Bagl Pemerlntah,fkata kuncinya adalah
efisiensi,. .dan hanya kompetisi “Saja yang memungkinkan efisiensi itu bisa
tercapal 477 pemerintah menyatakan akan Ieblh mémfokuskan fungsinya sebagai

&gulator, dan secara k[tahap akan meIepag@n fungsinya sebagai operator dalam

<> artian sebagai pelakééna langsung kegiataﬁ,’sesuai prinsip "government function is

N\ R\ .
to govern”. Sejalan dengan makin{meningkatnya kemampuan swasta, fungsi
)Y )

174 Kontrak-kontrak yang berakhir pada 2018: Tuban (JOB Pertamina- Petrochina); Ogan
Komering (JOB Pertamina-Talisman); North Sumatera Offshore (NSO) B (ExxonMobil);
Southeast Sumatera (CNOOC); Tengah (Total); NSO-NSO, Aceh Extent (ExxonMobil); Sanga-
Sanga, Kalimantan Timur (VICO); W. Pasir and Attaka (Chevron Indonesia Company). Kontrak-
kontrak yang berakhir pada 2019: Bula (Kalrez Petroleum); Seram-Non Bula (Citic); Pendaopo
and Raja (JOB Pertamina-Golden Spike); Jambi Merang (JOB Pertamina-HESS). Kontrak-kontrak
yang berakhir pada 2020: South Jambi B (ConocoPhillips); Selat Malaka (Kondur Petroleum);
Brantas (Lapindo); Salawati (JOB Pertamina-Petrochina); Kepala Burung A (Petrochina
International Bermuda); Sengkang (Energy Equity); Makassar Strait Offshore Area A (Chevron
Indonesia Company). Kontrak-kontrak yang berakhir pada 2021: Rokan (Chevron Pacific
Indonesia); Bentu Segat Kalila (Muriah Petronas); Selat Panjang (Petroselat Nwd).
5 Revisi UU Migas tidak kunjung selesai hingga penelitian ini dibuat, meski anggota DPR
periode 2009-2014 berjanji akan menyelesalkan revisi tersebut sebeluny’ berakhlrnya masa bakti
mereka O N ,\
176 K eterangan Menteri BUMN, lihat Putfisah MK Perkara Nomor 002/PUU-1/2003, hal. 149. A
17 Keterangan ahli dari Pemerlntah Dr M. Ikhsan di S|dang MK, lihat Putusan MK_Pérkara
Nomor 002/PUU-1/2003, hal. 171. N R\
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Qperator akan dlserahkqn kepada swasta terutgma nasional, sedangkan Pemerintah

.\ sebagal regulat\czr\ menjalankan fungm pengaturan dan pengawasan.’

Perkembangar\\ ini perlu dlwasttdal karena bukan tidak mungkin akan
menyebabkan terjadinya perubahan fungsi negara dalam sektor minyak bumi,
sehingga menjadi seperti private state, yaitu negara yang mengalihkan sebagian
besar kegiatan dan usaha yang dikuasai selama ini ke pihak swasta.

Gejala ini tampak ketika peran Pertamina selaku NOC dan kepanjangan
tangan Pemerintah, malah terus diperkecil menjadi persero biasa dengan dilarang
melakukan monopoli. Monopoli di sektor minyak bumi sebagaimana dilakukan
olen Pertamina melalui UU Nomor 8 Tahun 1971 tidak seharusnya dicabut,
karena karakter monopoli memang dibutuhkan untuk melaksanakan Pasal 33
UUD 1945.1”° Monopoli oleh negara sama sekali tld\ak‘kellru karena negara
berdasar kedaulatan rakyat sehmgga mengutamakan-kepentingan rakyatlf39 dan
berusaha mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Untuk itu, monopoly by the
law dalam sektor mlnyék bumi seharusnya di d“bolehkan sebagalmana diatur dalam
UU Nomor 5 Tahun\1999 Patut dlduga b‘1a BUMN tetap dlboléhkan melakukan
dalam monopoh sektor minyak burri, maka akan menjadl\penghalang masuknya
korporasi,asing. Peningkatan kapa5|tas negara pemlllk fiinyak bumi melalui NOC
dlkhawatlrkan akan meredukst dominasi 10C.18L &

i~ lronisnya, penqambll kebijakan baqyak yang meragukan kemampuan

182 sebelum
akhirnya reerk dlberlkan kepada Qgrtamlna Alih-alih mendukung NOC, UU
Migas semakln meluaskan domlna5| IOC dalam industri hulu migas nasional.
Pertamina bukan lagi pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang menguasai
cadangan dan produksi migas nasional, serta bukan lagi pengawas dari kegiatan
kontrak bagi hasil sehingga tidak lagi memiliki akses untuk rnengontrol jumlah
lifting dan kewajaran besaran cost recovery. Bahkan untuk keperluan

pembangunan kilang yang bersifat urgent pun menurut Erwansyah Nasrul Fuad,

178 Keterangan Menteri BUMN, lihat Putusan MK Perkara Nomor 002/PUUx1/2003, hal. 151.
9 Ginting, op. cit., hal. 94.
180 Keterangan Sri Edi Swsaono dalam S|dang MK lihat Putusan MK*Perkara Nomor 002/PUU\

1/2003 hal. 87. A\ A\ AN\
'81 Nasir, op. cit., hal. 124. o o
182 Syeirazi, wawancara 26 Maret 2015 R\ RN\
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l{ertamlna Kini harus\gberplklr jauh karen@ n|Ia| investasinya sangat tinggi,
% sementara keduo\lykﬁh Pertamina han@KSebagal operator yang sama dengan
N

~N\
\\\ operator lain, 18{ Y,

Pertamlna telah dirombak gébagai perusahaan dengan skala usaha yang
telah dipecah-pecah (unbundled), sementara perusahaan-perusahaan minyak dunia
lainnya semakin terintegrasi secara vertikal, yang mencapai efisiensinya dengan
mengintegrasikan kegiatan sektor hulu dan hilir. Mereka menambang minyak
sekaligus mengurus distribusi dan penjualannya. Perusahaan-perusahaan minyak
nasional dunia yang Kkini dikenal sebagai” the new seven sisters" adalah
perusahaan-perusahaan dengan skala usaha besar dan terpadu, yang mengontrol
langsung cadangan dan produksi migasnya Perusahaan asing bertindak sebagai '
kontraktor yang bekerja di bawah™ kontrol dan manajemen BUMN terkart\ ’
Perusahaan asing tidak menenthkan kebijakan prbduk3| karena keblj\akan
produksi berada di tangan BUMN yang bertindak: sebagal kepala operatox

Kini kontrlbL@ “produksi Pertamlnq terhadap produksi Qasmnal hanya
sebesar 20%, sembntara sisanya 80% dihasilkan oleh IDC 184 Alih-alih
memperkuat peran Pertamina sebagal kepanjangan bangan negara dalam
menguasal\sektor minyak bumi,“\Pemerintah ternyata ?nalah menambah masalah
yang berpoten3| mengganggu‘kemball ef|3|en5| Pertamma Misalnya untuk tahun

@13 Pemerintah mg[g,ljkl utang terhadap. E\g,[tamlna sebesar USD 4,2 juta untuk

<> penggantian biaya*éébsidi BBM jenis_tertentu, untuk biaya program konversi
\\‘« minyak tanah {ge‘\LPG dan piutang l@ﬁan jasa pemasaran atas jasa memasarkan
’ minyak mentah gas bumi dan LNG bagian Pemerintah.'®> Demikian pula utang
dari sejumlah instansi Pemerintah yang terus bertambah, berpotensi mengganggu

efisiensi Pertamina. Utang instansi Pemerintah terhadap Pemerintah dapat dilihat

pada Tabel 4.3 berikut.

183 Erwansyah Nasrul Fuad, wawancara 3 Febtuarl 2015. O O
184 Benny Lubiantara, (2015), Ekonomi I\/Ngas Tinjauan Aspek Komarsml Kontrak Migas, Jaka{ta
Gramedia, hal 151. K: o
185 | aporan Tahunan Pertamlna2013 \hal 398. K §~’ RN\
O O
o™ & Universitas Indonesia
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\g | Tabel 4.3. l.w\ang Instansi Pemeruqtah Terhadap Pertamina
“\«‘(‘ \« ’ Per 31 De\éaﬁTber 2013
\\.\: \\.~\: \\\
i Instansi Utang (dalam
USD)
Pemerintah 4.290.954.000
PT PLN dan entitas anak 1.004.067.000
TNI/Kementerian Pertahanan 771.702.000
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) 565.962.000
PT Donggi Senoro LNG 370.506.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (utang usaha) G 107.645.000.\‘
PT Garuda Indonesia (Persero) Thk (utang lain-lain) «¢ N 43.138Q0@ '
PT Perusahaan Gas Negara (R(grSero) Tbk . .\gi“\ 41, 291\ 000
PT Pupuk Indonesia (Perse?dj i a - 49 001.000
PT Merpati Nusantara\AlrImes (Persero) (utané lain-lain) ~ 21.479.000
PT Merpati Nusamara Airlines (Persero) (utang usaha) w,.j;"\ 12.664.000
Lain-lain utang usaha (masmg ma\smg di bawah USD" 89.499.000
10. OOO) A N *"\
Utang Laln lain (masmg masmg di bawah USD 10 OOO) 48.926.000
\i Sumber: Lapohan Keuangan Pertamina T&hun 2013, telah diolah kembali.
A% %) ")
X X
NV Atas utang utang yang sangat besar tersebut, Pertamina terpaksa harus

menyisihkan plutang untuk dlcadangkan sebagai kerugian. Untuk tahun 2013 saja,
pencadangan kerugian dari utang usaha sebesar USD 1,4 juta,’® dan dari utang
lain-lain sebesar USD 339 juta.’®’ Di samping itu, kewajiban Pertamina untuk
menyetor deviden dalam jumlah yang sangat besar, mengurangi kesempatan
Pertamina dalam mengembangkan usaha.'®® Kondisi ini menjadikan Pertamina
serba salah. Pada satu sisi, Pertamina diharuskan bersaing dengan 10C sehingga
harus berkerja secara efisien dan tidak boleh rugi. Namun di sisi lain, Pertamina

dibebani oleh Pemerintah dengan berbagai kewajiban. ‘ <
O O O

X4 N9 N9

186 | aporan Tahunan Pertamina 2013, hal459. N\ "\

187 |aporan Tahunan Pertamina 2013, hal. 461. O o

1% Erwansyah Nasrul Fuad, wawacaya’3 Februari 2015. R\ R\
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\g Setelah diberlai{ukannya uu Migas yang mencabut monopoli Pertamina,
“ternyata permasql\ahan di sektor mm@R\ bumi tidak kunjung selesai. Padahal

pencabutan mOnopoll Pertamlna\\ ‘merupakan agenda besar Pemerintah
memberlakukan UU Migas, dan dlharapkan pengelolaan sektor minyak bumi
menjadi lebih baik.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, terlihat Indonesia tidak berniat
memproteksi sektor minyak bumi dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan
dengan sendirinya, padahal diketahui pasar tidak dapat berjalan dengan sendiri.
Perlu campur tangan negara secara substantif agar pasar dapat berjalan dalam
koridor yang sehat dengan tujuan akhir kemakmuran rakyat.

Indonesia harusnya bisa belajar dari peran AS, Eropa dan Tiongkok dalam
sektor minyak bumi. Meski terdap\qt ﬁ\é'rbedaan ideologi\qﬂ;‘élangan mereka, \ada
yang liberal dan ada yang komum's namun peran negara sama-sama sangat besar
dalam sektor minyak bum|\HaI ini mengmgat sektor minyak bumi merupakan
sektor strategis yang. ‘terkalt dengan kepentmgan nasional sehmgga mereka
melakukan segala bara demi mendapafkan minyak buml )AS Eropa, dan
Tiongkok sang*a.t mendukung peran p‘&rusahaan minyak burhi mereka, tanpa peduli
apakah mereka NOC atau bukan. Bahkan di AS,Banyak dari pejabat 10C
tersgbutdilibatkan dalam .peme’r’intahan serta suara mereka banyak didengar dalam

%;n‘gambilan kebijaka%nasional AS. Terleb.'kb,,'pada Tiongkok, yang menganggap

»NOC nya sebagai’perwakilan negara’\‘dalam mendapatkan minyak bumi.

Dukungan TI(&QKOK kepada NOC an sangat berarti dan menjadikan NOC nya
menjadi 10C besar yang disegani dr banyak negara.

Peran Pertamina selaku NOC seharusnya terus ditingkatkan sehingga bisa
bersaing dengan 10C. Pembatasan peran asing sebagaimana dilakukan
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sesuai dengan cita-cita M.
Hatta yaitu agar sumber daya alam dikelola secara langsung oleh Indonesia. Peran
asing sifatmya hanya sementara sambil Indonesia terus belajar untuk mandiri.
Komitmen Pemerintah untuk membatasi peran asing perlu dijaga karena
pembatasan peran asing merupakan bagian dari implementasi.welfare state sesuai
Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, peran negara bisa lebih besar dalam™
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sgktor minyak bumi sebmgga diharapkan daQat Ieblh meningkatkan kemakmuran
D'rakyat. Q Q
’ N\ N\
\V \V

4.3.3. Usahg Mewujudkan Kema\kmuran Rakyat
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan bunyi Pasal
demikian, maka penguasaan negara harus dikaitkan secara langsung dan satu
kesatuan dengan frase ‘“sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bila hal itu tidak
dilakukan, maka bisa jadi negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap
sumber daya alam secara penuh tetapl Ildak memberikan manfaat sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada~
sumber daya alam, namun d| s& lain rakyat tldak\;arta merta mendapatkan
sebesar-besar kemakmuran a;tas sumber daya alam \3‘\
Dalam sektor mn?yak bumi terdapat kébuakan pemberlan Stbsidi, CSR,
Kontrak Kerja Sama Mmyak Bumi, dan ‘penambahan Dana Bagl Hasil Minyak
Bumi, dan Ia|n\1a|n Kebijakan terse&ht akan dianalisis untuk mengetahm apakah
merupakan:bagian dari usaha ~mewujudkan kemakmuran rakyat dari sektor
mlnyakbuml N &Y
\i Negara melakuggn intervensi di sektpr mlnyak bumi antara lain dengan
<> pemberian sub5|d|s< Umumnya sub5|d1< energl dapat didefinisikan sebagai
“berbagai ber\lg{k\tmdakan pemerlnt@}ang bertujuan menurunkan biaya produksi
energi, meningkatkan pendapatan produsen energi atau mengurangi biaya yang
dibayar oleh konsumen energi” Subsidi energi dibagi menjadi dua kategori:
subsidi yang dirancang untuk mengurangi biaya konsumsi energi, yang disebut
sebagai subsidi konsumen, dan subsidi yang bertujuan mendukung produksi
domestik, atau subsidi produsen.*®
Pemberian subsidi merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD

1945 dalam rangka mewujudkan welfare state. Hal ini karena pemberian subsidi

189 pytusan MKPerkara Nomor 36/PUU- X/2oﬁ hal. 100. O O
190 Ellis, Jennifer. (2009). Untold BI|||O{Y5 Fossil Fuel SubS|d|e& Their Impact, and Pam to
Reform, Global K
Subsidies Initiative of the Internatlon‘ar Instltute for Sustamable‘DeveIopment Geneva. }"
N >
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dﬁharapkan dapat meijudkan cita-cita keagllan sosial dalam bidang ekonomi

% sehlngga tercapai ‘kemakmuran yanq<ﬁ$erata sebagaimana amanat penyusun

N
konstitusi (framers of the constltutloﬁ)

Pemberian subsidi pasti mendapat kritik penganut ekonomi pasar. Hal ini
karena keberadaan subsidi mendistorsi pasar sehingga harga akan lebih murah dan
membuat 10C tidak bisa bersaing dengan Pertamina di Indonesia. Kritik atas
subsidi mialnya dari International Energy Agency (IEA). IEA memandang subsidi
energi menghambat proses transisi Indonesia ke sistem energi yang berkelanjutan
dalam berbagai bentuk.. IEA menyarankan agar Indonesia dengan tegas
menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dengan menerapkan jadwal penghentian
subsidi yang ada dan memulai dalam skala yang lebih besar serta melakukan
kampanye komunikasi jangka panjang atas kebutuha\n \waktu dan realo&aﬁ
belanja negara.*® ¢ "\ ) 2

Pemerintah sendiri: s’eijenarnya setengah&h%\ti memberi subsidi~‘\karena
berpendirian bahwa m@“sm relatif besarnya eran subsidi energl Q|anggap dapat
berdampak pada kesmambungan flskdl dan menjadlkan poten5| belanja
infrastruktur menjadl rendah. %2 Perférintah pun akhlrnya\berencana menghapus
subsidi. Berdasar PP Nomor 79;Fahun 2014 tentang. Kebijakan Energi Nasional,

harga. énergi ditetapkan berd'as’airkan nilai keekono'rriién berkeadilan,*® dan akan

.Qlakukan pengurangaQ Subsidi BBM secarQ bertahap sampai kemampuan daya

< beli masyarakat tersapal 194 pemerintah akan melakukan rancang ulang kebijakan

subsidi agar I\e;b\rh tepat sasaran, @en serta mengurangi kerentanan APBN
terhadap perubahan asumsi dasar ekonoml makro, khususnya nilai tukar rupiah
dan Indonesia crude price (ICP).*

Meski kebijakan subsidi kontroversi, negara-negara maju sendiri
melakukan kebijakan subsidi dan tidak membiarkan warga negaranya mendapat
tekanan dari pasar. Indonesia sendiri ternyata menyediakan sejumlah subsidi

untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dalam bentuk insentif

1 International Energy Agency, (2015), Indonesia 2015: Ringkasan Pelaksanaan Kebijakan

Energi Luar Negara IEA, Paris 2 RS K2
192 Nota Keuangan dan RAPBN 2015 hal. |- 2O & D
193 pasal 20 ayat (1) PP Nomor 79 Tahun2014. a\ N\
19 pasal 21 ayat (4) PP Nomor 79 Tahui 2014. o o
1% Nota Keuangan dan RAPBN 2015 hal. 11.4-5. K \4 NG
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p@jék pinjaman kreditxjpénanaman modal, dag.kewajiban pasar minyak domestik.

. \ Pada 2008 saja\ﬁmdusen minyak dan\gas menerima sekitar Rp2,37 triliun

\\\ (US$245 Juta)\‘dalam bentuk kredltxpenanaman modal dan insentif pajak. Selain

itu, Pertamina diuntungkan dengan pembellan minyak mentah yang dipasok oleh

IOC melalui sistem DMO dengan potongan harga yang cukup besar. Subsidi yang

diberikan ke Pertamina oleh Pemerintah pada 2008 bernilai Rp15 triliun (US$1,55

miliar), yang membuat jumlah total subsidi yang diberikan Pemerintah ke

produsen minyak dan gas hulu bernilai sebesar Rp17 triliun (US$1,8 miliar) pada
tahun yang sama.'®

Dengan demikian, subsidi sebenarnya adalah suatu keniscayaan bagi

masyarakat. Pembenahan perlu dilakukan agar subsidi tepat' sasaran dan tidak

dikorupsi. Saat ini, subsidi yang dlbenkan masih kurang trahsparan sehingga sarab

korupsi di daerah dan di pusat, &

mlsalnya banyaknya pungutan dari aparatdesa
saat bantuan diberikan secara Iangsung, ada warga miskin yang tldak dapat
Bantuan Langsung Tunal (BLT) dan seballknya ada warga ekonommya golongan
menengah atau sudah menmggal tetap men?iapat BLT. - .\

Di S|S|\la|n adanya dlsparltas harga antara BBM bersubsidi dan non
subsidi ternyata membuat masalah baru dalam distribusi BBM karena rawan
penyelUn'dupan. Demikian .pu'lé penghapusan prémium oleh Pemerintah juga

x%ni'lai akan menjadi .ry:@,s'alah karena kilang. .I:g\genesia sendiri hanya satu yang bisa

<>memproduksi pertaméx sehingga ujung d-afi kebijakan tersebut tetaplah impor.*®

L Tanpa memba\@un refinery baru de\ngan complexity yang tinggi terlebih dahulu,
"‘ penghapusan premium hanya akan- menguntungkan pihak asing yang sudah lebih
siap menyediakan pertamax. Kebijakan penghapusan premium perlu dikaji lebih

lanjut dengan mempertimbangkan kemungkinan harga minyak mentah ketika

sedang dalam kondisi puncak. Kebijakan ini dahulu diambil ketika harga minyak

sedang turun. **® Harus disadari bahwa kebijakan penghapusan premium maupun
penghapusan subsidi BBM akan mendorong kenaikan inflasi dan pada gilirannya

menekan daya beli masyarakat.

196 1% Tnternational Institute for Sustainable Development s, (2012), Panduan Masyarakat tentang,.”

Subsidi Energi di Indonesia, Geneva, hal. hat 14 O N
97 Damayanti, op. cit.. N\ N\ '\
19 Erwansyah Nasrul Fuad, wawancara:8 Februari 2015. ) o
199 Erwansyah Nasrul Fuad, wawancara 3 Februari 2015. ¢ RN\
o (7, 7, N
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\g Kebijakan penghapusan premium tharusnya diambil dalam kerangka
~ kebijakan energl\ Hasional. Kebuakan\ehergl nasional merupakan bagian dari

|mplementa3|\ \Basal 33 UUD 19{§dalam rangka mewujudkan welfare state
sehingga harus dilaksanakan secara konsisten. Dengan kewenangan negara untuk
mengatur, mengurus, mengelola, serta mengawasi sektor minyak bumi,
seharusnya upaya mewujudkan ketahanan energi bukan lagi hal yang sulit
dilakukan. Melalui Pasal 33 UUD 1945 diharapkan penguasaan terhadap sektor
minyak bumi memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1)
ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga
bagi orang banyak.?® Namun demikian, karena belum konsisten mewujudkan

ketahanan energi, Indonesia selalu mengalami masalah setiap terjadi kenaikan

atau penurunan harga minyak bumiﬁ Hal ini menyebagkaﬁ‘tujuan kemakmuran'~

\.
rakyat sebagaimana dlamanatkan Pasal 33 UUD 1945 belum optimal.. ,;~

Seringnya harga BBM nalk dan turun menunjukkan betapa harga BBM di
Indonesia menyesualkah ‘harga minyak mentah dunia. Hal ini sebenarnya sudah
dilarang oleh MK, seﬁak tahun 2003, nam&n tetap dllaksanakan ‘oleh Pemerintah.
Fluktuasi harga’ BBM menyebabkan\fluktua3| penerimagan dari sektor minyak
bumi. Untuk itu perlu d|p|k|rkan lebih lanjut agar sektor minyak bumi bukan
menjadi* andalan bagi peneeraan APBN. :

\;\ Karakteristik s\mber daya alam s%)agal sumber penerimaaan APBN

""‘memang sering dN;emU| di negara berkembang Negara berkembang sering

mengandalkar\\sektor ekstraktif, ten@ma sumber daya alam, sebagai andalan bagi
penerimaan negara Sektor ekstraktlf biasanya berupa bahan mentah yang nilai
jualnya rendah serta sifatnya tidak elastis terhadap permintaan.

Kondisi saat ini Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif dan
keunggulan absolut di sektor minyak bumi Saat ini Indonesia tidak mampu
memproduksi sendiri minyak bumi yang dimiliki karena tidak memiliki modal,
tenaga ahli, dan teknologi yang memadai. Dari sisi ekonomi, seharusnya suatu
negara memproduksi barang yang benar-benar dikuasai dan rendah biaya

produksinya, agar mendapat keuntungan. optimal. Berdasarkan kondisi tersebut,

< A S
O £ )\

N N N
s AS A\
20 Elli Ruslina, (2012, Maret), “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 cdalam

Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” Jurnal Konstitusis:s¥olume 9 (1), hal. 61-62.4%
NS N 7N
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nsaka tidak tepat bila sektor minyak bumi te{ys menjadl andalan bagi penerimaan

< APBN. Sebagai \Péﬁggantmya Indone \(s“é misalnya bisa mengandalkan sektor

pertanian kare{}a tanahnya subur, dan ‘permintaan terhadap hasil pertanian selalu

meningkat setlap tahun. Selain itu, Indonesia bisa beralih ke industrialisasi bila

benar-benar sudah siap.

Dari sisi ekonomi, kontribusi sektor minyak bumi bagi daerah penghasil
juga masih terbatas penambahan DBH dan CSR.Penambahan DBH minyak bumi
dilakukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Rakyat sebagai
pemilik kedaulatan, sudah sepantasnya menerima hak yang diambil dari bumi
mereka. Namun kemakmuran yang diharapkan ternyata belum merata.
Kalimantan Timur, misalnya mengaku m’engalami “growth Without development”,
pertumbuhan ekonomi daerah mem:mg terjadi namgn \pembangunan belum~
dinikmati oleh sebagian besar\rakyat Kallmantan Fimur.  Kalimantan ,"Rtmur
merasa memiliki sumber. - daya alam yang bemmpah namun sumbé\r daya
manusianya sangat rr@mprlhatlnkan mfragtruktur tidak memaQ”al kerusakan
lingkungan yang saﬁgat parah dan hak hak dasar rakyat Kallméntan Timur juga
sangat mempuhatlnkan Banyak\ keluarga miskin \pengangguran dan
ketimpangan™ antardaerah. Mentrut masyarakat Kalimantan Timur, hal ini
menunjukkan adanya pengknsapan ekonomi daerah oleh Pemerintah pusat atau

Selain |tu }g(emberlan DBH mln)(ak bumi untuk memakmurkan rakyat
ternyata terke@gra masalah blrokras{\‘%tara lain:

1. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah dan DPR  dalam
mengimplementasikan ketentuan DBH, khususnya UU Nomor 33 Tahun
2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, sehingga terdapat penetapan alokasi
DBH bertentangan dengan kedua ketentuan tersebut;

2. Kurangnya keterpaduan atau sinkronisasi antara APBN dengan APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun koordinasi kebijakan antara ketiga

lapis pemerintahan itu;

'?2 A&l N
O O O
N N N

AN AN AN
201 | jhat permohonan perkara Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2004 oleh Masyarakat Kahm‘antan
Timur, dalam Putusan Perkara NomQT T1/PUU-I1X/2011 hal 21‘22
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3§ Belum ada mekam\sme monitoring dan\(ekonsmam antara Pemerintah Pusat
dan Pemerlr\lzaﬁ Daerah untuk nggﬁﬁastlkan bahwa dana yang disalurkan
Pemerlnta{\Pusat sudah dlterlma\aeh pemerintah daerah dan penerimaannya
di Kas Daerah;

4. Masih kurang efektifnya koordinasi antara Departemen Keuangan,

departemen teknis, dan pemerintah daerah dalam menentukan besarnya
realisasi DBH sehingga penyalurannya terlambat;

5. Belum ada prosedur yang memadai untuk memberikan keyakinan kepada
pemerintah daerah mengenai sumber data DBH Migas, jumlah DBH yang
akan dialokasikan kepada suatu daerah, serta waktu penyalurannya.??

Meski masih banyak masalah, penambahan DBH mlnyak bumi merupakan
bagian dari implementasi Paszﬂ 33 UUD 1945 {(&f‘ena bertujuan un\tuk~
mewujudkan sebesar- besarnya Kemakmuran rakyat Pengan memberlkan DBH,
negara telah melakukan tanggung jawab sosial dalam bidang prekonomlan karena
negara menyadari bah\@a perannya lebih quks “dari pada sekedar sgbagal penjaga
malam, tetapi Juga ‘bertugas menjaga ke‘amanan dalam artl k‘ata yang seluas-
luasnya. Nam@n demlklan pember‘an DBH harus diawdsi dan diperbaiki agar
kemakmuran rakyat yang dicita-Citakan dapat terwu;ud N

~Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat pula maka pemerintahan

~Qre3|den Susilo Bambgng Yudhoyono mewallbkan CSR bagi perusahaan minyak
>bumi. Berbeda dengan paradigma ma98( lalu yang menjadikan CSR sebagai

kewajiban, baQu}erusahaan Kini ng}ilanggap sebagai investasi. Sebagai sebuah
investasi, maka semua pihak perlu mewaspadal kemungkinan perusahaan minyak
bumi menjadikan CSR sebagai biaya produksi, untuk kemudian ditagihkan kepada
negara melalui mekanisme cost recovery. Kewaspadaan ini adalah hal yang wajar
karena sebagai entitas bisnis, naluri perusahaan adalah mendapatkan laba sebesar-
besarnya.

Pelaksanaan CSR merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945
dalam rangka mewujudkan welfare state. Melalui CSR, maka rakyat akan
mendapatkan manfaat secara langsung dari perusahaan minyak-bumi, atas minyak

yang telah diambil dari perut bumi-d# sekitar wilayah méal’éi(a tinggal. Hal ini’:\f
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l@rena penguasaan nsgara untuk sebesar; h@sarnya kemakmuran rakyat sesuai
«‘( Pasal 33 UUD 19<115’nak|katnya membe \J‘f(én kewajiban negara untuk: (1) segala
\\\ bentuk peman{*aatan (bumi dan alri\Serta hasil yang didapat (kekayaan alam),
harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (2)
melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di
atas bumi, air, dan pelbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara
langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; (3) mencegah segala tindakan dari
pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan

atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.?

Usaha untuk mewujudkan kemakmuran rakyat juga tampak dari
pelaksanaan kontrak bagi hasil minyak:bumi (PSC). PSC.yang diadopsi dari
filosofi jawa paron, masih menjadi~ri"1\£)del kontrak ideal saat ini, sehingga te\tapi‘\'t
dipertahankan sampai generasl keempat. Pelakéanaan PSC merupakan
implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam kerangka welfare state, karena bisa
menjadi solusi saat |n| d& tengah keterbatasar\l modal teknologi, dzm«sumber daya
yang dimilik Indone§1a dalam pengelolaan\sektor minyak buml Namun demikian,
pelaksanaannya harus diawasi dengan balk agar sesuai dengan tujuan Pasal 33
uuD 194\§§ya|tu untuk meWUJqukan sebesar-besarnya\;Remakmuran rakyat.

RY R S &
+ S S
'l {e S

A% A% ©
\$< \‘« \‘«
S S S
o o o
N\ N\ NV
A\ ™ A\
2% yudi Latif, 2011, Negara Paripurnay Historisitas, Rasionalita$, dan Aktualitas Pancasila, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta I:La{ 602 RN\ '.:}'
N o
:‘.;5 Y Universitas Indonesia
o 2 5N
N R RN
< < 4



5.1.

Keanptﬂan

BAB v\

PEN P
%
S

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

Q
X

diambil kesimpulan sebagai berikut.

1.

Indonesia mengalami masalah ketahanan energi dan tata kelola
minyak bumi. Hal ini karena laju produksi minyak bumi terus
menurun sementara laju konsumsi terus naik sehingga menyebabkan
kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak bumi terus
membesar. Tata kelola minyak bumi yang belum baik, menambah
masalah kesenjangan tersebut

Kebijakan sektor mln\yaR buml pasca ref\orma5| banyak dlwa@ar
liberalisasi karena adanya tekanan dari p}hak asing, dan kebl}akan
energi nasional ndak dilaksanakan dengan konsisten. \
Indonesia sgd‘ah berusaha menerqpkan sebagian Pasal 33 UUD 1945
di sekte?‘ mlnyak bumi dalam rangka meWUJudkan konsep welfare
state yaitu adaya peran aktlf negara dan\ upaya mewujudkan

\kemakmuran rakyat Namun demikian, Indenesm belum menerapkan

£ \
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X
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5.2.

Saran

demokrasi ekonoml sebagalmana semangat awal Pasal 33 UUD 1945.
Hal ini t&utama karena mas'gklg,nya paham ekonomi pasar yang

berhasiltnenggeser demokrasiekonomi.

\ 4 }

5.2.1. Saran Kebijakan

1.

Lembaga yang ada harus dimanfaatkan dengan baik untuk

meningkatkan ketahanan energi dan memperbaiki tata kelola minyak

bumi. Pemerintah harus menghindari kecenderungan untuk

membentuk lembaga baru dalam penyelesaian masalah di sektor
minyak bumi.

Indonesia harus meningkatkan ketahanan nasional
mengambil kebijakan tidak’mudah didikte pihaké%ing.
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.&J 3. Masuknya@éham ekonomi pa}sa;r&~.dalam sektor minyak bumi perlu

%‘3" diikugi<\é%ngan peningkata\r%‘ﬁémampuan Indonesia agar Indonesia
N N ~\N . .
\\\’ tl{}gk‘tergantung terus rr{e;aerus dengan pihak asing.

Ns Ne N

5.2. 2. Saran Akademis
1. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ketahanan energi dalam
Program Studi Ketahanan Nasional yang sifatnya multidisiplin.
Dengan pendekatan multidisiplin, maka pembaca hanya akan
mendapatkan gambaran secara global atas masalah sektor minyak
bumi. Untuk itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dengan

pendekatan disiplin ilmu tertentu untuk lebih mendalami berbagai
- - ’:i‘\ e - . '\‘\t ’\\t\
masalah yang disampaijkan‘dalam penelitian lm.\ v R\
A\ \“
2. Penelitian ini hanya\menggunakan dua, narasumber saat wawahcara

karena keterbatasan waktu. Kedalaman informasi tentu a,kan lebih
baik bila r@rasumber yang dlpllih' Ieblh banyak dan feblh beragam
mewakm\ berbagal kepentlnggm mulai dari akadeﬁ1|5| Pemerintah,
Pertamlna kontraktor rmnyak Indonesia, kontraktor minyak asing,
\pakar hukum, pakar @konoml pakar ketahahan nasional dan pihak lain
P W0 yang kompeten
A% A% ©
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Bagaimana sih pengelolaan Migas oleh Pertamina? Mengapa Pertamina
yang dulunya punya monopoli sekarang sampai dicabut, apakah ada yang

salah dengan Pertamina ?

mungkin beda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu memang dia mempunyai
kekuasaan yang Kkita bilang, bqkan monopoli istilahnya, lebih tinggilah
kekuasaanya. Sebenarnya kalau\dibilang monopoli .kéyaknya sekarang juga
kelihatan masih monopoll\darl sisi misalkan penyaluran untuk LP& 3 kg.
Pertamina sendiri yang ~menya|urkan Kalau~ dulu mungkin suaIu hal yang
berbeda sekarang adalah untuk pengelolaan sektor hulu hulu Mlgas Kalau dulu
kan Pertamina Qu dengan Dlrektorgt\nzi}nanya Managemgn\t@roductlon Sharing
(MPS). MRS itu mengelola sekaligus mengatur, sekéligus juga dia sebagai
operaQr’}adi fungsinya agak"lalau dibilang itu {ahg\kap sebagai regulator dan

sebagal operator. Nah sébagal regulator berértl dia dulu menguasai atau

> memanejemem kontfaktor Kontraktor asmg yang bekerja di Indonesia sebagal

.....

kerja yang .Q{n\"ﬁlhkl oleh anak pergs;%aanya yaitu Pertamina EP. Nah kalau tadi
terkait déngan masalah monq\poll, itu sebenarnya sih kalau yang dikatakan

monopoli, kalau dari sisi proses bisnis sih sekarang juga masih ada.

tapi posisinya mungkin lebih lemah atau bagaimana karena Pertamina
mungkin bersama sama kedudukanya agak sejajar dengan operator

operator lain ?

ya, karena sekarang dia juga sebagai operator. Contohnya waktu pendistrbusian
BBM subsidi, misalkan premium, solar, dan minyak tanah. Pertamina juga
dibantu subsidinya, dibantu dlstr\busmya oleh operatqr lain, istilahnya BUMN
pendamping. Didampingi ole\h PT AKR, ada PT\SPN Ada dua badaq usaha
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’ pendamping. Perl@kuan Pemerintah terQadap Pertamina memang berubah untuk

masalah itu {nbmang .Kemudian )@r‘l‘g kedua tadi masalah pendistribusian untuk
sektor hlm ‘Untuk sektor huIm\Sekarang Pertamina juga diperlakukan sebagai
operator murni, yang regulatornya kan SKK Migas. Pertamina sebagai operator.
Kemudian yang melaksanakan kontrak dengan SKK Migas, anak perusahaannya
Pertamina EP (Exploration and Production), dan Pertamina PHE (Pertamina

Hulu Energi).

Nah dengan perubahan seperti itu tadi nya Pertamina sebagai regulator dan
operator, dia bisa membawahi operator-operator lain. Nah, sekarang
kedudukannya sama dengan operator lain. Slgnlflka5| nya bagaimana Pak’)
Karena ada banyak pendapat bahwa kedudukan nya-sama dengan operator
lain itu akhirnya Pertamma tldak bisa leluasa“untuk melakukan\usaha,
kemudian ketahanan'.eﬁé}gi terganggu d.an"";ebagainya. Dari, pghdangan
Bapak? 4 4 4

M (¥ L ¥

Mungkin kal.au\“itu, harus dibukt.ikaﬁ.kali ya, apakah 'm.é'fﬁang dengan posisi
Pertaminaﬁséperti itu berakibat\béda terganggunya,ﬁiéalkan ketahanan energi
dan sebagainya. Cuma definisikan dulu itu mengenai yang dimaksud ketahanan

en’efgi itu. Apakah persediéan BBM atau kemam‘puan kita memproduksi minyak

< mentah atau apa'gt‘u ‘kan. Kalau dibilg{\]'g’ ketersediaan BBM ya sepanjang tidak

terjadi kelangkéén ya berarti samax;séja Pertamina waktu itu sebagai operator
maupun g@bagal regulator karl s\ama karena kan kalau namanya kelangkaan itu
bukan dlsebabkan oleh posisi*Pertamina sebagai operator atau regulator, tapi dari
sisi kelancaran distribusi. Macam-macam faktornya: perijinan, pajak dan
sebagainya itu kelangkaan faktor alam juga bisa. Nah kalau dari sisi ketahanan
energi misalkan kemampuan memproduksi minyak mentah cenderung turun itu
sebenarnya banyak faktor. Saya pernah buat semacam penilaian,
membandingkan antara turunnya produksi dengan biaya yang sudah dikeluarkan.
Hemat sih gak, ada bunganya. Jadi biayanya dinaikkan pun ternyata produksi
Kita juga tetap aja gak naik-naik. Kalau kita sering lihat itu.kan naik tapi produksi

< a$ $
N O\ O

minyak kita kan begini. D O 'Y
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" apanya yang salg{lq.”? \

nah itu klt&q;(ga nyari-nyari ta{fi \gebenarnya kalau menurut ahli, bicara apa
namanyé teknik di permmyakan ya itu ya karena memang sumur kita atau ya
sumur-sumurnya sudah tua, meskipun mungkin di situ ada cadangan yang
besarpun itu barangnya adanya di dalam, dan itupun sifatnya ‘kan namanya
sumur harus dibor ‘kan, membutuhkan biaya yang tinggi dan gamblingnya tetep
ada. Dulu gambling tapi biayanya kecil karena dangkal. Dulu gambling tapi
dangkal jadi biaya kecil. Masih bisa gambling kita dengan biaya kecil. Tapi
sekarang untuk gambling itu butuh biaya yang besar dan kadang ada kadang
nggak.

apakah ada teknologi khusus’?i‘\". ‘*‘\t' ~§‘\t'

.,,\\' ..,\\. .”\\’

teknologi selama ini yangedipakai namanya Enfianced Oil Recovery,tapi itu kan
berbiaya tinggi EQtha dan peningkatan pf(j\duksi yang didapgg.ké?l'itu data ahli
minyak yang d\isi‘rﬁpan direktur ute}r{nahy}a Pertaminanyg\.ith,“juga tidak akan
meningkatkar’i “minyak yang ngri'i'fikan. Jadi yang,.héir’us kita temukan ya
cadangan baru dan mungklg karena cadangan ba\ru |?u adanya di dalam ya apa

kontfaktor yang mau ngambll dari dalam itu, kalau itu mungkin, akan bisa lagi.

.....

Good gove@‘nce sudah ada yang @enilainya sendiri. Katanya sih bagus, kami sih
secara aﬁdlt belum pernah\\}nellhat nilai good governance, tapi untuk
pengendallan internal kita pernah mendapat penilaian itu sih hasilnya bagus dan
good govenance dinilai oleh ada kan lembaga yang timnya itu katanya bagus

sekian nilainya 8 hampir 9.
Jadi pasca UU Migas yang 2001 itu Pertamina justru membaik?

pasca itu menurut saya sih lebih mengarah ke bisnis. Kalau dihubungkan dengan
ketahanan enargi makanya tadi kalau dihubungkan dengan ketahanan energi
yang mana? kalau ketahanan energl itu terkait cadangan energi Kita, yang

sekarang ini kalau kita lihat cgntohnya misalkan pe\emlum itu 17-20 hark Kalau
N
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klta perang, kltagak dapat supply, klta\bertahan beberapa hari itu juga kondisi
sekarang se \Jt‘ér segitu, jadi kalay<Péta perang itu kita hanya mampu bertahan
segitu |tu\‘d\iband|ngkan dengan}a’pa namanya Singapura, Israel, Malaysia masih
jauh. Slngapura bisa 30 hari, Israel 270 hari. Jadi kalau perang itu yang paling

menang Israel.

Selama ini kita masih terus mengimpor, apakah masalahnya? OPEC masih
menikmati ketika harga naik. Kita malah turun terus

Karena selain produksi yang turun, kapasitas kilang kita juga terbatas.
Perbandingan impor, sama yang kita mampu produksi itu 70:30. Dulu masih

60:40. . ‘
oY oy &
N9 O\ )
Pertamina kan tadinya menguru3| dari hulu sampal hilir sekarang akhlrnya
harus dipecah-pecah msmg masing punya~badan sendiri- sendm apakah
7.5 77N

ada akibatnya Pak’? i N o

N N N
kalau masalah; Cﬂdangan minyak tadl ‘yang 17 hari itu haru§nya Pemerintah yang

berperan \Mungkln kalau Pertémma itu fungsmya\ ma5|h sebagai regulator
mungkm dia bisa membangﬁn tangki. Nah sekarang karena dia sebagai operator

kan mau membangun tangkl mikir- m|k|r |n| Kan kalau sebagai operator itu kan

.....

stok yang berhentl maksudnya duit 5@ng berhentl Kan idelnya 30 hari. Dihitung
nya 30 hQ(r\)erharl konsum3|\S\e}:rgr| misalkan 1400 barel di kali 30, ya itu duit
yang segltu harus stanby. Mungkin kalau dia sebagai regulator mungkin bisa
pakai APBN. Tapi kalau sebagai operator pasti dia mikir, segitu itu duitnya dari

mana.
karena kalau gagal ga diganti?
Ya.

Ada solusi Pak untuk permasalahan Migas yang selama ini terjadi? setiap
kenaikan selalu jadi masalah yang sama. Ternyata kesenjangan antara
produksi dan konsumsi tert@ menlngkat MungKn ada solusi dari Bagak’)
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yang dlperlukan Qleh Indonesia saat uy adalah storage dulu, cadangan untuk
BBM yang \?Eﬁ saya bilang agar @té memiliki ketahanan yang lebih lama tadi.
Karena kalau Kita bicara kete{sedlaan produk itu tersedia di luar negeri, itu
banyak tlnggal kita beli. Nah' perbalkannya ya setiap belinya kita perbaiki tapi
yang perlu kita garisi dari sisi ketahanan energi kita, perpanjang kemampuan
storage kita. Karena pada saat mungkin harga lagi rendah seperti sekarang ini
kita bisa beli sebnyak-banyaknya supaya kita simpan, tetapi begitu harga lagi
naik Kita bisa menggunakan cadangan kita itu apalagi kita kan belum boleh

hedging, ini sebagai bentuk semacam hedging.

Yang kedua, untuk ketahanan energl itu pambangunan kilang, tapi itg
mambutuhkan dana yang cukup unggl Seperti sekarang isu nya kan peremngm
mau diganti dengan pertamax\ Kllang kita yang m‘ampu memproduksi p&rtamax
hanya kilang Balongan satu kilang saja. Itu pun kapa5|tas nya keC|I~yang perlu
kita lakukan ya itu. membangun kilang baru atau ya kalau tldak blsa bangun ya
meng-upgrade \.k’Iang yang ada, ’d\lbangun yang namnga apa pengolahan
tersiernya,. Jadi kilang ada yang<primer sekunder tersiér. Kilang Indonesia itu
baru pfim\er dan sekunder, ‘Ka\lau dia mau mengha\silkan produk yang lebih

tingg’i' ’tersiernya harus dib"éhgun Jadi kita tidak"rhenjual apa namanya minyak

3 hasil olahan yang bermlal rendah. Kan selama ini kita eskpor yang namanya

.....

LSVR, itu Kita, e por. Nah kalau klta?iNSa membangun itu otomatis ya kita gak
perlu ekqu(uu lagi, kita olah Qer;élrl kita biasa menghasilkan pertamax 92.
Makanyg\Jpaya itu (penghapl}s\% premium) sih bagus tetapi mungkin waktunya
belum tepat sekarang. Kita belum mampu. Kalau sekarang dituntut menghasilkan
pertamax nanti ujung-ujung nya Kita juga tetap beli ke luar negeri kalau mau

ganti peremium ke pertamax 92.
Itu rekomendasi yang tim Migas itu belum pas?
menurut saya kalau sekarang belum pas.

nah kenapa dulu bangun kilang yang bukan peruntukannya untuk

a s N2

Indonesia bisa bikin Pertamax?> %) oD
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' ya karena waktu. Qu klta kan memang. Rremlum Kalau mau dirancang langsung

ke pertamax Q/é(mungkln gak sepe[g’éekarang jadi lebih modern
\
berarti Qak ada master plan enjergl produksi minyak itu?

sebenarnya master plan itu sudah ada, semua orang punya tapi misalkan mau
master plan untuk kilang, misalnya Pertamina punya. Jadi upgrading, itu punya.

Cuman duitnya gak punya deviden nya diminta banyak, itu juga masalah
ada kewajiban-kewajiban?

Iya kan Pertamina penyetor deviden terbanyak, terbesar BUMN. la harus nyetor

itu karena kan setahun 10T saja;cgimana mau upgrade-kilang. Duitnya habis

D 2 2
untuk nyetor. QN9 O g

AN AN AN
o o o\
Bagaimana mekanisme subsidi di Indonesia?< &
. ' D

istilahnya cost plus”v Sampai 2006 kebljakan Pemerintah itu |stﬂahnya cost plus
v. Jadi berapa c‘estnya Pertamina, berapa biaya dari penjualan BBM, itu kan pasti
costnya Ieblh tinggi dari pendap:atan dia itu yang dlbantu Pemerintah tapi sejak

2006 ‘beda lagi, namanya MOPS plus alfa. Itu menghltungnya berapa volume

penjualan jlka dlhltung dengan harga pasar« dibandingkan dengan berapa

.....

sampai sek\qrang pakai MOPS lw\’g

\\ \\
masih pakal itu, ga tahu ni sekarang tahun 2015 ini ada perubahan kebijakan lagi

itu mengarah kepada katanya premium tidak disubsidi lagi, yang disubsidi adalah
solar dan minyak tanah. Sebenarnya kebijakan itu akan agak riskan juga.
Memang pada waktu dinyatakan tidak di subsidi lagi premium itu memang
kondisinya premium lagi turun harganya di pasar internasional. Jadi bisa saja

Jokowi bilang saya tidak subsidi lagi, karena memang harganya lagi rendah,
Nanti ketika naik?

nanti ketika naik berbahaya inickalau misalkan naik.&ampai puncak mencapai

harga pasar 12 ribu, kalau tIQEk disubsidi premiuq@kan 12 ribu. m\\'
™ ™ Universitas Indonesia
.‘~\ . " :’\ R :~\
. \' v K L “ k g v
< R <



%
S
@ )
K

114

nah padahal suaéh ada keputusan I\éi{»gdak boleh mengikuti harga pasar?
% Q

katanya emerintah ini ti engikuti data pasar, (tapi) dia membuat
ketetap@s} Tapi kan ketetapa&j&: kan dasarnya apa? artinya kita kan dibenturkan
dengan pasar .
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Q "2 Transkripi\Vawancara
X X R
Qv Y Narasumber; Kholld Syeirazi, M.Si.,

(Pengarﬁét Migas, Penulis Buku Di Bawah Bendera Asing, Liberalisasi
Industri Migas di Indonesia)
26 Maret 2015

T : Bagaimana sih ideologi welfare state dalam peraturan perundang-
undangan?
J . Yang pertama yang saya nyatakan bahwa ideologi ekonomi Kita

sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945 ity sudah mengalami
perubahan suasana batin seja}k’perubahan uuD 1\945 yang berlangsun%\‘"
N\ QX4 N7

sejak dari tahun 2000-2(\)81. \\~ N\

Ketika pasal 33 inl'fh.endak diamandemeih” 'terjadi pertententaﬁg‘én atau
faksonalisasi- aﬁtara tim ahli yang.y Waktu itu dlgawangl Bleh beberapa

ekonom yahg sallng bertolak belakang di dalam menger‘ral pasal 33.
Akhlrnya waktu itu ada'Pak Mubyarto, Dawa’m Raharjo ada Sri Edi
Swasono di satu sm D| sisi lain juga ada Sri Mulyani, ada Sri

3 Admmgsm dkk yang cenderung Ieb|h propasar Akhirnya kemudian

OV Pasal 33 m‘i\ sedikit mengalaml\ kompromi, tetapi substansi dari
&(\(' perubal{agn dan penyisipan re(@(m ini saya kira sangat mendasar.
OB \\ WDV

v Sebelum amandemen , ~Pasa| 33 hanya terdiri dari 3 ayat setelah
amandemen disisipkan kata-kata yang merefleksikan ideologi ekonomi
pasar yaitu ada kata-kata efesiensi berkeadilan. Menurut kesaksian
perumus, tim perumus, yang pernah saya dengar dari salah seorang

perumus, efisiensi berkeadilan ini harus dibaca dalm satu tarikan nafas.

Jadi efisensi berkeadilan, kalau efisiensi tok itu pasar betul, karena pasar
itu berarti cenderung yang dominan itu kan yang dominan itu ya kapital,

modal dan pemilik modal, dan pemilik alat-alat produk5| Karena itu dl\,
N9

situ juga ada aspek berkeqdllan Jadi efisiensi bqueadllan (&
& o
,.<:~ ,.~<:~ &
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Entoh dem.ik{ari kalimat efisie.n.sL...’ ini sudah cukup mencerminkan
akomod&sxéiari paham baru %a?fg masuk di dalam proses amandemen
kongt»@si terkait dengan \pg}monomian, yaitu tidak lagi merefleksikan
secara rigid penganutan ideologi welfare state tetapi sudah ada
akomodasi nuansa pasar. Jadi kalau kita mau lacak hulunya, memang
hulunya adalah diproses perubahan UUD yang dalam konteks ini terkait

dengan perubahan Pasal 33.

Jadi kalau anda tanya bagaimana welfare state, welfare state
sudah mengalami proses, kalau bisa disebut perubahan suasana batin.
Perubahan suasana batin karenq waktu itu tim perumus perubahan sudah ’
menuangkan gagasan pasar~ gigélam Pasal 33 sehjr\.lgga tidak sepenuhnyzi\\t >
bisa disebut welfare sEEtte meskipun ayat ygng lainnya dikhaw%i\&an
oleh Prof Mubyarto®dkk akan hilang, itt tidak (hilang), it tetap
dipertahankan,. ‘st,e’tzbi ada penamlga\hér’:.' Jadi yang sgq\.a,h’\ 'ada itu
dipertahanI@h\, fetapi disusupkar! géﬁe{mbahan baru un?u\k’%“engakomdasi
situasi.dinamika pasar, apalagi‘waktu itu konteks perubahan UUD adalah
pa\qa\vvaktu Indonesig\[e’p\as dari kondisi l{nsg yang membutuhkan

.;'b"anyak sekali qurqrt.féngan kreditur-krgdjtﬁf internasional. Jadi aspek

itu yang diperhjtu"nékan sehingga kemild'ian ada kalimat atau redaksi

efisiensi berkeadilan, ov
X . ~<\<;
Jadi\(l‘l\ sini kemenangaqg?ang propasar mengalahkan yang pro
N\ \~
kerakyatan?

Tidak sepenuhnya kemenangan, tetapi ini kompromi antara kelompok,
ya kalau Bu Sri yang bilang, kelompok nya Pak Mubi (Mubyarto) ini
kelompok konservatif, yang sisi lain itu ya propasar. Jadi ini sebenarnya
tidak sepenuhnya kemenangan aliran propasar. Karena apa? karena ayat-
ayat lainnya yang dikhawatirkan berubah, itu tidak, dibiarkan tidak
dihilangkan, tidak dihapuskan tetapi ada penambahan, jadi ini

sebenarnya kompromi, komp\rgml. 2 )

N ND N9
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Oke, nah kemball ke UUD sebelu@nr perubahan ketika hanya 3 Pasal
pun te\g1‘§ata sejauh yang<‘§aya tahu, Indonesia tidak terlalu
berdatﬂat dalam hal Mlgas karena Pertamina dulu sempat
mengalaml booming, hal- hal yang menyenangkan ketika harga naik,
harga minyak naik. Tapi ketika akhir-akhir Orde Baru juga
kelihatan ternyata Pertamina banyak korupsinya. Nah dulu ketika
masih 3 ayat saja Indonesia sudah keok dalam hal ketahanan energi,
nah apalagi dengan perubahan yang baru ini. Bagaimana anda

melihatnya?

Kalau saya melihat persoalan Qrde Baru itu bukan persoalan acuan dan ’
kerangka hukum yang bermasélah tetapi hukum.z.éman Orde Baru itu«f'
bahasanya Pak Mahfud\ltu adalah hukum yaNg S|fatnya ortodok, }adl
hukum itu dlperalat Kalau dia bisa dlperalat akan diperalat. Kalau tldak

bisa diperalat, .. dllampam untuk- menopang, untuk.. mendukung
N o

kepentlngan Orde Baru. S <

Saya holeh bercerita pada | tahun 1960 itu UU Pertwambangan Migas yang
pertama, itu namanya Ut'Nomor 44 Prp, karéra diambil dari Perpu, Prp

241960 tentang Pertambéngan Minyak dan'Gés bumi. UU ini satu nafas

.....

1960 tenta(lg Pertambangan, Jad( ada UU Pertambangan kemudian ada
uu )@\rb lebih spesifik yar‘g\lbx spesialis UU 44.

Waktu di UU 37, saya kasih contoh bagaimana Orde Baru itu
menukangi UU, itu disitu dinyatakan bahwa kontraktor, itu boleh tetap
beroperasi di Indonesia, ya kontraktor asing, investor asing, perusahaan
asing yang sudah ada di Indonesia yang sudah beroperasi di Indonesia itu
dipersilahkan, diizinkan untuk melangsungkan melanjutkan kegiatan
operasi nya di Indonesia sejauh menjadi kontraktornya perusahaan
negara. Itu bunyi UU 37 Prp 1960 tentang Pertambangan. Jadi
perusahaan asing boleh beropera5| di Indone5|a sejauh dia menjadl

N
kontraktornya perusahaqn negara, artinya® mereka itu meni\adl
N N
N \” o \" R \"
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kontraktorny.a&pérusahaannya negar.eief
QO %)
Tetapt@éda bulan, itu UU |tu\‘ﬁ1a3|h berlaku tetapi tidak lama kemudian,

8 bDJan kemudian setelah\pengesahan UU tersebut, Pak Harto, itu UU
zaman Pak Karno ya, setelah terjadi peralihan kekuasaan dari presiden
Sukarno ke Pak Harto UU yang berlaku itu tetap UU 60 tetapi Pak Harto
kemudian meneken kontrak dengan Freeport, tetapi bukan seperti amanat
Pasal didalam UU Pertambangan Umum maupun Pertambangan Migas.
Kalau UU Pertambangan Umum maupun Pertambangan Migas
menyatakan bahwa kontraktor asing boleh beroperasi di Indonesia sejauh
menjadi kontraktornya perusaha}an negara, jadi mereka kedudukannya di ’
bawah BUMN. 2 &» R

N\ N\

Zamannya Pak Harto mlampaw ketentuan Pasal itu, Pak Harto meneken
kontrak dengan PT Freeport tetapi bukan antara perusahaan \negara
tetapi antara. Pe‘merlntah Indoneswkd‘engan PT Freeport\“fadl G to B.
Tadlnya semangatnya adalah B. IO\B B to B itu artmya)*neletakan proses
negar&dl atas kontrak. Yang berkontrak itu adalah BUMN di bawahnya

negara, dimiliki oleh negara, dikuasai oleh hegara, berkontrak dengan

;'Iiontraktor asing Téfépi dengan apa yahij‘dilakukan oleh Pak Harto

.....

tingkat, sa(u magom dengan k@mtraktor asing sehingga mendegradasn
posq\ﬁemermtah Indoneskaﬁiengan PT Freeport, karena menempatkan
Republlk Indonesia sebagal negara berdaulat, berkontrak dengan
perusahaan asing. Itu kan kontrak, contracting party itu kan para pihak
diandaikan berposisi sederajat. Itu satu, bahwa yang terjadi zaman Orde
Baru itu adalah bukan persoalan kerangka hukumnya tetapi hukum yang
berlaku di zaman Pak Harto adalah hukum ortodok, hukum dibuat untuk
diperalat, ditukangi, dibuat untuk mendukung kepentingan Orde Baru

dan jaringan kekuasaan.

Yang kedua, pada zaman Orde Baru dibuatlah UQ Suntuk menegaskan

kembali, mengukuhkan l\mball posisi di InderSIa sebagai negara yqng
N O\
! '\'} & &
A » >
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memiliki cadqngan Migas cukup b@sar yang memiliki kapasitas untuk
mempro\gﬁkm Migas cukup \;ﬁr kemudian dibuatlah UU Nomor 8
tahur\\197l tentang Pertam}na Di zaman Orde Baru, di dalam UU ini
dlpertegas lagi semangat yang sudah tertuang di dalam UU 37 maupun
UU 44 dipertegas lagi bahwa kontrak itu terjadi sifatnya B to B, bisnis
antara BUMN dalam kaitan ini sudah dipertegas dalam UU itu
Pertamina, itu dengan kontraktor asing. Sifat kontraknya adalah Kontrak
Production Sharing , atau Production Sharing Contract (PSC), mereka
berkontrak dengan Pertamina, Pertamina menguasai dan secara hukum
sebagai kepala operator dari seluruh operasi produksi sumur minyak, jadi
mereka bertanggung jawab karena yang dibayar karena jasanya untuk
menemukan dan memgroduky minyak. Ja\sa\ltu dibayar mel&lur
mekanisme PSC melalm mekanisme bagi hasN Filosofinya dlamblbdarl
semangat Jawa flI‘QSOfI paron di dalam konsep pertanlan Jawa yang
kemudian dla.g‘op3| di dalam S|sterq permlnyakan nasmnqﬂ 'Ini gagasan
UU ini luz% biasa sehingga PS‘C ini dianggap kons?ep yang mampu
mengakomodam kepentmgm negara dalm hal |n|\kedaulatan negara dan

juga kepentingan asing,“karena asing tetap ‘enjoy dengan konsep ini.

~Maksudnya enjoy gi’m’éna 1, ada 3 level ddlam kontrak itu.

.....

Yang per‘tama ownership ,’n‘éﬁwanya, kalau di dalam istilah
pertamf@n\éan mineral right,ﬁ\Q@I?mineral. Kalau di dalam sistem konsesi
negg\}fidak memiliki mir[e%a'i right, begitu dikonsesikan kepada swasta,
swata itu yang memiliki mineral, mau di-apakan, mau produksi, mau
dijual ke mana terserah mereka. Mereka cukup bayar pajak dan royalti.
Itu di dalam sistem konsesi, karena di dalam rezim Migas itu hanya ada
2 sistem saja, sistem PSC itu dan sistim konsesi. Masing masing ada plus
minus. Lha, di dalam PSC ini mineral right tetap berada di tangan
negara, artinya apa, sesuai dengan Pasal 33: bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maksudnya apa,
implikasinya ada di tangan negara sejauh dia berada di dalam yurlsd|k5|

Pemerintah Indonesia, Ka]au dibutuhkan untqk kepentlngan nasmmal

. \.’ ' \‘. ' \..
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harus dlambrl‘g Contoh Chevron pgoduk3| minyak di Riau. Indonesia
perang \%Ieﬁgan Malaysia mi \(alﬁya atau dengan negara negara lain,
mlnyak itu dibutuhkan um;uk menopang, jadi misalnya itu berada di
Indonesia. Minyak dlproduk5| oleh Chevron, bagiannya Chevron kalau
dibutuhkan untuk kepentingan nasiona, bisa diambil. Karena apa?
mineral right itu tetap berada dan milik Pemerintah Indonesia sampai
point of sale namanya, titik penyerahan. Begitu lepas pantai, itu sudah
milik mereka, tetapi begitu tetap barada di wilayah yurisdiksi Indonesia,
itu milik Indonesia, bisa dihentikan, bisa distop. Sudah mau dikirim
distop, karena apa? kontraktor tidak memiliki hak atas kekayaan
mineral. Itu yang pertama mingtal right. ' <
O O Ks )
Yang kedua, mining rlght Berdasarkan konsepyang lama, mining nght
itu tidak dimiliki oleh kontraktor, mlmng right itu dlpegang oleh
Pertamina selaku BUMN Yang ketlga konsep yang. ketlga baru
economic r{gﬁt, hak atas keunytj\ng\an ekonomi boleh gi.-\sharmg antara
Pertamifia sebagai respresentasi dari negara, denga'ri'kontraktor asing.
Jadl n\wmeral right mereka\tldak pegang, rmnlng right mereka tidak

pegang Economic rlght mereka punya.

.....

sebenarnyxyang mengadopsi saxa dla bukan yang merumuskan , tetapi
meng@&bpm saja konsep |Ql\untuk dunia perminyakan. Ini sebenarnya
konsep yang sangat ideal sehlngga ditiru oleh banyak sekali negara dunia

yang Imenggunakan sistem PSC. Ini temuan khas Indonesia.

Sekarang ini 130an negara di dunia mengadopsi PSC karena investor
senang, negara senang. Negara tetapi tetap berdaulat, tetap memenubhi
Pasal 33 tapi investor asing senang, karena apa, mereka bebas beroperasi
tidak berbelit-belit begitu datang ke Indonesia ketemu Pertamina.
Pertamina yang mengurus seluruh perizinannya, yang mengurus
peralatan modalnya. MerekQ tidak dibebani pajgk apapun sebelum

produksi. Begitu produksis ‘baru mereka menge\uarkan dana dulu ur\u
N N o
@ @ @
7 > >
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kepentlngan \teksplora5| Begltu \sudah produksi, seluruh biaya
dlkeluar\baﬁ dalam menang\<aI$ produksi Migas itu diganti oleh
Peme}mtah dengan cost rebo\/ery Secara teknis negara untung, karena
apa, ‘tidak modalin dulu; ya tidak mengeluarkan modal awal untuk
mencari dan menemukan minyak, karena eksplorasi minyak itu
eksplorasi yang sifatnya high capital, kapital intensif padat modal. Jika
anda bayangkan mengeksplor 1 sumur minyak itu bisa sampai USD 15
juta kalau 1 blok itu bisa USD 100 juta, 1 triliun untuk mengeksplorasi,
belum tentu nemu, eksplorasi itu mencari, menggali, menemukan. Belum
tentu nemu. Bayangkan kalau Pemerintah Indonesia menganggarkan
uang untuk eskplorasi. Betapa banyak duit APBN yang musnah secara
sia-sia karena di dalam \lndustrl Migas ini ad\a s‘tfatnya spekulasi atal}
unsur-unsur perjudlan Ketika diterima datanya hasil dari surveyb ada
kandungan mlnyak\seklan begitu dlekspior ternyata isinya ait: doang Itu
sering terjadl sehlngga misalnya tarlun 2013 itu mvestaskyang menguap

itu mencapél UsD 20 m|I|yar \ . &

¥
~ ~ ~

X WS R . :
Kalau dikembalikan ke_pértanyaan awal, dengan* 3 Pasal saja Indonesia

. tidak berdaulat, Oke; Sekarang kita lihat ha§i|~ dari UU 8 Tahun 71 di

> dalamnya ada konsep PSC. Pada tahun tahun tersebut, sekitar tahun

1987 Indone§1a mencapai puncak\produk3| minyak hingga produksi
mlnyal<\~{<|ta itu rata-rata pert{qrrl 6 juta barel, itu tahun 1987. Sejak
UUﬁ?ersebut kemudian |§ghaduk5| kita peak, memuncak terus sampai
paling tinggi sekitar tahun 1987 produksi minyak Kkita tiap hari itu
mencapai 1,6jt barel perhari. Kemudian karena sifat industri Migas
nasional itu tidak terlepas dari intervensi tentara, jadi Pertamina ini kan
fusi dari 3 perusahaan hasil proses nasionalisasi waktu nasionalisasi itu
dulu orang-orang PKI banyak yang mau mengambil alih kilang-kilang
minyak di tanah air. Akhirnya untuk mengantisipasi terjadi penjarahan
rakyat yang waktu itu di mobilisasi oleh PKI, Presiden Sukarno
menugaskan pada Nasut|0r1 untuk mengawal proses naS|onaI|saS|,~ \

\

akhirnya hampir semua \perusahaan yang dlna\smnallsaSI itu di bawah
N N
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dominasi tem{ara sampal ke zama(mya Pak Harto. Kekuasaan untuk
mengelc\)(a‘< Pertamina disera \J(‘én kepada seorang Mayor Jenderal,
namal\ya Ibnu Sutomo. Mktu itu hukumnya lemah karena hukumnya
ortodoks, semua dipakai, semua diperalat untuk mendukung kekuasaan
Orde Baru. Termasuk BUMN yang paling strategis vyaitu untuk
Pertamina di peralat menjadi “sapi perah” untuk mendukung kekuasaan
Orde Baru dan kepentingan konsolidasi militer. Akhirnya Pertamina
collaps. Ibnu Sutowo diberhentikan. Sewaktu Ibnu Sutowo
diberhentikan, utang Pertamina karena Pertamina kemudian keluar dari
khittohnya, keluar dari core business-nya sebagai perusahaan minyak. la
menjadi  konglomerasi tidakchanya produksi  minyak. Uang dari
keuntungan minyak itu \tldé;l\( diinvestasi unt\uk*‘k{epentingan min{qkﬁ‘\t
tetapi untuk kepentingan yang lain. Bikin hqtlel, bikin rumah sakitfbikin
pesawat terbang; &iigiﬁ asuransi. Akhirﬁy; Pertamina collap’sf”\Waktu
Ibnu Sutowo. dlberhentlkan utang Eertamlna mencapai QSD 10 miliar,
sekarang bérartl Rp100 trllyun PErtanyaannya apakahUU yang salah ?
menumt saya tidak, karena apa, yang pertama, kahau UU nya yang salah,
mengapa UU yang dibdat sama dengan Peftamina, copy paste dari

~Pertamina seperti-*'malaysia (punya)/P’étronas. Malaysia dengan

Petroleum .I;').\e,yé'lépment Act tahw,,"ié?S, jadi 4 tahun setelah UU
Pertamlna~<d|sahkan mereka niengirim teknisinya ke Indonesia untuk
belajq(\epada insinyur- |n§m§ur Indonesia. Akhirnya mereka tangkap
semangatnya mereka bawa pulang, mereka bikin UU Petronas
(Malaysian Petrolium Developmen Act) relatif berhasil karena apa,
semangatnya adalah development, mereka pembangunan . Jadi duit yang
digunakan oleh Petronas untuk reinvest itu 70%, jadi keuntungan dari
sektor hulu mereka itu di reinvest 70%untuk nyari minyak lagi, untuk
eksplor lagi sehingga kemudian mereka tumbuh sebagai perusahan
minyak yang sangat kuat. Bandingkan dengan di Indonesia. Anda bisa
bayangkan hanya 10% dari keuntungan bisnis huluPertamina yang di
reinvest untuk kepentingarir“rhinyak lagi untu]é\h‘yari minyak Iagjs*\f
Akhirnya collaps, buk@g\UU-nya tetapi kargaa\fezim Orde Baru g@éh
.g’fv .g"‘\. .g’fv
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rezim yang sez@gat korup dan Pertaquna menyediakan dana yang sangat

Kd k
segar urléj ikorupsi. \«

\
Ada yang mengatakan b‘ahwa dengan PSC itu Indonesia jadi manja
karena tinggal duduk diam ada orang bekerja untuk Kita, kita tidak
tahu apa-apa tiba tiba kita terima hasilnya, tapi selalu berlangsung

puluhan tahun ya Indonesia ga ngerti apa apa
kata siapa ?
lupa, saya sempet baca

PSC semangatnya adalah transfer of knowledge, transfer of technology
dan kemudian pemupukan é‘k‘u’mulasi sumber daygfnanusia itu prinsi;i\‘
PSC. Jadi PSC itu awatnya kenapa dibuat PSC karena kita tldak punya
cukup banyak msmyur perminyakan, tha tidak punya cuk&p modal
untuk nyari m\myak sendiri, dan kltzgﬁga tidak punya teknoIbgl akhirnya
dlbuatlah PSC PSC itu bukan duduk manis, tapi ke?}a bareng. PSC
adalah\kerja bareng Pertam1ba kerja bareng dengan mereka yang sudah
professional, punya teknologi, punya modali“agar apa, dalam jangka

~Waktu 30 tahun makéirﬁal 50 tahun sudah té’rjadi akumulasi pengetahuan

.....

sebut tadl \karena sistem Kita yang korup Semangat yang melandasi PSC
tldal\\p?ernah terjadi. Dal@ Jangka waktu 50 tahun setelah waktu
kontrak kita masih tetap bergantung kepada asing karena apa, satu, tidak
pernah terjadi akumulasi  kapital. Selama Orde Baru, Pertamina
dijadikan sebagai sebagai agent of development, agen pembangunan
yang mendanai seluruh kepentingan pembangunan Orde Baru, dari
membangun armada militer, sampai kemudian bikin rumah sakit untuk
masyarakat itu dari duit Pertamina semua. Artinya apa, artinya
Pertamina dijadikan sebagai tumpuan, sebagai alat untuk memperbesar
yang lain, tetapi kepentingan_untuk membesarkan.Pertamina sendiri
sampai terlewatkan. Jadi sem\éhgat PSC itu sebena\?hya semangat keri&\\f
sama untuk itu semgg&éhingga dibatasi n@{simal 50 tahun."lgatéu
\\ ,g’f\" ,g’.?"
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sekarang klta\masm ribut soal Blok\Mahakam itu pemangku kepentingan
kita betu \J‘ﬁewl tidak memaha \Jﬁﬁ semangat dari PSC. Masak 50 tahun
Kita masm meragukan, bahkan pejabat kita masih meragukan BUMNnNya

sendlrl
Apa transfer of knowledge itu bener sudah terjadi?

Luar biasa, kalau anda selidiki ke Petronas itu banyak sekali insinyur
kita yang mendapat posisi penting di Petronas yang dibayar tinggi ,
Thailand PTT banyak sekali yang mendayagunakan insinyur Kita.

Kalau soal resources, kita ini punya insinyur yang nomor tiga terbaik di
dunia,insinyur perminyakan,.{rienurut survei dari saJéh satu perusahaan,\f'
saya lupa, tapi ada datanya, nomor tiga dldunla\yang tidak terjadi adalah

akumulasi kapital dan transfer teknologl karena apa, ya tadi klta salah
77N
urus selama lebiky darl 30 tahun e
‘\.. N A

Ini apakah\hanya faktor mternal salah urusnya |tu ‘atau ada agenda

S

asmgwang sengaja melemsﬁ1kan’> X

A NS A
Saya tidak melihat agenda asing pada waktu zaman Orde Baru kalau

anda baca buku saya di situ saya sebutkan bagalmana Orde Baru itu
mata uqt\uk memperluas mem@erbesar memperkuat posisi negara Orde
Baru\\SeteIah reformasi baﬁ:}klta boleh membuka buka dokumen tentang
file- f|Ie terkait dengan condlsmnalltles condisionalities itu prasyarat
yang dimintakan oleh kreditor asing sebagai sarat pencairan pinjaman.
Nah itu kita baru bisa memperluas cakrawala kita apakah ada
kepentingan asing, jelas iya karena selama Orde Baru sifat dari
tatakelola industri Migas kita sangat monopolistis. Asing sma sekali
tidak berkutik mereka. Di hulunya harus tunduk kepada Pertamina,
hilirnya juga sepenuhnya dimonopoli oleh Pertamina karena itu salah

satu agenda structure adj\sment program ,pLogram penyesualan\,’.
struktural adalah energy\sector reform , refogmaSI sektor energi yqng
N N o
@ @ @
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salah satu agenda utamanya adal@h mereforma5| Pertamina sebagai
pengelo\g‘kelembagaan md\éﬂ‘l Migas nasional, dan yang kedua
reforma3| harga energi. Jadl ada dua yang diinginkan itu dua pokok
besar. Yang pertama, adalah reformasi kelembagaan Migas, yang kedua
reformasi harga Migas. Reformasi kelembagaan itu akan dirombak dari
sifatnya monopolistis verticaly integrated menjadi unbundling, dipecah
pecah sehingga kemudian watak monopolistisnya menjadi hilang. Yang
kedua reformasi harga energi, reformasi harga energi, reformasi harga.
BP Migas ingin menempatkan komoditas Migas ini bukan komoditas
stategis seperti diamanatkan pasal 33 tapi komoditas biasa, artinya apa ?
sesuai dengan mekanisme pasar sesuai dengan harga pasar, tidak usah
dikendalikan oleh negara, aﬁakah ada agenda\asmg ? jelas, kalau a\nda
baca situasi sekarang,.ml kenapa mereka p,g«msahaan perusahaan,'asmg
yang memburu cert;I’K\bisnis hilir di Indoh'e’;,ia itu selama bertahii;] tahun
mereka masﬂ\bertahan di Indone5|a,‘ padahal jelas jelas rqereka rugi dan
mereka sek‘tor hilirnya dlsub5|dt?jar| sektor hulunya sebertl Shell, Total
itu Jekas jelas rugi karena ﬁdak laku. Kenapa rttgl’) karena masih ada
harga subsidi. Sejauh.ada harga yang murahy-konsumen sesuai dengan

N watak konsumen di* seluruh dunia, dla wkan cari harga yang paling

murah, harg%yang paling murah&fcu ada di SPBU Pertamina. Maka
SPBU Pertaminalah yang akan diburu. Mereka (asing) masih menunggu
nunggg«dan yang masih {o\e]Um dituntaskan oleh rezim SBY adalah
mencabut dan menyamakan harga BBM sama dengan harga pasar. Ini

agenda yang mereka tunggu tunggu.
Istirahat untuk Sholat

kita lanjutkan untuk sesi keduanya. Bagaimana anda melihat

pengelolaan pasca pengesahan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 ini?

ya seperti tadi saya sampaikan. Kalau ditanya apakah ada agenda asing
di dalam sektor Migas, saya rasa ini bisa klt& fihat dalam proses

pembentukan, dan kemudlan pengesahan QU Mlgas Sebenarqya ’

. \.’ ' \‘. ' \..
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\g Indonesia |n1\mesk|pun cadangan mmyaknya hanya 1% dari cadangan
\Z minyak \%Iu‘ﬁia tapi kita ini pef\gﬂik dan produsen Migas terbesar di level
\\\: asia \khususnya Asia Tenggara yakni pemilik dan produsen cadangan

Mlgas di Asia Tengara.
T . dibandingkan dengan Malaysia?

J : ya jauh, produksi Malaysia itu hanya 500. 000 barel karena mereka
hanya meng-cover 27 juta penduduk, kapasitas kilang mereka juga
sekitar 500.000 barel /hari

T . tapi kenapa malah indonesia impor?

ya karena antara produksiigah konsumsi timpah\é' Produksi kita ito
sekarang ini hanya 825000 barel /hari.?* Harl ini, produksi klta~>ata
rata 825.000 barelmarl Sementara berapa kebutuhan kita? hamplr 1,7
juta. Perlu anda‘ketahm produksi kQ‘a‘yang 825. 000 harUSjuga di split
dengan bag}an kontraktor karenaskema Kita itu kan kbntrak bagi hasil,
barap& yang dlbaglhasnkan\kepada kontraktor seman 400 ribu jadi yang
menjadi hak Pemerintaft” Indonesia hanya_ sekitar 450 ribu, padahal

:«kebutuhan kita 1 6 1 7 barel/hari, Sellsmnya glmana7 ya harus impor.

QO mencapa|~<1 Juta barel/hari. Hgn |n| Tidak ada satupun data yang
\\$< mene\g[%\f(an Hanya saya\ @\ Pemerintah, Kementerian ESDM selalu
v menutup nutupi paling Susilo Siswo Utomo bilang 900ribu tapi data

saya berdasarkan dari laporan BPS saya merangkum dari data BPS

impor minyak Indonesia tahun 2013 itu sudah lebih dari 1 juta barel/hari.

Impor minyak mentah atau minyak kilang. Ada dua impor yaitu crude
masih mentah dan yang kedua produk kilang BBM. Kenapa kita impor?
ya karena tidak imbang antar produksi dengan konsumsi. Produksi terus
menurun, zaman Orde Baru pada masa puncak itu produksi kita sampai

1,6 juta barel sekarang tingga\[ separuhnya terus mgn’hrun. Kenapa terus\,

D D D

A\ AN AN
24 Saat wawancara, data produksi 2044 dari SKK Migas belum\keluar jadi menggunakaﬁr data
2013. R .\’ o R\
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menurun? kar@na adanya peratura&baru yang lebih tidak mendukung,
satu S|§|<‘ﬂ<llm investasi M\g& di Indonesia, sisi lain juga tidak
mendukung, tidak comQ&uble terhadap konsep kedaulatan energi
sebagalmana dikehendaki oleh pasal 33. Saya jawab dulu yang kedua
tadi, kenapa tidak compatible? karena UU Migas ini kemudian menarik
kembali konsep ICW ini UU Pertambangan yang semangatnya adalah

semangat konsesi.

Isi dari konsesi di seluruh dunia itu adalah pajak dan royalti. Dalam
konteks UU 22 Tahun 2001 menempatkan kedudukan Pemerintah
menjadi sederajat dengan kontrgktor asing. Jadi kalag semangat UU 37
Prp 1960, UU 44 Prp 1960, UU’ 8 Tahun 71 tentangPertamina semangat«f
menegakkan kedaulatan\negara menjadlkan\negara berdiri di ‘&tas
kontraktor. UU Mlgas mengubah kembah menempatkan Pemermtah
menjadi sederajat dengan kontraktor asmg dalam bentuk kontraknya
Sifatnya dag B toB ke G to B. Kglau B to B berarti ke.d\ud\ukan negara di
atas kontrak negara kemudiafivada bisnis, disitu, BUMN. Bisnis disitu

X X
kontraktor bagi hasil. Sqmentara dengan UU Migas kedudukan negara

. ,s’é’bagaimana direprese"ritasikan oleh Pemeri’n’t’ah sebagaimana diwakili

> oleh BP Mlgas yang sekarang |n| adalah SKK Mlgas SKK Mlgas

......

kontrajggg/;(berubah. Dengan gU Pertamlna, para pihak di dalam kontrak
ada!g}} Pertamina dengan>P{¥S Kontraktor production sharing. Dengan
UU Migas para pihaknya berubah menjadi BP Migas/SKK Migas dan
kontraktor kontrak kerja sama. Itu darri aspek kedaulatan kelemahan UU
Migas. Dari aspek yang saya sebutkan tadi tidak investor friendly. Satu,
UU Migas menjadikan tata kelola Migas kita menjadi lebih birokratis
dan rumit. Kalau dulu investasi Migas cukup satu atap melalui
Pertamina, sekarang ini investor harus melalui sekian rezim perizinan
yang sangat berbelit-belit. Ada 164 perizinan baik di tingkat pusat
maupun daerah yang harus dllalw investor untuk |nvesta5| sektor hulu,7
Migas di Indonesia betapqrunyam nya, lebih bt(okratls \.’\\ ’
A\
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Yang kedua\g UU Migas karenq semangatnya adalah deregulasi,
semangg%n‘?a adalah Ilberallsggl‘ﬁnl menjadikan sektor Migas itu sama
dengsm sektor lain. Salah\\satunya adalah dalam klausul perpajakan.
Kalau dulu, ketentuan pajak yang berlaku di industri lain, tidak berlaku
di industri Migas karena sifat kontraknya adalah lex spesialis. Tetapi
sejak UU Migas, ketentuan perpajakan di dalam industri Migas itu
terikat juga dengan ketentuan perpajakan di industri lain sehingga kalau
di industri lain pra produksi itu juga sudah dikenai perpajakan. Begitu
pula di industri Migas. Di Pasal 31 UU Migas ada konsep pajak pra
produksi jadi di situ ayatnya menegaskan investor harus membayar
sekian pungutan salah satunya adalah pungutan |m pungutan itu, itu
pungutan yang harus me\reka bayarkan sebelumYnereka menghasﬂ{(an
Migas, ketentuan |n| ‘sekallgus menjadlkah Indonesia sebagal\satu
satunya negara di dunla yang menerapkan pajak pra produksn Seluruh
kontrak Mlga§ ai dunia mengambll\pajak setelah kontralgfor melakukan
produk3| b\aru di pajaki. Sekar%mg ini misalnya anda mau investasi
minyak mengebor mmyak\anda mendatangkan, peralatan modal, anda
beli’lift dari luar, begiti‘sampai bea cukai tidak bisa dibawa ke sumur

y ’f'rhinyak anda sebelu’m”bayar pajak. Kalad'dulu tidak, nyampe langsung

bawa karen.ag:\z\a,pé,'peralatan modgEQ,,dibutuhkan dalam rangka kegiatan
ekploraSI dan produk Migas adalah milik negara sehingga karena milik
nega@bada akhirnya dmw@%oleh negara tidak dikenai pajak apapun.
Kalau sekarang ini belumlah produksi belum tentu menghasilkan minyak
sudah dikenai pajak sehingga ini semua menjadikan iklim investasi
Migas di indonesia menurut survei dari frase institut Kanada yang setiap
tahun selalu melakukan survei terhadap para pemangku kepentingan
terkait, dan iklim investasi di Indonesia menempatkan iklim investasi di
indonesia di sektor Migas itu di seluruh Asia dan Oceania itu hanya lebih

bagus ketimbang Timur Leste.

Apakah ini justru mala\r\]f bagus untuk pgfensi pendapatan,.’
D D

D
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tidak, yang namanya industri Migas itu ketentuan perpajakanya dulu ada
pembagian yang sudah jadi rumus baku dalam PSC itu 85:15. 85:15 itu
before tax, eh after tax setelah pajak, jadi pendapatan dari Pemerintah,
govermen take, pendapatan Pemerintah itu harus 85% setelah pajak.
Akhirnya karena ada dua komponen, ada PNBP ada pajak. Ada
pendapatan negara bukan pajak dari sektor Migas, ada pendapatan
negara dari pajak. Karena PNBPnya kurang, pajaknya ditingkatkan,
padahal sektor hulu Kita itu leblh menjanjikan dan aspek PNBP- nya
bukan pajaknya, beda halnya yang sekarang ber'faku di pertambangan
umum royaltinya Ieblhx\kecn ketimbang pajaknya pajaknya dlgedeln
royaltinya kecn > o N

Di MK itu. &da ahli hukum yang”\rﬁelihat bahwa tidak\ ada masalah
ketlk& negara berkontra,k dengan swasta,,. katakanlah ketika

X
pengadaan barang Jasa kementerlan akan mengadakan barang

.Jasa dengan rekan.an. Di situ Pemerjhtah sendiri punya dua
> kewenangan suath saat dia bertindak‘sébagai badan hukum public,

suatu saat cha bertindak sebaga‘i\badan hukum privat.Nah ketika
dia beri@ntrak dengan swa\ga maka dia saat itu sedang bertindak
selalg\tj badan hukum prry}}t dan adalah hal yang wajar menurut ahli
huk“um itu ketika kedu"dukannya sedarajat nah bagaimana anda
melihatnhya disitu

saya tidak melihat sama dalam kasus itu, saya tidak melihat sama
kontrak-kontrak pengadaan, itu pengadaan barang dan jasa itu, sama
dengan kontrak yang berlaku disektor pertambangan. Sangat berbeda
sifatnya. Kontrak-kontrak pengadaaan itu, yang pertana, dia tidak terkait
dengan sektor strategis. Menurut putusan MK ada 3.sektor yang disebut
strategis. Yang pertama sektor ‘yang penting bagiﬁégjara dan menguasai{‘f
hajat hidup orang ban)(ﬁk'. Penting bagi nggéfa karena negara 'l;u\tuh
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revenue dan\sektor tersebut, sekaltgus dla juga menguasai hajat hidup
orang ban%k Setiap orang rrg?s‘s'arakat Kira-kira berhak membutuhkan,
harustmemlllkl akses terhadap barang tersebut. Apa barang ini? minyak
dan gas. Penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
Itu sektor strategis yang pertama, sektor setrategis yang kedua adalah
penting bagi negara tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
Contohnya apa? mineral, logam, emas, perak, tembaga, bouksit. Negara
butuh. Butuh apa? Duit, baik dari pajak maupun royalti. Tapi apakah
menguasi hajat hidup orang banyak? tidak, tidak semua orang butuh
emas, tidak menjadikan dia sebagai kebutuhan primer. Kalau minyak dan
gas, itu hampir terkait dengan kebutuhan primer, sandang pangan barang
papan kita selalu terkalt de‘ngan sektor tersebu{\ Yang ketiga, adalah
tidak penting bagi negaba tapi menguasai hajat hidup orang banyak\Apa
itu? air, tidak pentmg bagi negara tapl menguasal hajat umum Apakah
air, karena semua masyarakat butub -air. Nah jadi kontrs{k yang terkait
dengan pro§es pengadaan barang\dan jasa itu tidak sam‘a dengan kontrak
pertambangan dokumennya beda meknisme, bahasa hukumnya beda,
anda tanya ke ahli hukum tersebut kalausmisalnya terjadi dispute,

~“'mahkamah apa yahg'digunakan untuk 'r’hényelesaikan itu? kalau di

industri M.i'ggs',"'mahkamahnya.':g\gj'Mahkamah Internasional. Ada
mekamsme{ namanya arbltrase~<kalau di dalam UU Migas itu ada
nama\ny}l ICC, Kamar Dagg\g Internasional. Itu mekanisme arbitrase
yang disepakati jika terjadl dispute di dalam perjanjian. Sifat
perjanjianya itu seperti perjanjian internasional, beda dengan barang dan

jasa, lain.

Pemerintah di satu sisi mungkin dilema ketika akan memperkuat
Pertamina. Pertaminanya belum bagus, masih belum efisien, dan
jadi potensi “sapi perah”. Tapi disisi lain ketika dia menyerahkan

ke pihak swasta, ada isu kedaulatan energi.

Saya tidak ada pilihan laig>ltu bukan dilema.-Fidak ada sedikitpum\f
alasan untuk meraguka}r}bértamina di semua, jge\gara di dunia ini, agal\ca{gi
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kalau kita ba\ea skenario energi gjobal sekarang peta energi global
sekarang\ ‘m 70% penguasaan ?,\adangan dan produksi Migas itu oleh
BUMN Kalau dulu ada namanya seven sisters itu 10C (International Qil
Company) semua. Sekarang itu 70% NOC (National Oil Company).
Sekarang ini eranya era BUMN anda lihat seluruh BUMN eh seluruh
perusahaan yang memproduksi minyak dan menguasai cadangan Migas
yang besar di dunia, ini BUMN anda lihat misalnya sekarang ini
produsen minyak terbesar di dunia adalah Saudi Arabia. Siapa aktornya
aktornya adalah Saudi Aramco. Siapa dia? BUMN. Yang kedua,
produksi gas terbesar di dunia siapa? Rusia. Siapa aktornya? Gasprov.
Siapa Gasprov? BUMN. Produk5| LNG terbesar dr dunia, siapa dia?
Qatar. Oleh siapa? olen Qatar Petroleum. Sra}oa Qatar Petroleu\m%’
BUMN. Lagi lagi BLJMN dan kalau kita mau jujur sebagalman?p ujar
kawan saya seorang’\pengamat minyak tiai\ri Irak, you tidak lﬁé‘;untung
karena anda memlllkl Pemerintah;. yang Pemerintah anda ‘satu-satunya
Pemenntah\yang paling dzolim térhadap BUMN. In| te‘5|snya jadi tidak
ada pemlhakan misalnya statement dari para pejabat kita terkait dengan
Blok Mahakam. Itu menurut saya pernyataaan yang melecehkan akal

~Vsehat dan meremehkan Pertamina serta sekallgus meremehkan dirinya

sendiri. Pertg@gna ini termasuk ge&,,or di dalam pengusahaan Migas di
dunia, sen'tor pengusahaan Migas Kita itu hanya selisih dua tahun dari
penequ)an minyak pertamQ\kall di Pensylvania. Kita kemudian tahun
1898 ada penemuan mlnyak di Telaga Said. Artinya apa? Industri Migas
kita sejarahnya sangat tua dan Pertamina itu berdiri di atas sejarah
pengusahaan Migas yang sangat tua di nusantara sampai Kita bikin PSC,
sampai membatasi jangka waktu PSC sampai 50 tahun. Ada pejabat
yang menyatakan masih meragukan kemampuan Pertamina saya tidak
yakin bahwa statmen soal inefisiensi soal budaya yang masih korup itu
murni mencerminkan kenyataan yang ada, bukan bagian dari negative
campaigne untuk melumpuhkan Pertamina. Kalau saya melihat desain
globalnya, saya lebih cendering menganggap bahwa persepsi ini sengaja’:\"
dibentuk sebagai bggién negative cam‘pjg\n'e untuk melenta”h}(én
.g’fv .g"‘\. .g’fv
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\g Pertamina dQn untuk mengukuhgan kembali, mengukuhkan terus

\Z meneru§<dém|na5| asing di d\ééﬁn penguasaan industri Migas nasional,
S\

\\\: terma‘suk dalam konteks Blbk Mahakam ini. Mereka bikin jubir speaker

) di mana mana termasuk melalui pejabat kita dipakai mereka sebagai load

speaker untuk menyatakan kepentingan asing untuk mempermulus

jalannya Blok Total untuk kembali menguasai Blok Mahakam dan

seterusnya.
T . berarti bagaimana anda melihat good governance di Pertamina?

J . saya kira sudah maju. Sekarang sudah lebih baik. Ada transformasi

sudah lebih, anda bisa uji sekarang ini dari, saya tidak membela

Pertamina tetapi memang sekaTang ini mlsalnya pehgakuan |nterna5|onat~

Pertamina sudah masuk\dl group Fortune 500 Itu baru pertama\kall

BUMN masuk dleortune 500, dan ltu Pertamlna Artlnya\apa’? ada

pengakuan m@?hasmnal dan kalau yang paling sering kI{a ‘gosipkan itu
keberadaa,n\PetraI Petral itu dap‘at insentif 10% karenh GCG-nya jalan

menuwt Pemerlntah Slngapura artinya proseS\pemberIakuan prinsip

prinsip tata kelola yanQ\balk di perusahaan itt’ saya kira sudah mulai

"Jalan di Pertamlna. Reformasmya sudah mulai jalan sekarang ini tidak

\{’5 . pengadaaMermasuk minyak |tu«sudah sangat terbuka bisa diawasi siapa
\\‘« yang\QShkan yang daftar,\e@:)ly untuk memasok kebutuhan Pertamina.
W Segala macam itu saya klra sekarang ini sudah lebih baik dibanding

zamanya Orde Baru.

T - Berarti sudah tidak ada kekhawatiran seperti zaman dulu bagai

“sapi perah”, bagian agen pembangunan?

J : kalau ““sapi perah” itu justru yang menjadikan adalah penguasa karena
itu kalau mau, jadikan Pertamina non listing public company, non listing

tapi kalau misalnya untuk mendorong proses itu (jadikan) NLPC

2 2 )

. NP ND D
T : bukannya ketika listing itu bisa dipantau olefpublik ? K&
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Betul, tapi kalau Ilstlng itu artlnya\glta tldak tau siapa yang beli saham
Pertamg(a‘lnl sektor stratqu‘kalau kemudian yang beli Pertamina
adalahs pemodal besar dau negara asing kemudian menghancurkan
Pertamina melalui proses tradlng di perusahaan saham sektor strategis

kita terancam. Jangankan kedaulatan, keamanan energi Kita terancam

bagaimana anda melihat pemahaman keamanan energi di Indonesia

ini

saya kira kalau kita lihat dari risalah dokumen dokumenya yang ada
yang tertulis itu ada kesadaran soal keamanan energi misalnya anda baca
risalah soal energi blueprint engargi nasional DEN yang direvisi dua kali '
tahun 2005- 2025 kemudiaifft direvisi setahun ké}\rt]udian tahun 20069\t
2025, tetapi itu semua.ad\a'lah tumpukan ker;as\yang tidak dilaksa_mI}a{n.
Apa contohnya? apé’\kenyataanyw yang’\b’\eﬁama roadmap kit’ai*\kﬂauran
energi Kita m\aSih sangat dldomlnagt oleh energi fosil, Jqd"energl fosil
Kita itu 90% 90% energi kita |tu dlpasok oleh energl foéﬂ 90%

'\ o s

X
apa ’sebabnya apakah karena subsidi atau yang Iain ?

& - e

s\ karena kita tidak punyé perencanaan jangka’banjang dan kegigihan untuk

.....

pejabat klt@. tahu bahwa Kita |m<t|dak kaya kaya amat di sektor energi
fosngo}\ﬁoh minyak kita hz{nya 1% dari cadangan minyak dunia tetapi
ketlka kita ini pernah mencapal era bonanza minyak, Kkita tidak
mengantisipasi bahwa pada saatnya minyak kita akan habis, jadi minyak
dieksploitir tetapi tidak di-reinvest untuk pengembangan energi selain
minyak. Selain minyak apa? Di sana ada gas. Kita dulu mengembangkan
LNG itu sejak tahun 1970 an tetapi orientasnya ekspor semua, tidak ada
skenario misalnya untuk menginvestasikan uang yang diperoleh dari
usaha tersebut untuk pembangunan insfratuktur gas dan skema
pemanfaatan gas. Jadi kita tidak punya roadmap jangka panjang pada .
waktu itu, sehingga begitu [m“ﬁyak kita habis, hargaﬁhinyak melambung,;?‘f
subsidi meroket, ujuk“\LhUk ngomong soal')k})'nversi BBM ke 'I;:i%'G,
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mfrastukturnyg ga ada terus bagamana ? hanya kita ngomong konversi
BBG |n\f<ré§1'rukturnya tidak a \2‘<Sudah siap tinggal di produksi karena
gas \ttﬂ lain dengan mtﬂyak dia ga bisa disimpan lama-lama.
Pengembangan gas harus sejalan, harus simultan dengan konsumen,
tidak bisa gas itu kemudian diproduksi konsumennya ga ada, ga
mungkin, karena gas itu tekanan tinggi, kalau minyak cair kalau gas itu

tekanan tinggi.

tadi ada pernyataan tidak ada kegigihan untuk melaksanakan

(blueprint energy), apa kira kira solusinya ?

sebabnya tidak ada political WHI kita ini paradigmanya bukan national

energy security  tetapi h‘anya national budg‘ét security harusnya»t

paradigma Kkita itu adalah paradigma ketar}anan kedaulatan eNergl
nasional. Saya SIh\ leblh cenderung ke\kedaulatan bukan ketahanan
Kalau ketahanan kita itu yang pent\hg ‘bisa suplai, suplal(lya dari mana,
ga pedull Tapl kalau kedaulatah yang ada yang klta\mlllkl itu yang
menjaal bahan utama untuk klta suplai. Kalauxanda tanya soal tadi
kegigihan, ya itu tadi tidek ada paradigma di;dalam mindset para pejabat

f‘klta yang memlklrkan energy securlty paradlgma seluruh pejabat kita

.....

bengkaknye subS|d| mentri keua(ngan ngomong soal itu menteri ESDM
ngomqr?g soal itu tapi ngg«}mgomong hulunya ini apa kenapa BBM itu
bengkak BBM bengkak |tu karena satu, lifting minyak kita jebol ambrol,
kenapa ambrol? karena iklim investasi Migas kita jelek kenapa jelek
karena UU Migas itu memperburuk, kenapa UU Migas ini tetap
dibiarkan, nah ini satu. Tidak ada kemauan dari Pemerintah untuk
merevisi UU Migas, padahal ini menjadi slah satu aslul masalah, pokok

masalah.

itu dari sisi Pemerintahnya. Bagaimana kalau dari sisi perusahaan

asing, kemudian Pemerlnt,gh negara asing, d@n donor, peranan

N £

mereka terhadap keama\nan energi di |ndone§|a ? K&
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ya mereka, Qufuhnya kalau yang’(~..fnereka dorong itu kan konsep
ketahar&n‘%nergl Kalau keta \(a?fan energi itu yang penting ada energi,
ada s&)mber daya energi, ad:;xpasokan energi untuk memenuhi kebutuhan
energl rakyat Indonesia. Kalau itu yang dibutuhkan, maka nggak usah
Pemerintah yang memenuhi pasar, itu mereka itu yang mereka dorong
itu mereka dorong konsep keamanan energi, tapi mereka alergi dengan
konsep kedaulatan energi. Kalau keamanan energi, yang penting anda
bisa memastikan suplai. Suplai dari mana saja ya, dari mana ssja. Bisa
dari impor bisa dari pembelian jatah minyak dari KPS domestik nggak

ada masalah.

jadi mungkin apasih untbu%. disimpulkan kir.&‘.'kira apakah adaM.'
hubungan ketika kita sudah menganut welfare state, tapi di SISI tam
tidak ada kedaulatan energi di Indone5|a Bahkan allh allh
mensejahterakan masyarakat malah seolah kita membenarkan
adanya tES\IS “kutukan sumbeanya alam ketika sy\mberdaya alam
melin{pa’h' malah jusrtu tgjadi konflik terjadi\.sbéd government dan

sepa’gainya.

& - e

:’x'yang terjadi dalam bahasa Jerman, di Indo’n‘esia itu adalah kesenjangan

.....

hukum yam berlaku di masyarakat Hukum yang berlaku, hukum yang
tertu@\adalah hukum dal@\UUD semangatnya adalah welfare state,
tetapl di dalam turunanya itu banyak UU yang mendurhakai UUD yaitu
banyak anak anak durhaka setelah reformasi setelah amandemen
konstitusi. Amandemen konstitusi yang tadi saya nyatakan di dalam
Pasal 33 tidak menghilangkan tetapi menembah. Tetapi pada prakteknya
memperbanyak jumlah anak anak durhaka yang tidak setia terhadap ibu
kandungnya. Ibu kandung dari hukum di Indonesia adalah UUD tetapi
kenyataanya di bidang perekonomian banyak sekali celah UU yang
kemudian membelakangi semangat dasar konstitusi kita. Karena itu, UU
di bidang perekonomian yang paling rentan digeret ke MahkamahV
AN AN AN
2\ o o
.g’fv .g"‘\. .g’fv
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Konstitusi. b o
2 ")
kira kira apa saja tawaran.solusi dari anda?
\\’\ : \\\ !

tawaran solusi adalah kembali pada kiblat pembangunan kita kembali
pada kalau anda sebut welfare state, kembali kepada jati diri ideologi
ekonomi kita sesuai dengan Pasal 33 sebelum perubahan, nah seluruh
produk peraturan yang bertentangan dengan dia otomatis harus gugur
demi hukum dan yang kedua dari aspek hulunya pembentuk UU harus
mengerti UUD. Karena proses rekrutmen politik kita dikuasai oleh
demokrasi NPWP, demokrasi nomor piro wani piro, yang punya modal
ya jadi, akhirnya di dalam prases pembentukan UU"juga mereka setia :
bukan kepada kepentinganl‘\‘masyarakat bukan\Cf(epada kepentingar’r‘\t
rakyat, tidak pada kepe\ntmgan konstltu5| te}apl kepada kepentm\gan
pemodal mereka., Akhlrnya proses pembentukan UU kita harus lebih
ketat lagi, hakr‘ué selektif lagi rekrgfmen politik, harus- d|benah| tidak
seperti sekérang, legislator klta m didominasi oleh par’a pemlllk modal,
pemilik " uang. Tetapi (harusnya) oleh mereka\yang ideologis, yang
mengerti ideologi kita,“ideologi ekonomi <kita, mengerti Pancasila,

¢ ’.~'rhengerti UubD sekaligUs suasana batin poliﬁk tawar menawar dari kedua

.....

berartlgnungkln masih but@'\ Waktu panjang untuk menuju welfare
state?>\ \\\

Perlu perjuangan untuk mengoreksi sistem politik kita, sistem hukum
kita, sistem ekonomi kita, sistem politik kita, rekrutmen politik melalui
pemilu, dan sistem pemilu harus dibenahi karena anggota DPR dialah
yang membentuk UU. Kalau anggota DPRnya kualitasnya buruk maka
undang undangnya buruk, dia tidak mengerti konstitusi hanya konstitusi
itu ditulis sebagai konsideran, tetapi hanya sebatas ditulis tetapi tidak
meng-kerangkai, tidak menjiwai pasal pasal di dalam UU. Kalau anda
misalnya baca UU Migas‘\'kééolongan itu, kon&?dérannya itu adala\l{?‘f
undang undang dasz;g(\'setelah amandemta}' padahal waktq"\\'tu
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amandemenng{a belum ada, amanstemennya belum tuntas tahun 2001
masih p?ﬁ@ngsung begitu, j \<d1<’meluruskan kembali khittoh 45 kita
mengémballkan lagi pada }}Wa dan semangat konstitusi kita. Kaitannya
dengan Pasal 33 sistem polltlknya dibenahi, sistem hukumnya dibenahi.
Sistem hukumnya itu ya kita anda tahu sendiri substansi produk
perundang undangan yang dihasilkan setelah reformasi itu arus

liberalisasinya luar biasa.

Itu yang harus dibawa lagi ke tengah sesuai dengan UUD. Yang ketiga,
sistem ekonomi Kita itu juga harus dikembalikan lagi kepada ekonomi
kekeluargaan karena itulah yang di state di dalam‘konstitusi, kecuali ’
UUD-nya berubah, silakan nyétakan ekonomi kita{ékonomi pasar, tapi\‘i"
sejauh Pasal 33 itu berbunyl ekonomi kita adal“ah ekonom| kekeluargaan
gotong royong, maka~semangat dinamika ltu harus dipertegas Iagr Kalau
kita mau ikuti, sekarang apa platfompembawa ekonomi seSual dengan
Pasal 33 maké bisa kita jawab adaﬁh social market eoonomy, ekonomi
pasar socaal Ekonomi pasar sosml itu artinya akumula5| modal bukan

X
hanya untuk kapital, tetapl untuk akumulasi sesml Akumulasi sosial itu

beradab berkeadllan \adalah general prospérlty, kesejahteraan umum,

publlc prosperlty kesejahteraan umum itu ekonomi pasal sosial, social

market econoﬁﬁ" o
A% A%
o o
3 3
O I O
N\ 3\ J N
N ™ N
N PN N
& Q:’\’." \
N \¢ _ R\ .
L™ ™ Universitas Indonesia
o o o
N\ RN N
A o\ <&
X X X



